MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a.

NOMOR 17/PMK.03/2013
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan telah diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
82/PMK.03/2011,;

bahwa ketentuan mengenai pemeriksaan terhadap Wajib Pajak
yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti
permulaan tindak pidana di bidang perpajakan telah diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2007
tentang Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Atas Permohonan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Terhadap Wajib
Pajak Yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan
Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan;

bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga
terkait dengan ketentuan mengenai tata cara penyegelan dalam
rangka pemeriksaan pajak yang saat ini diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2007 tentang Tata Cara
Penyegelan Dalam Rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan;

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan



o i
MENTERI KEUANGAN
REFUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a.
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TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
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Mengingat : 1.

Kewajiban Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap
ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pajak, tata cara
pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan,
tata cara penerbitan surat ketetapan pajak atas permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak terhadap Wajib Pajak
yvang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak
pidana di bidang perpajakan, dan tata cara penyegelan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 17B ayat (1a), Pasal 30 ayat (2),
dan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 serta Pasal 8 ayat (8)
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Pemeriksaan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PEMERIKSAAN,
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-



Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dan/atau wuntuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan
perpajakan.

Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di
tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau
tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.

Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di
kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan
kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan
pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau
berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau
diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan
surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapus Nomor Pokok
Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak.

Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan
tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.

Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bukti
bahwa orang yang namanya tercantum pada Kkartu tanda
pengenal tersebut sebagai Pemeriksa Pajak.

Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2
adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam
rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan



10.

11.

12,

13.

14,

15.

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat
pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan
dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan Lketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat
panggilan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dalam
rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang
atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan
berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak
tersebut.

Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya
elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah
data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disk,
tape backup, hard disk, atau media penyimpanan elektronik
lainnya.

Tempat Penyimpanan Buku, Catatan, Dan Dokumen adalah
tempat yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak, perusahaan
penyimpan arsip atau dokumen dan/atau yang diselenggarakan
oleh pihak lain.

Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada
tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau
tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan
sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan,
dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan
benda-benda lain.

Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP
adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa
Pajak mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data,
keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang
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dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan
pelaksanaan Pemeriksaan.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya
disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan
Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi,
dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak
terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan
antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak  atas temuan
Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara
pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh
kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik
yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan
sanksi administrasi.

Tim Quality Assurance Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk
oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil
Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dan
Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan guna
menghasilkan Pemeriksaan yang berkualitas.

Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP
adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil
Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas
dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan
Pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya disebut LHP
Sumir adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa
adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak.

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang
dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya
dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan
terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan
pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan
masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang sama.

Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah
pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang terkait dengan
pelaksanaan Pemeriksaan.

BAB II



TUJUAN PEMERIKSAAN
Pasal 2

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan
tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
" peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB IlI
PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup, Kriteria, dan Jenis Pemeriksaan
Pasal 3

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh
jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu -maupun
tahun berjalan. '

Pasal 4

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan harus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang
KUP.

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria
sebagai berikut: .

a. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang
menyatakan | lebih bayar, selain yang mengajukan
permohonan . pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

b. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan
kelebihan pembayaran pajak;

c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang
menyatakan rugi,

d. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan,
pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan
Indonesia untuk selama-lamanya;



(2)

(4)

(5)

e. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode
pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali
aktiva tetap;

f. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat
Pemberitahuan- tetapi melampaui jangka waktu yang telah
ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk
dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko; atau

g. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang
terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis
risiko.

Pasal 5

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan
dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

Terhadap Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, dalam hal
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut
diajukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan:

a. laporan keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang
diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan
salah satu Tahun Pajak dari 2 {(dua) Tahun Pajak sebelum
Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh akuntan
publik, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan

b. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana
perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun
terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan.

Terhadap Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e,
penentuan jenis pemeriksaannya diatur oleh Direktur Jenderal
Pajak.

Terhadap Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g dilakukan dengan
jenis Pemeriksaan Lapangan.

Dalam hal Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi



(1)

(2)

yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus
lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan,
pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan
Lapangan.

Bagian Kedua
Standar Pemeriksaan
Pasal 6

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar
Pemeriksaan.

Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan
capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan
Pemeriksaan.

Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi standar umum Pemeriksaan, standar pelaksanaan
Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 7

Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat
pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang
memenuhi syarat sebagai berikut:

a. telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup
serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak;

b. menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;

c. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta
senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan

d. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal diperlukan, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Direktorat
Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 8

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan
Pemeriksaan, yaitu:



pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan
yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling
sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data
Wajib Pajak, menyusun rencana Pemeriksaan (audit plan), dan
menyusun program Pemeriksaan (audit program), serta mendapat
pengawasan yang seksama,

Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian
berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan
program Pemeriksaan (audit program)yang telah disusun;

temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti
kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan;

Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang
terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang
atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim
dapat merangkap sebagai anggota tim;

tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat
dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu,
baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, maupun yang
berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, sebagai tenaga ahli
seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi,
dan pengacara;

apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara
bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;

Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal
Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak,
tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak,
dan/atau atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa
Pajak;

Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila
diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan

pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Pasal 9



Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk KKP |
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. KKP wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai:

1) bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar
pelaksanaan Pemeriksaan,;

2) bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan hasil
Pemeriksaan;

3) dasar pembuatan LHP,

4) sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau
banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan

5) referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.
b. KKP harus memberikan gambaran mengenai:
1) prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan;
2) data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
3) pengujian yang telah dilakukan; dan

4) simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang
berkaitan dengan Pemeriksaan.

Pasal 10

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang
disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup
atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan,
memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang
kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap
peraturan perundang-undangan perpgjakan, dan memuat pula
pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.

b. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan sekurang-kurangnya memuat:

1) penugasan Pemeriksaan;



2) identitas Wajib Pajak;

3) pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
4) pemenuhan kewajiban perpajakan;

5) data/informasi yang tersedia;

6) buku dan dokumen yang dipinjam,

7) materi yang diperiksa;

8) uraian hasil Pemeriksaan;

9) ikhtisar hasil Pemeriksaan;

10) penghitungan pajak terutang; dan

11) simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak
Pasal 11

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib:

a.

menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan
jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam
Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan
dengan jenis Pemeriksaan Kantor;

memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2
kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;

memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa
Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim
Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;

melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka
memberikan penjelasan mengenai:

1) alasan dan tujuan Pemeriksaan;

2} hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah
pelaksanaan Pemeriksaan;

3) hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan
pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan



(1)

dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati
antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan

4) kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan
buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang
dipinjam dari Wajib Pajak;

menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada

huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;

menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;

memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah
ditentukan;

menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran
secara tertulis;

mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi
dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang
dipinjam dari Wajib Pajak; dan

merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh
Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 12

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:

a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan
yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak,
atau objek yang terutang pajak;

b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara
elektronik;



(2)

c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang
bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut
diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi
petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan
usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang
terutang pajak;

d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:

1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib
Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara
elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian
khusus;

2) memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk
membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
dan/atau

3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya
Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan
di tempat Wajib Pajak;

e. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta
barang bergerak dan/atau tidak bergerak;

f meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
dan

g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari
pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak
yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan
Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:

a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat
Jenderal Pajak dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam
Rangka Pemeriksaan Kantor;

b. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara
elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang



diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau
objek yang terutang pajak;

c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;

e. meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui
Wajib Pajak; dan

f meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari
pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak
yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Pasal 13

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:

a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda
Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2;

'b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan
dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan,

c. meminta kepada Pemeriksa Pagjak untuk memperlihatkan surat
yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan
keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;

d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan
tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;

e. menerima SPHP;

f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu
yang telah ditentukan,;

g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan
Tim Quality Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat
hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak
dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan; dan

h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan



(1)

Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner
Pemeriksaan.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan, Wajib Pajak wajib:

a.

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan,
dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas
Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau
mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa
tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak
yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan
buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang
dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau
objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada
Pemeriksa Pajak;

memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat

berupa:

1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib
Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara
elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian
khusus;

2) memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk
membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
dan/atau

3) menyediakan ruangan Kkhusus tempat dilakukannya
Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan
di tempat Wajib Pajak;

menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan

memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang



(2)

(3)

diperlukan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan
Kantor, Wajib Pajak wajib:

a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan
sesuai dengan waktu yang ditentukan;

b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan,
dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola
secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan
yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak,
atau objek yang terutang pajak;

c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;

d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;

e. meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik; dan
f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang

diperlukan.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Pemeriksaan
Pasal 15

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan yang
meliputi:

a. jangka waktu pengujian; dan

b. jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan
pelaporan.

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan
kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan
tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa,
pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib
Pajak.

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan



(1)

(2)

(3)

Kantor, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf a paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak
tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak datang
memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak,
wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa
dari Wajib Pajak.

Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan
pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling
lama 2 (dua) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP
disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau
anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan
tanggal LHP.

Pasal 16

Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat diperpanjang untuk
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. Pemeriksaan Lapangan diperluas ke Masa Pajak, Bagian
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;

b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau
keterangan kepada pihak ketiga;

¢. ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi seluruh jenis
pajak; dan/atau

d. berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana
Pemeriksaan.

Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang terkait dengan:

a. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas
Bumi;
b. Wajib Pajak dalam satu grup; atau

c. Wajib Pajak yang terindikasi melakukan transaksi fransfer
pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi
adanya rekayasa transaksi keuangan,



(1)

(2)

dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan dan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali sesuai
dengan kebutuhan waktu untuk melakukan pengujian,

Pasal 17

Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat diperpanjang untuk
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun
Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;

b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau
keterangan kepada pihak ketiga;

c. ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis
pajak; dan/atau

d. berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana
Pemeriksaan.

Pasal 18

Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengujian
Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau
Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kepala
unit pelaksana Pemeriksaan harus menyampaikan pemberitahuan
perpanjangan jangka waktu pengujian secara tertulis kepada Wajib
Pajak.

(1)

(2)

Pasal 19

Apabila jangka waktu perpanjangan pengujian Pemeriksaan
Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau
ayat (3) atau perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) telah berakhir,
SPHP harus disampaikan kepada Wajib Pajak.

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
Pasal 16, dan Pasal 17 harus memperhatikan jangka waktu



penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang
KUP.

Bagian Keenam
Penyelesaian Pemeriksaan
Pasal 20

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan
cara:

menghentikan Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir; atau

membuat LHP, sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak
dan/atau Surat Tagihan Pajak sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 21

Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dalam hal:

a.

Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang
telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa:

1) tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 {enam) bulan sejak
tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
diterbitkan; atau

2) tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu
4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor diterbitkan.

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang
ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti
Permulaan secara terbuka dan Pemeriksaan Bukti Permulaan
secara terbuka tersebut:

1) tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak
mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP;

2) tidak dilanjutkan dengan penyidikan tetapi diselesaikan
dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang
KUP; atau



3) dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya
dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP.

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang
ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai
tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dan
penyidikan tersebut dihentikan karena memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP.

Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak
sebelumnya.

Terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Direktur
Jenderal Pajak.

Pasal 22

Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga
yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan
Pemeriksaan sehubungan dengan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP:

1) tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 {enam) bulan sejak
tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
diterbitkan; atau

2) tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka
waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Panggilan
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan.

b. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga
yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan
Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan
Pemeriksaan, dan Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam
jangka waktu Pemeriksaan.

c. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga
yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan
Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan
Pemeriksaan, dan pengujian kepatuhan pemenuhan



kewajiban perpajakan belum dapat diselesaikan sampai
dengan:

1) berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian
Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3); atau

2) berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian
Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (1).

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang
ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan
Bukti Permulaan secara terbuka dan Pemeriksaan Bukti
Permulaan secara terbuka tersebut:

1) dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka
meninggal dunia;

2) dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti
permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;

3) dilanjutkan dengan penyidikan namun penyidikannya
dihentikan karena memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau

4) dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta
telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak
pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dan salinan Putusan Pengadilan
tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang
ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan
sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan secara
tertutup dan penyidikan tersebut:

1) dihentikan karena memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau

2) dilanjutkan dengan penuntutan serta telah terdapat
Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang
perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima
oleh Direktur Jenderal Pajak.



(2)

(1)

(2)

(1)

(4)

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang
pengujiannya belum diselesaikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
berakhirnya:

a. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan
Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
atau ayat (3); atau

b. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1),

dan melanjutkan tahapan Pemeriksaan sampai dengan
pembuatan LHP.

Pasal 23

Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP Sumir
karena Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak memenuhi
panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf a, dapat dilakukan Pemeriksaan kembali apabila
dikemudian hari Wajib Pajak ditemukan.

Pajak terutang atas Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang
tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1} huruf a,
ditetapkan secara jabatan.

Bagian Ketujuh
SP2 dan Surat Yang Berisi Perubahan Tim Pemeriksa Pajak
Pasal 24

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang tergabung
dalam suatu tim Pemeriksa Pajak berdasarkan SP2.

SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk satu
atau beberapa Masa Pajak dalam suatu Bagian Tahun Pajak atau
Tahun Pajak yang sama atau untuk satu Bagian Tahun Pajak
atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak.

Dalam hal susunan tim Pemeriksa Pajak diubah, kepala unit
pelaksana Pemeriksaan harus menerbitkan surat yang berisi
perubahan tim Pemeriksa Pajak.

Dalam hal tim Pemeriksa Pajak dibantu oleh tenaga ahli
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, tenaga ahli



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

tersebut bertugas berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh
Direktur Jenderal Pajak.

Bagian Kedelapan
Pemberitahuan dan Panggilan Pemeriksaan,
dan Pertemuan dengan Wajib Pajak

- Pasal 25

Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib
Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.

Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Kantor, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib
pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan
menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan
Kantor.

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2.

Pasal 26

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat disampaikan secara
langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan
Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti
pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti
pengiriman.

Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:

a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:
1) pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa Pajak



(3)

(1)

(3)

(4)

(5)

dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan
dilakukan terhadap Wajib Pajak badan;

2) anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang
menurut Pemeriksa Pajak dapat mewakili Wajib Pajak,
dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak
orang pribadi; atau

3) pihak selain sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2)
yang dapat mewakili Wajib Pajak.

Dalam hal wakil atau kuasa dari Wajib Pajak atau pihak yang
dapat mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
tidak dapat ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman
surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman
dan surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah
disampaikan dan Pemeriksaan Lapangan telah dimulai.

Surat Panggilan Dalam Rangka  Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disampaikan
melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa
pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

Pasal 27

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib
melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c.

Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat
dilakukan dengan wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan, pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau
ayat (2) dilakukan setelah Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Kantor, pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} atau
ayat (2) dilakukan pada saat Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor.

Setelah melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat



(7)

(1) atau ayat (2}, Pemeriksa Pajak wajib membuat berita acara
hasil pertemuan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan
Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak menandatangani berita acara hasil pertemuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemeriksa Pajak membuat
catatan mengenai penolakan tersebut pada berita acara hasil
pertemuan.

Dalam hal Pemeriksa Pajak telah menandatangani berita acara
hasil pertemuan dan membuat catatan mengenai penolakan
penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2)
dianggap telah dilaksanakan.

Bagian Kesembilan
Peminjaman Dokumen
Pasal 28

Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang
dikelola secara elekironik serta keterangan lain yang
diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan
Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu
juga dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman dan
pengembalian buku, catatan, dan dokumen.

b. dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data
yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang
diperlukan belum ditemukan atau diberikan oleh Wajib Pajak
pada saat pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan
peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang dilampiri
dengan daftar buku, catatan, dan/atau dokumen yang wajib
dipinjamkan.

c. dalam hal untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang
dikelola secara elektronik diperlukan peralatan dan/atau
keahlian khusus, Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan
kepada:

1) Wajib Pajak untuk menyediakan tenaga dan/atau



(2)

(3)

(4)

peralatan atas biaya Wajib Pajak; atau

2) seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik
yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang
berasal dari luar Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan
Kantor, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. daftar buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data
yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang
diperlukan oleh Pemeriksa Pajak, harus dilampirkan pada
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

b. buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang
dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana
dimaksud pada huruf a, wajib dipinjamkan pada saat Wajib
Pajak memenuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan
Kantor dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman dan
pengembalian buku, catatan, dan dokumen.

c. dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data
yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang
diperlukan belum tercantum dalam lampiran Surat Panggilan
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud
pada huruf a, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan
peminjaman buku, catatan, dan dokumen.

Buku, catatan, dan/atau dokumen termasuk data yang dikelola
secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, atau ayat (2) huruf ¢ wajib diserahkan
kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak surat
permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen
disampaikan.

Setiap penyerahan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk
data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari
Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman dan
pengembalian buku, catatan, dan dokumen.

Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam
berupa fotokopi dan/atau berupa data yang dikelola secara
elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat
pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara
elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak adalah
sesuai dengan aslinya.
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Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data
yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang
dipinjam belum dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) b elum terlampaui,
Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis
paling banyak 2 (dua) kali, yaitu:

a. surat peringatan pertama setelah 2 (dua) minggu sejak
tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman buku,
catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b atau ayat (2) huruf ¢;

b. surat peringatan kedua setelah 3 (tiga) minggu sejak tanggal
penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan,
dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
atau ayat (2) huruf c.

Setiap surat peringatan yang disampaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) harus dilampiri dengan daftar buku,
catatan, dan dokumen yang belum dipinjamkan dalam rangka
Pemeriksaan.

Pasal 29

Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data
yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang
diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau tidak dikuasai
oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan
yang menyatakan bahwa buku, catatan, dan/atau dokumen,
termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan
lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau tidak
dikuasai oleh Wajib Pajak.

Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola
secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi
kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar
pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak
dengan menyediakan ruangan khusus.

Pasal 30

Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (3) terlampaui dan Wajib Pajak tidak atau
tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan/atau



(1)

(3)

(1)

dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta
keterangan lain yang diminta, Pemeriksa Pajak harus membuat
berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman buku,
catatan, dan dokumen yang dilampiri dengan rincian daftar
buku, catatan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan namun
belum diserahkan oleh Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak telah meminjamkan seluruh buku,
catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara
elektronik serta keterangan lain yang diminta, Pemeriksa Pajak
harus membuat berita acara pemenuhan seluruh peminjaman
buku, catatan dan dokumen.

Pasal 31

Dalam hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya
meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data
yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang
diminta berdasarkan berita acara tidak dipenuhinya permintaan
peminjaman buku, catatan, dan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1}, Pemeriksa Pajak harus
menentukan dapat atau tidaknya melakukan pengujian dalam
rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak
berdasarkan bukti kompeten yang cukup sesuai standar
pelaksanaan Pemeriksaan.

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang
pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau
Wajib Pajak badan, dan Pemeriksa Pajak tidak dapat melakukan
pengujian dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasilan kena
pajak dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam hal Penghasilan Kena Pajak tidak dihitung secara jabatan,
Pemeriksa Pajak dapat meminjam tambahan buku, catatan,
dan/atau dokumen serta keterangan lain selain yang sudah
dipinjam.

Bagian Kesepuluh

Penyegelan
Pasal 32

Pemeriksa Pajak berwenang melakukan Penyegelan untuk
memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dan/atau



b. Wajib Pajak, wakil,

dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan
benda-benda lain yang |dapat memberi petunjuk tentang
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa
agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah,
dirusak, ditukar, atau dipa.l‘sukan.

Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
apabila pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan:

a. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang
diperiksa tidak memberj kesempatan kepada Pemeriksa Pajak
untuk memasuki tempat atau ruang serta memeriksa barang
bergerak dan/atau tidgk bergerak, yang diduga atau patut
diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan,
dan/atau dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari
pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara
program aplikasi on-line yang dapat memberi petunjuk
tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak;

aItau kuasa dari Wajib Pajak yang
diperiksa menolak rnIemberi bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan yang tara lain berupa tidak memberi
kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses data
yang dikelola secara |elektronik atau membuka barang
bergerak dan/atau tidak bergerak;

c. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang

diperiksa tidak berada di tempat dan tidak ada pegawai atau
anggota keluarga yang, telah dewasa dari Wajib Pajak yang
mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang

mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya
pengamanan Pemeril«jaan sebelum Pemeriksaan ditunda;
atau

d. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang
diperiksa tidak berada di tempat dan pegawai atau anggota
keluarga yang telah! dewasa dari Wajib Pajak yang
mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang
mewakili Wajib Pajakl menolak memberi bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan.

Pasal 33
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Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan tanda segel.

Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan
oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain
anggota tim Pemeriksa Pajak.

Dalam melakukan Penyegelan, Pemeriksa Pajak wajib membuat
berita acara Penyegelan.

Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dengan
disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah
dewasa selain anggota tim Pemeriksa Pajak.

Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada
Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang
telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa.

Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} menolak
menandatangani berita acara Penyegelan, Pemeriksa Pajak
membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara
Penyegelan.

Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa Pajak dapat
meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan/atau pemerintah daerah setempat.

Pasal 34
Pembukaan segel dilakukan apabila:

a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pihak yang dapat mewakili
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
huruf b telah memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk
membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang
bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau telah
memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;

b. berdasarkan pertimbangan Pemeriksa Pajak, Penyegelan
tidak diperlukan lagi; dan/atau

c. terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan
penyidikan tindak pidana.

Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan
disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah
dewasa selain anggota tim Pemeriksa Pajak.
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Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat dibantu oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemerintah
daerah setempat.

Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan
Penyegelan rusak atau hilang, Pemeriksa Pajak harus membuat
berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan dan
melaporkannya kepada Kepolisian Negara Repulik Indonesia.

Dalam melakukan pembukaan segel, Pemeriksa Pajak membuat
berita acara pembukaan segel yang ditandatangani oleh
Pemeriksa Pajak dan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menolak
menandatangani berita acara pembukaan segel, Pemeriksa Pajak
membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara
pembukaan segel.

Berita acara pembukaan segel dibuat 2 (dua) rangkap dan
rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa,
pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib
Pajak.

Pasal 35

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
Penyegelan atau jangka waktu lain dengan mempertimbangkan
tujuan Penyegelan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak tetap tidak memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk
membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak
atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau tidak memberikan
bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, Wajib Pajak dianggap
menolak dilakukan Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak, wakil, atau
kuasa dari Wajib Pajak wajib menandatangani surat pernyataan
penolakan Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak menandatangani surat pernyataan penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa Pajak membuat
dan menandatangani berita acara mengenai penolakan tersebut.

Bagian Kesebelas
Penolakan Pemeriksaan
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Pasal 36

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang
dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan menyatakan menolak untuk
dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak, wakil, atau
kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan
penolakan Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak menandatangani surat pernyataan penolakan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa
Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak
ada di tempat maka:

a. Pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang terdapat
pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib
Pajak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk
mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang berada dalam
kewenangannya; atau '

b. Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan
berikutnya.

Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
Pemeriksa Pajak dapat melakukan Penyegelan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 32 ayat (1).

Apabila setelah dilakukan Penyegelan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Wajib Pajak,
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak berada di tempat
dan/atau tidak memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk
membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak
atau tidak bergerak, dan/atau tidak memberikan bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak meminta kepada
pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib
Pajak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan.

Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menolak untuk
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membantu kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak meminta
pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib
Pajak untuk menandatangani surat penolakan membantu
kelancaran Pemeriksaan.

Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari
Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat penolakan
membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan
membantu kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh
tim Pemeriksa Pajak.

Pasal 37

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang
dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan memenuhi Surat Panggilan
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak
untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa
dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan
penolakan Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak menandatangani surat pernyataan penolakan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa
Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor disampaikan
kepada Wajib Pajak dan surat panggilan tersebut tidak
dikembalikan oleh pos atau jasa pengiriman lainnya dan Wajib
Pajak tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa
Pajak membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan
Pemeriksaan oleh Wajib Pajak yang ditandatangani oleh tim
Pemeriksa Pajak.

Pasal 38

Pemeriksa Pajak berdasarkan:

a.

b.

surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), atau Pasal 37
ayat (1);

berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), atau Pasal 37 ayat (2);

berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3);

surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6); atau

berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7),

dapat melakukan penetapan pajak secara jabatan atau mengusulkan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

(2)

(4)

Bagian Keduabelas
Penjelasan Wajib Pajak dan
Permintaan Keterangan kepada Pihak Ketiga
Pasal 39

Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, Pemeriksa Pajak
melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan dapat memanggil
Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak melalui
penyampaian surat panggilan.

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan, penjelasan yang lebih rinci sebagaimana dimaksud
pada pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan
Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak.

Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2)
yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak, dituangkan dalam
berita acara mengenai pemberian penjelasan Wajib Pajak yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil,
kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang
telah dewasa dari Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai
atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak
menolak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat catatan penolakan
tersebut dalam berita acara dimaksud.

Pasal 40

Pemeriksa Pajak melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan, dapat
meminta keterangan dan/atau bukti kepada pihak Kketiga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang KUP secara



tertulis sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai tata cara permintaan keterangan kepada pihak ketiga.

(3)

(4)

(1)

Bagian Ketigabelas
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Pasal 41

Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak
melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan
hasil Pemeriksaan.

SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara
langsung atau melalui faksimili.

Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak,
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima
SPHP, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus
menandatangani surat penolakan menerima SPHP.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak menandatangani surat penolakan menerima SPHP
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat
berita acara penolakan menerima SPHP yang ditandatangani
oleh tim Pemeriksa Pajak.

Pasal 42

Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan
daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (1) dalam bentuk:

a. lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal
Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau

b. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui
sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.

Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh} hari kerja
sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu
penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja



(2)

terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berakhir.

Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian
tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak
harus menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung atau melalui
faksimili.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis
atas SPHP, Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak
disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Pasal 43

Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil
Pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan
hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat
(1) kepada Wajib Pajak harus diberikan hak hadir dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
melalui penyampaian undangan secara tertulis kepada Wajib
Pajak dengan mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling

lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:

a. diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari Wajib Pajak
sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (2) atau ayat (3); atau

b. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (3), dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan
tanggapan tertulis atas SPHP.

Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melalui

faksimili.
Pasal 44



(1) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)
huruf a dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (2) atau ayat (3}; dan

b. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai
dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan
tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2),

Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan dengan
mendasarkan pada lembar pernyataan persetujuan hasil
Pemeriksaan dan membuat berita acara Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan
akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

(2) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)
huruf a dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (2) atau ayat (3); dan

b. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam
undangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (2),

Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan berdasarkan
lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan, berita acara
ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan
akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

(3) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau ayat (3);
dan

b. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai



- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2},

Pemeriksa Pajak harus melakukan Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan dengan Wajib Pajak dengan mendasarkan pada
surat sanggahan dan menuangkan hasil pembahasan tersebut
dalam risalah pembahasan, yang ditandatangani oleh tim
Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak.

(4) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau ayat (3);
dan '

b. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2),

Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan berdasarkan
surat sanggahan, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan berita acara
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan
ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim
Pemeriksa Pajak.

(5) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau
ayat (3); dan

b. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2),

Pemeriksa Pajak tetap melakukan Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan dengan Wajib Pajak dan menuangkan hasil
pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan, yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil,
atau kuasa dari Wajib Pajak.

(6) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dalam jangka



(1)

(2)

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau
ayat (3); dan

b. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2),

Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan berdasarkan
SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), berita
acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan
akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak

Pasal 45

Dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati
dalam risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 ayat (3) atau ayat (5) dan Wajib Pajak mengajukan
permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance
Pemeriksaan, berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir dibuat
setelah pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan
dilaksanakan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan
pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, berita
acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri
dengan ihtisar hasil pembahasan akhir dibuat berdasarkan
risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat
(3) atau ayat (5).

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak menandatangani risalah pembahasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3} atau ayat (5), dan/atau atau
berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri
dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa Pajak membuat
catatan mengenai penolakan tersebut.

Pasal 46

Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan pada hari dan tanggal sesuai undangan



(3)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan.

Dalam hal Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dianggap telah
dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan
ihtisar hasil pembahasan akhir ditandatangani oleh tim
Pemeriksa Pajak.

Pasal 47

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembahasan
dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1}, Wajib Pajak menyampaikan
surat permohonan kepada:

a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam hal
Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak pada Kantor
Pelayanan Pajak atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak; atau

b. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal
Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak pada Direktorat
Pemeriksaan dan Penagihan.

Permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan, apabila:

a. risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
ayat (3) atau ayat (5) telah ditandatangani oleh tim Pemeriksa
Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak;
dan

b. berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) belum
ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak,
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

Surat permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
penandatanganan risalah pembahasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (3) atau ayat (5) dan ditembuskan kepada
kepala unit pelaksana Pemeriksaan.



(1)

(2)

Pasal 48

Susunan Tim Quality Assurance Pemeriksaan terdiri dari 1 (satu)
orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.

Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibentuk oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama
Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 49

Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (1) bertugas untuk:

a.

(1)

(2)

(1)

membahas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan
Pemeriksa Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan;

memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat
antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak; dan

membuat risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang berisi
simpulan dan keputusan hasil pembahasan sebagaimana
dimaksud pada huruf b dan bersifat mengikat.

Pasal 50

Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (3), Tim Quality Assurance Pemeriksaan harus
menyampaikan undangan kepada Wajib Pajak dan Pemeriksa
Pajak untuk melakukan pembahasan atas hasil Pemeriksaan
yang belum disepakati dalam risalah pembahasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3} atau ayat {5).

Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat
disampaikan secara langsung atau melalui faksimili.

Pasal 51

Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan
dilakukan oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan, tim
Pemeriksa Pajak, dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan dengan
Tim Quality Assurance Pemeriksaan sesuai dengan hari dan
tanggal yang tercantum dalam undangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (1), pembahasan dengan Tim Quality



Assurance Pemeriksaan harus tetap dilakukan oleh Tim Quality
Assurance Pemeriksaan dan tim Pemeriksa Pajak.

Pasal 52

Pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan antara Wajib
Pajak dengan Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 ayat (3) atau ayat (5) serta pelaksanaan pembahasan dengan Tim
Quality Assurance Pemeriksaan' sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 harus mempertimbangkan jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat {(4).

(1)

(2)

(4)

Pasal 53

Hasil pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan
harus dituangkan dalam risalah Tim Quality Assurance
Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak hadir
dalam pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan,
risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Tim Quality
Assurance Pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak, dan Wajib Pajak,
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak hadir
dalam pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan
namun Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
menandatangani risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Quality Assurance
Pemeriksaan membuat catatan mengenai penolakan tersebut
dalam risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak
hadir dalam pembahasan dengan Tim Quality Assurance
Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum
dalam undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1),
Tim Quality Assurance Pemeriksaan membuat:

a. berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam pembahasan
dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan; dan

b. risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),

yang ditandatangani oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan



(S)

dan tim Pemeriksa Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan pada hari
dan tanggal sesuai undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (1), pembahasan dengan Tim Quality Assurance
Pemeriksaan dianggap telah dilakukan.

Pasal 54

Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3)
atau ayat (5) dan risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) digunakan oleh
Pemeriksa Pajak sebagai dasar untuk membuat berita acara
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar
hasil pembahasan akhir.

(1)

(2)

(3)

Pasal 55

Dalam rangka menandatangani berita acara Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,
Pemeriksa Pajak melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan
memanggil Wajib Pajak dengan mengirimkan surat panggilan
untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan.

Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disampaikan secara langsung atau melalui faksimili.

Dalam hal surat panggilan disampaikan secara langsung dan
Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk
menerima surat panggilan tersebut, Wajib Pajak, wakil, atau
kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan
menerima surat panggilan untuk menandatangani berita acara
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak menandatangani surat pernyataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat berita acara
penolakan menerima surat panggilan untuk menandatangani
berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Pasal 56

Wajib Pajak harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (1)} dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
hari kerja setelah surat panggilan untuk menandatangani berita



acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib
Pajak.

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (1), namun menolak menandatangani berita acara
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak
membuat catatan mengenai penolakan penandatariganan pada
berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan sebagaimana
dimaksud pada dalam Pasal 55 ayat (1), Pemeriksa Pajak
membuat catatan pada berita acara Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan mengenai tidak dipenuhinya panggilan.

Pasal 57

Dalam hal terhadap Wajib Pajak dilakukan penetapan secara jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) atau Pasal 38, buku,
catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara
elektronik serta keterangan lain yang dapat dipertimbangkan oleh
Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
terbatas pada:

a. penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam
rangka penghitungan penghasilan secara jabatan; dan

b. kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan.

Bagian Keempatbelas
Pelaporan Hasil Pemeriksaan dan
Pengembalian Dokumen
Pasal 58

(1) LHP disusun berdasarkan KKP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10.

(2) Risalah pembahasan, risalah Tim Quality Assurance
Pemeriksaan, dan/atau berita acara Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-

(3) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh
Pemeriksa Pajak sebagai dasar untuk membuat nota



penghitungan.

(4) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak atau
Surat Tagihan Pajak.

(5) Pajak yang terutang dalam surat bketetapan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dihitung sesuai dengan Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali:

a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan tetapi menyampaikan lembar pernyataan
persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (2), pajak yang terutang dihitung sesuai dengan
lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan;

b. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan tetapi menyampaikan surat sanggahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5), pajak yang
terutang dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlah yang
tidak disetujui sesuai dengan surat sanggahan Wajib Pajak;

c. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan dan tidak menyampaikan tanggapan
tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
ayat (6), pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan Wajib
Pajak dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan.

Pasal 59

Buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam harus dikembalikan
kepada Wajib Pajak dengan menggunakan bukti peminjaman dan
pengembalian buku, catatan dan dokumen paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja sejak tanggal LHP. '

Bagian Kelimabelas
Pembatalan Hasil Pemeriksaan
Pasal 60

(1} Surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan
tanpa:

a. penyampaian SPHP; atau

b. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,



(2)

(3)

(4)

(5)

dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan
Wajib Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (1} huruf d Undang-Undang KUP.

Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan
melaksanakan  prosedur penyampaian SPHP dan/atau
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Prosedur  penyampaian SPHP dan/atau pelaksanaan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Dalam hal Pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terkait dengan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17B ayat (1) Undang-Undang KUP, Pemeriksaan dilanjutkan
dengan penerbitan:

a. surat ketetapan pajak sesuai dengan Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-
Undang KUP belum terlewati; atau

b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sesuai dengan Surat
Pemberitahuan apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-
Undang KUP terlewati.

Dalam hal susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak untuk
melanjutkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berbeda dengan susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak
sebelumnya, Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah diterbitkan
surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak.

Bagian Keenambelas

' Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan.

(1)

Selama Pemeriksaan
Pasal 61

Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri
secara tertulis: mengenai ketidakbenaran pengisian Surat
Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)
Undang Undang KUP dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2011, sepanjang Pemeriksa Pajak belum



(3)

(1)

(2)

(3)

menyampaikan SPHP.

Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil, atau kuasa
dari Wajib Pajak dan dilampiri dengan:

a. penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya dalam format Surat
Pemberitahuan;

b. Surat Setoran Pajak atas pelunasan pajak yang kurang
dibayar; dan

c. Surat Setoran Pajak atas pembayaran sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen).

Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mengakibatkan  kekurangan pembayaran  pajak = maka
pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan Surat
Setoran Pajak.

Pasal 62

Untuk membuktikan pengungkapan ketidakbenaran dalam
laporan tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat
(1), Pemeriksaan' tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan
diterbitkan surat ketetapan pajak dengan mempertimbangkan
laporan tersendiri tersebut serta memperhitungkan pokok pajak
yang telah dibayar.

Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) membuktikan bahwa pengungkapan Kketidakbenaran
pengisian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak tidak sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan pajak
diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran
pengisian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan pajak diterbitkan
sesuai dengan pengungkapan Wajib Pajak.



(4)

(S)

(6)

(7)

(1)

(2)

Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat
(3} huruf b diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam surat
ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, ayat (2), dan ayat (3).

Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat
(38) huruf ¢ merupakan bukti pembayaran sanksi adminstrasi
berupa kenaikan 50% (lima puluh persen) terkait dengan
pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan.

Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
ditambah dengan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 13
Undang-Undang KUP.

Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat |
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)
dilakukan untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai, Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau
Jasa Kena Pajak . yang tidak dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat
diperhitungkan sebagai kredit pajak sebagaimana diatur dalam
Pasal 9 ayat (8) hurufi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
1684 dan perubahannya.

Bagian Ketujuhbelas
Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan
Penangguhan Pemeriksaan
Pasal 63

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan
secara terbuka apabila:

a. pa&a saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan adanya
indikasi tindak pidana di bidang perpajakan; atau

b. Wajib Pajak menolak wuntuk dilakukan '~ Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 atau Pasal 37 dan
terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan penghitungan
penghasilan kena pajak secara jabatan.

Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan
atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP,



(1)

(2)

(3)

@

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka harus
memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut.

Pasal 64

Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1} disetujui oleh
pejabat yang berwenang, pelaksanaan Pemeriksaan
ditangguhkan dengan membuat laporan kemajuan Pemeriksaan
sampai dengan:

a. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka diselesaikan
karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
Undang-Undang KUP;

b. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka diselesaikan
dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang;

¢. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan
karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka meninggal
dunia;

d. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan
karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak
pidana di bidang perpajakan;

e. Penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 44A
Undang-Undang KUP atau Pasal 44B Undang Undang KUP;

atau

f. Putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan
putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur

Jenderal Pajak.

Penangguhan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan bersamaan dengan disampaikannya surat
pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka.

Buku, catatan, dan dokumen yang terkait dengan Pemeriksaan



(5)

yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diserahkan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan dengan
membuat berita acara yang ditandatangani Pemeriksa Pajak dan
pemeriksa bukti permulaan.

Fotokopi berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diserahkan kepada Wajib Pajak.

Pasal 65

Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 ayat (1) dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, apabila;

a. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan
karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka meninggal
dunia;

b. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan
karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak
pidana di bidang perpajakan;

c. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan
dengan penyidikan namun penyidikan dihentikan karena
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44A Undang-Undang KUP; atau

d. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan
dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat
putusan pengadilan mengenai -tindak pidana di bidang
perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh
Direktur Jenderal Pajak.

Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 ayat (1} dihentikan dengan membuat LHP Sumir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, apabila:

a. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka diselesaikan
karena Wajib Pajak mengungkapkan Lketidakbenaran
perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
Undang-Undang KUP;

b. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tidak
dilanjutkan dengan penyidikan tetapi diselesaikan dengan
menerbitkan surat ketetapan pajak Surat Ketetapan Pajak



(1)

(3)

(3)

Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A
Undang-Undang KUP; atau

c. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan
dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena
tidak dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44B Undang-Undang KUP.

Pasal 66

Dalam hal Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan juga
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup,
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan ditangguhkan dengan membuat laporan kemajuan
Pemeriksaan apabila Pemeriksaan Bukti Permulaan secara
tertutup ditindaklanjuti dengan penyidikan.

Penangguhan  Pemeriksaan untuk menguji  kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sampai dengan:

a. penyidikan dihentikan sesuai dengan Pasal 44A atau Pasal
44B Undang-Undang KUP; atau

b. putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan salinan atas
keputusan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal

Pajak.

Penangguhan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilanjutkan apabila:

a. penyidikan dihentikan karena Pasal 44A Undang-Undang
KUP; atau

b. putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan salinan atas
keputusan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal

Pajak.

Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihentikan apabila penyidikan dihentikan karena Pasal



(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

(4)

44B Undang-Undang KUP.
Pasal 67

Dalam hal Pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (1) atau Pasal 66 ayat {4), jangka waktu
pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, atau jangka
waktu perpanjangan pengujian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 atau Pasal 17 diperpanjang untuk jangka waktu paling
lama 4 (empat) bulan.

Dalam hal Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (2) atau Pasal 66 ayat (5), Pemeriksa Pajak
harus menyampaikan surat pemberitahuan penghentian
Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Direktur Jenderal Pajak masih dapat melakukan Pemeriksaan
apabila setelah Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (2) atau Pasal 66 ayat (5) terdapat data selain
yang diungkapkan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP
atau Pasal 44B Undang Undang KUP.

Bagian Kedelapanbelas
Pemeriksaan Ulang
Pasal 68

Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan
instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

Instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk
melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan apabila
terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap.

Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak
yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya,
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan.

Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak
sebelumnya, Pemeriksaan Ulang dihentikan dengan membuat
LHP Sumir dan kepada Wajib Pajak diberitahukan mengenai
penghentian tersebut.

Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada



ayat (2) tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak
sebelumnya tetapi terdapat perubahan jumlah rugi fiskal,
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai rugi
fiskal.

(6) Keputusan mengenai rugi fiskal sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) digunakan sebagai dasar untuk memperhitungkan rugi
fiskal ke tahun pajak berikutnya.

BAB IV
PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup, Kriteria, dan Jenis Pemeriksaan
Pasal 69

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan  dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau
pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 70

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan
dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan selain yang
dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara
Verifikasi;

b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak selain yang dilakukan
berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi;

c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai tata cara Verifikasi;

d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;

e. pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan
penghasilan neto;



f. pencocokan data dan/atau alat keterangan;

g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;

h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan
Nilai;
i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;

j.  penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka
waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian
fasilitas perpajakan; dan/atau

k. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian
Penghindaran Pajak Berganda.

Pasal 71

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70 dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau
Pemeriksaan Kantor.

Bagian Kedua
Standar Pemeriksaan
Pasal 72

(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai
dengan standar Pemeriksaan.

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan
capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan
Pemeriksaan.

(3) Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi standar umum, standar pelaksanaan
Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 73

Pemeriksa Pajak yang melaksanakan Pemeriksaan untuk tujuan lain
juga harus memenuhi standar umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 74

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilakukan sesuai
dengan standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan
yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat



pengawasan yang seksama;

b. luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya
Pemeriksaan untuk tujuan lain;

c. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa Pajak yang terdiri

~ dari 1 (satu)} orang supervisor, 1 (satu) orang ketua tim, dan 1

(satu) orang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu
ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim;

d. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal
Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak,
tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak,
dan/atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa
Pajak;

e. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila
diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan

f. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Pasal 75

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus didokumentasikan
dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. KKP wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai:

1) bukti bahwa Pemeriksa Pajak telah melaksanakan
Pemeriksaan berdasarkan standar Pemeriksaan; dan

2) dasar pembuatan LHP;

b. KXP harus memberikan gambaran mengenai:
1) data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
2) prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan

3) simpulan dan hal-hal lain yang dianggap periu yang
berkaitan dengan Pemeriksaan.

Pasal 76

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaporkan dalam
bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil
Pemeriksaan, yaitu:

a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup
atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan,
memuat simpulan Pemeriksa Pajak dan memuat pula



pengungkapan informasi lain yang terkait;

LHP untuk tujuan lain sekurang-kurangnya memuat:
1} Identitas Wajib Pajak;

2) Penugasan Pemeriksaan,;

3) Dasar {tujuan) Pemeriksaan;

4) Buku dan dokumen yang dipinjam;

5) Materi yang diperiksa;

6) Uraian hasil Pemeriksaan; dan

7) Simpulan dan usul Pemeriksa.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak
Pasal 77

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa Pajak
wajib:

a.

menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan
Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Kantor;

memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2
kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;

memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa
Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak
mengalami perubahan,;

menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak
yang diperiksa;

menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung
lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan/atau

merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh
Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.



Pasal 78

(1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:

a.

melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan
dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan
Pemeriksaan;

mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara
elektronik;

memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang
bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut
diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan,
dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan
dengan tujuan Pemeriksaan,;

meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
dan/atau

meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari
pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak
yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis
Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:

a.

melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara
elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau
objek yang terutang pajak;

meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
dan/atau

meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari
pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak
yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak



Pasal 79

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak
berhak:

meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda
Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada
waktu Pemeriksaan;

meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dalam hal Pemeriksaan
dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;

meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan
tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan,

meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat
yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila terdapat
perubahan susunan Tim Pemeriksa Pajak; dan/atau

memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan
Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner
Pemeriksaan.

Pasal 80

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:

a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan
Pemeriksaan;

b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau
mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang
penyimpanan buku, catatan, dan/atau dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain,
dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan
Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa
Pajak; dan/atau

d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta



memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan

(2)

(4)

Jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:

a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan
Pemeriksaan; dan/atau

b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta
memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

Bagian Kelima
Jangka Wakfu Pemeriksaan
Pasal 81

Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat)
bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil,
kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari
Wajib Pajak,sampai dengan tanggal LHP. ‘

Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan
Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
belas) hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa,
pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib
Pajak, datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal dalam LHP.

Dalam hal jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir, Pemeriksaan harus
diselesaikan.

Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka
permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib  Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, jangka waktu
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2) harus
memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (7) Undang Undang KUP.

Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka
pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 huruf ¢, jangka waktu Pemeriksaan



(1)

(2)

(3)

(3)

sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2) harus
memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan
pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana
dimaksud Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang KUP.

Bagian Keenam
SP2 dan Surat Yang Berisi Perubahan Tim Pemeriksa Pajak
Pasal 82

Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan
dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam suatu tim
Pemeriksa Pajak berdasarkan SP2.

SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk satu
atau beberapa Masa Pajak dalam suatu Bagian Tahun Pajak atau
Tahun Pajak yang sama atau untuk satu Bagian Tahun Pajak
atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak.

Dalam hal susunan tim Pemeriksa Pajak perlu diubah, kepala
unit pelaksana Pemeriksaan tidak perlu memperbarui SP2 tetapi
harus menerbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa
Pajak.

Bagian Ketujuh
Pemberitahuan dan Panggilan Pemeriksaan
Pasal 83

Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan
jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak wajib
memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya
Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan  Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.

Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan
jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak wajib
memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya
Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan Surat Panggilan
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2.

Pasal 84



(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 83 ayat (1} dapat disampaikan secara
langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan
Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti
pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti
pengiriman.

Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak tidak berada di
tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat
disampaikan kepada:

a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:

1) pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa Pajak
dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan
dilakukan terhadap Wajib Pajak badan; atau

2) anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang
menurut Pemeriksa Pajak dapat mewakili Wajib Pajak,
dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak
orang pribadi.

Surat Panggilan Dalam Rangka  Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (2) dapat
disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman
surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dapat ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya
dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah
disampaikan.

Bagian Kedelapan
Peminjaman Dokumen
Pasal 85

Buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan
keterangan lain yang dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan
dan kriteria Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70.

Peminjaman buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi,
dan keterangan lain harus dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Kesembilan
Penoclakan Pemeriksaan
Pasal 86

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang
dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain menyatakan
menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak
menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Wajib
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani
surat penolakan Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak menandatangani surat penolakan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat
berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh
tim Pemeriksa Pajak.

Pasal 87

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang
dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk tujuan lain memenuhi
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun
menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani
surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak menandatangani surat pernyataan penolakan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa
Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Pasal 88

Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau
berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 dan Pasal 87, permohonan Wajib Pajak tidak
dapat diproses atau tidak dapat dipertimbangkan dalam hal
Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka:

a. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; atau

b. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang
jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan
pemberian fasilitas perpajakan.

Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau



(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 dan Pasal 87, Wajib Pajak diberi Nomor Pokok
Wajib Pajak dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
secara jabatan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain
dilakukan dalam rangka:

a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
dan/atau

b. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau
berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 dan Pasal 87, permohonan Wajib Pajak tidak
dikabulkan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan
dalam rangka:

a. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan/atau

b. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak.

Bagian Kesepuluh
Penjelasan Wajib Pajak dan Pihak Ketiga
Pasal 89

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, melalui
kepala unit pelaksana Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak juga dapat
memanggil Wajib Pajak untuk memperoleh penjelasan yang
lebih rinci atau meminta keterangan dan/atau bukti yang
berkaitan dengan Pemeriksaan kepada pihak ketiga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang KUP.

Permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau kepada pihak
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
dan Pasal 40.

BAB YV
PENYAMPAIAN KUESIONER PEMERIKSAAN
Pasal 90

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas
Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak wajib menyampaikan Kuesioner
Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan,



penyampaian Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dilakukan pada saat pertemuan dengan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

(3) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan, penyampaian
Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan atau pada saat Wajib Pajak datang
memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

(3) Wajib Pajak dapat menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan yang
telah diisi kepada:

a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dalam hal Unit
Pelaksana Pemeriksaan adalah Direkorat Pemeriksaan dan
Penagihan; atau

b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam hal
Unit Pelaksana Pemeriksaan adalah Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 91

Pemeriksa Pajak tidak dikenai sanksi dalam hal Pemeriksaan yang
dilakukan telah sesuai dengan standar Pemeriksaan, serta
dilaksanakan berdasarkan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan perpajakan.

Pasal 92

Standar Pemeriksaan wuntuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan
standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 93
(1) Dokumen berupa:

a. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf b;

b. SP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);

c. surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak



(3)

d.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3); dan

surat tugas membantu pelaksanaan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4),

dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dokumen berupa:

a.

C.

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);

Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2); dan

berita acara hasil pertemuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (5),

dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dokumen berupa:

a.

surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, dan
Pasal 28 ayat (2) huruf c;

daftar buku, catatan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dan
Pasal 28 ayat (2);

bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
huruf a, Pasal 28 ayat (2) huruf b, dan Pasal 28 ayat (4);

surat pernyataan keaslian dokumen dan/atau data dari Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5);

surat peringatan pertama/kedua sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat {6});

daftar buku, catatan, dan dokumen yang belum dipinjamkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7);

berita acara tidak dipenuhinya peminjaman buku, catatan,
dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat



(5)

(1);

‘'h. berita acara pemenuhan seluruh peminjaman buku, catatan,
dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

(2),

dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dokumen berupa:
tanda segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);

b. berita acara penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 ayat (4);

c. berita acara tanda segel rusak/hilang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat {4); dan

d. berita acara pembukaan segel sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (5),

dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dokumen berupa:

a. surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37
ayat (1);

b. berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (2};

c. surat pernyataan penolakan membantu kelancaran
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6);

d. berita acara menolak membantu kelancaran Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7); dan

e. berita acara tidak memenuhi panggilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3),

dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) Dokumen berupa:

a. surat panggilan untuk memberikan keterangan sebagaimana



(7)

b.

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1); dan

berita acara pemberian keterangan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3),

dibuat dengan menggunakan format sesuai contch sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,

Dokumen berupa:

a.

SPHP dan daftar temuan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);

surat penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (3) dan berita acara penolakan menerima
SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4);

lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a;

surat pemberitahuan perpanjangan  jangka  waktu
penyampaian tanggapan dari Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4);

berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas
SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6);

undangan dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2);

risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
ayat (1) sampai dengan ayat (6});

surat permohonan pembahasan dengan Tim Quality
Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

47 ayat (1),

undangan menghadiri pembahasan dengan Tim Quality
Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

50 ayat (1);

risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1);

berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan ihtisar
hasil pembahasan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (6), Pasal 45 ayat (2),
Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 54;



()

1. surat panggilan untuk menandatangani berita acara
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1); dan

m. berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Pasal 44 ayat (2), ayat (4), dan ayat (6), dan Pasal 53 ayat (4),

dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VIl yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1),
dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dokumen berupa:

a. surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

b. surat pemberitahuan penangguhan Pemeriksaan yang
ditingkatkan ke Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2);

c. surat pemberitahuan penghentian Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4); dan

d. Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
90 ayat (1},

dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(10) Surat keputusan penetapan rugi fiskal berdasarkan Pemeriksaan

ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) dibuat
dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 94

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:



terhadap SP2 yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan
Menteri ini dan Pemeriksaan belum selesai, proses penyelesaian
selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri ini;

terhadap Pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan
Bukti Permulaan dan telah dibuat LHP Sumir, dapat dilakukan
Pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak
sepanjang hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak terdapat
indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 95

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

a.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2007 tentang
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Atas Permohonan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Terhadap Wajib
Pajak Yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan
Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan;

Peraturan Menteri Kenangan Nomor 198/PMK.03/2007 tentang
Tata Cara Penyegelan Dalam Rangka Pemeriksaan di Bidang
Perpajakan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Januari
2013
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LAMPIRAN 1 .

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A FORMAT TANDA PENGENAL PEMERIKSA PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.......................................................... (1)
\
TANDA PENGENAL
PEMERIKSA PAJAK
Muka Dalam:
< - ldom —
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESEA | Nama L ererreeenerniessssserssassenernens {6)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NIP OO OO PROPIOOP ¢4
.......................................................... (1
. Pangkat/Gol: v, (8)
TANDA PENGENAL JAbAtAN 1 e @)
PEMERIKSA PAJAK i
adaleh p Pajalc atau
: Tenaga A j i Elakukan
Nomor D v ireeteressnssnennes (2} pemerikgaall faydi paJakan
Berlaku s.d.: ovieeinncnan (3} + | berdasaxkan i : del6 Tahun
: ' 1983 ten HrardsM Tata Cara
Perpajaki eberapa kali | ¥
dinbah #lerdli’ ° ndang-Undang p em
Nomor 16 "Tahun 2009  dalam wilayah | 1
...................... (10)
Pasfoto {4)
................. IR § B &
a.n.DIREKTUR J ENDERAL PAJAK
................................ (12)
Tanda Tangan
.............................................. 5) e 1)
NIP ’ |
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PETUNJUX PENGISIAN TANDA PENGENAL PEMERIKSA PAJ}?;K

Bentuk

Ukuran

Warna:

Muka Dalam

Muka Luar/
Sampul

Nomor (1}

Nomor (2)

Nomor (3)
Nomor {4)

Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomeor (10)

Nomor (11)
Nomor {12)

Nomor (13}

pcrsggi empat, bersampul, dan dilipat.

panjang : 14 cm.

lebar : 9 cm.

Warna dasar : Putih bertransparan tulisan DJP.
Warna tulisan  : Hitam.

Warna dasar : Biru tua,

Warna tulisan  : Kuning emas.

Diisi dengan nama kantor yang menerbﬂ:kan, Kartu Tanda
Pengenal Pemeriksa PaJak

Diisi dengan Nomor: .../TPPP/.../20... sebagai berikut:

a. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan menggunakan nomor:
<./ TPPP/PJ... [20..,

b. Kanwil DJP menggunakan nomor: .../TPPP/BD.../20...
c. KPP menggunakan nomor: ..../TPPP/WPJ.../KP.../20...

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun masa berlaku Tanda
Pengenal Pemeriksa Pajak berakhir.

Pasfoto berwarna ukuran 2%x3 dengan latar belakang berwarna
biru,

Tanda tangan Pemeriksa Pajak.

Diisi dengan nama Pemeriksa Pajak.

Diisi dengan NIP Pemeriksa Pajak.

Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak.

. Diisi dengan jabatan Pemeriksa Pajak.

Bila dikeluarkan oleh Kantor Pusat DJP (Direktorat Pemeriksaan
dan Penagihan}, diisi; “seluruh Indonesia”.

Bila dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak, diisi: nama Umt
Pelaksana Pemeriksaan yang bersangkutan.

Diisi dengan tempat dan tanggal Tanda Pengenal Pemeriksa
Pajak diterbitkan.

Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang menandatangam
Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak.

. Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari

pejabat yang menandatangani Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak.

O



MENTERI KEUANGAN
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. 'B. FORMAT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................................................... (1)
SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN
Nomor: PRIN-.......ccciiiiiiiinnens (2)
Kepada Saudara yang namanya tersebut di bawah ini:
No. NAMA/NIP ' PANGKAT/GOL JABATAN
(3) (4) (S} ' (©)

diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan di bidang perpajakan sesuai dengan |
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 terhadap Wajib Pajak: .

Ot er: T T O o P P T P P PP PRT PP {(7)

NPWP (O OO O O I @)

Alamat T PPOTU PP PP PPN e rieeirr s siaes (9)

Masa & Tahun Pajak  : | T | . ] (10)

Kode/Kriteria .

Pemeriksaan I I (O OO ORISR ) (11)

Tujuan Pemeriksaan  © .o SO PO PP (12}
.................. R UPUURTSRRRPR § 1<)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.......................................... , (14)
........................................... (15
NIP

Tembusan:

Direktur Jenderal Pajak
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PETUNJUX PENGISIAN SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN.

Nomor (1} : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor SP2.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor urut,

Nomor (4) : Diisi dengan hama dan NIP Pemeriksa Pajak.

Nomor (5) E Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak, yaitu
“supervisor”, “ketua tim”, atau “anggota’tim”.

Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan diperiksa.

Nomor {8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diperiksa.

Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang akan diperiksa.

Nomor (10) : Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang akan diperiksa.
Contoh:

1. Pemeriksaan dilakukan untuk Masa Pajak Januari s.d. Mei
Tahun 2011, maka diisi:

[oT1iJ1J1] {ofs5]zf1]

2. Pemeriksaan dilakukan untuk Tahun Pajak 2011 dan tahun
bukunya sama dengan tahun kelender, maka diisi:

[GTiTili] [(T[21il1]

3, Pemeriksaan dilakukan untuk Tahun Pajak 2011, namun tahun
bukunya mulai tanggal 1 April 2011 sampai dengan 31 Maret
2012, maka diisi

[o Ta[iJ1] [o]s]1]2] .

Nomor {11} : Diisi dengan kode Pemeriksaan dan kriteria Pemeriksaan
berdasarkan kode dan kriteria pemeriksaan sestlai dengan
ketentuan yang berlaku, misalnya: 1182 (Rutin Lebih Bayar -
Seluruh Jenis Pajak). .

Nomor (12) : Diisi dengan tujuan Pemeriksaan, yaitu untuk: *

a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; atau
b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan.
pemndang—undangan perpajakan

Nomor (13) : Diisi dengan tempat den tanggal SP2 diterbitkan.

Nomor (14) : Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang menandatangani
surat. | '

Nomor {(15) : Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari

pejabat yang menandatangani surat.
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C. FORMAT SURAT YANG BERISI PERUBAHAN TIM PEMERIKSA PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... eerteeveren e resetenrerenesrsesesssessiseresntererenesene (1)

' . SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PERUBAHAN

Nomor: PRIN-P-.......cc...0. 2)

Dalam rangka melanjutkan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:
Nama : L eereeereerieenree e e e e nee e s b e e nbes e ebes (3)
NPWP IO O] )
Alamat AP Prevensians rveean (5)
Nomor dan tanggal SP2 i v )
dengan ini diperintahkan kepada Saudara: '
No. NAMA/NIP PANGKAT/GOL JABATAN KETERANGAN
(7) (8) (9) (109 (11)
menggéntikan:
No. NAMA/NIP | PANGKAT/GOL | JABATAN KETERANGAN
(12) (13) (14) (15) 1 (16)

untuk melakukan Pemeriksaan di bidang perpajakan sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009. .

(17)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
................................................. (18)

Tembusan:
L. Direktur Jenderal Pajak

2e e 20 a
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT YAI\{G BERISI PERUBAHAN TIM PEMERIKSA PAJAK

Nomaor (1)
Nomor (2)
Nomor (3}

. Nomor (4) -

Nomeor (3)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)

Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor {11}

Nomor {12}
Nomor (13)

Nomor (14)

Nomor (15)

Nomor (16)

Nomor (17]
Nomor (18)

Nomor (19)

Nomor (20)

Diigi dengan kepala surat.
Diisi dengan nomor SP2 Perubahan.
Diist dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

‘ Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.
: ' Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan nomor dan tanggal SP2.
Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak yang diberi tugas
untuk menyelesaikan pemeriksaan.

Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak yang diberi
tugas untuk menyelesaikan pemeriksaan.

Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak yang diberi
tugas untuk menyelesaikan pemeriksaan, yaiti "supervisor”,
"ketua tim”, atau "anggota tim”.

Diisi dengan status Pemeriksa, "mengganti” atau "menambah”
Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak yang dialihtugaskan
atau digantikan.

Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak yang
dialihtugaskan atau digantikan.

Diisi dengan jabatan . dalam tim Pemeriksa Pajak yang
dialihtugaskan atau digantikan yaitu *supervisor”, "ketua tim”,
atau anggota tim”.

Diisi dengan keterangan terkait dengan penyebab perubahan
susunan tim Pcmenksa Pajalk.

Diisi dengan tempat dan tanggal SP2 Perubahan diterbitkan.
Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang menandatangani
surat.

Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari
pejabat yang menandatangani surat. .

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang bersangkutan.
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D. FORMAT SURAT TUGAS MEMBANTU PELAKSANAAN PEMERIKSAAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REFUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT TUGAS MEMBANTU PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
NOmMOTI: .cciiirinrans 2)

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:

Nama S P PP fereeeeeeertis s ras (3}
NPWP O A T O 0 O
Alamat D eerrreneetrrerearere e [STSTTOU TR (5)
Nomor dan tanggal SP2 @ .., e irerrerrerea e an s bt ra s ra s TP ®)

dengan ini ditugaskan kepada Saudara:

Nama D e S PP YT IS {7)
NIP o eevetereeteeaeeseeer et e ere b rapepeaeeteare e re ey essnenasebn -8
Pekerjaan/Jabatan D veereriiereeeierei s s (9)
Alamat LSO TS UP PP PR PP (10)
sebagai Tenaga Ahli untuk membantu pelaksanaan Pemeriksaan sesuai dengan
keahlian Saudara dalam bidang ............... (11).
......................... ) ereerererinenenns (12)
................................................. (13)
................................................ (14)
NIP .
Tembusan:
L ooreeereeneeorereaneennes (15)
B areeerrera e (16)
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT TUGAS MEMBANTU PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5]
Nomor (6)
Nomor (7]

Nomor (8)

Nomor (9)
Nomor {10}

Nomor (11)
Nomor (12)

Nomor (13)
Nomor (14)

Nomor (15)

Nomor (16)

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor surat tugas membantu pelaksanaan
Pemeriksaan. :

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.
Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa,
Diisi dengan nomor dan tmlggal SpP2.

Diisi dengan nama tenaga ahli yang ditugaskan untuk membantu
pelaksanaan pemeriksaan.

Diisi dengan NIP dari tenaga ahli yang ditugaskan untuk
membantu pelaksanaan pemeriksaan apabila tenaga ahli tersebut
Pegawai Negeri Sipil.

Diisi dengan pekerjaan/jabatan tenaga ahli yang ditugaskan untuk
membaniu pelaksanaan pemeriksaan.

Diisi dengan alamat tenaga ahli yang ditugaskan untuk membantu
pelaksanaan pemeriksaan.

Diisi dengan keahlian yang dimiliki oleh tenaga ahli.

Diisi dengan tempat dan tanggal surat tugas membantu
pelaksanaan Pemeriksaan dikeluarkan.

Diisi dengan jabatan dari pejabat yang mengeluarkan surat, yaitu
Direktur Jenderal Pajak secara langsung atau dalam hal bukan
Direktur Jenderal Pajak maka diisi dengan atas nama Direktur
Jenderal Pajak. '

Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari
pejabat yang menandatangani surat, yaitu Direktur Jenderal Pajak
secara langsung atau dalam hal bukan Direktur Jenderal Pajak
malka diisi dengan atas nama Direktur Jenderal Pajalk.

Diisi dengan kepala unit pelaksana Pemeriksaan yang melalkukan
pemerilisaan,

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERI KEUANGAN REFPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BIRQ-LIMUM

=
. _é(&ﬁﬁf""‘f 3‘?{,{,0

ted.

= AGUS D.W. MARTOWARDOJO

@;Eﬂcﬁﬁ@) \KEMENTERIAN
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PERATURAN MENTER] KEUANGAN REPURBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

' A, FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN LAPANGAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................................................... (1)

Nomor D e ) Bereeieeenenaa (3)
Hal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
Vel i .

................................... {4)

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan nomor ............. tanggal

........... (5} bersama ini diberitahukan bahwa:

No. Nama/NIP Pangkat/Gol. Jabatan

(%) (7) 8 : (%)

Diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan di bidang perpajaken
dengan jangka waktu pengujian paling lama 6 (enam) bulan terhadap
perusahaan/pekerjaan Saudara di bawah ini:. :

Nama N OO TTRTRURTOTI (10)
NPWP - O T O T T (11)
Alamat E T P PP PR e a—eear et neteres {12)
Masa & TahunPajak : | | | | | [T [ 1] (13)
Tujuan Pemeriksaan | ..o, F PR UURRTUPPRRPR (14)

Untuk kelancaran jalannya :Pc?merﬂcsaé.n, diminta agar Saudara
memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen,
memberikan bantuan sepenuhnya, serta memberikan keterangan yang diperlukan,

Menolak untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak membantu kelancaran
jalannya pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kah diubah terakh1r dengan
Undang—Undang Nomor 16 Tahun 2009.
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Demikian untuk meénjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya
diucapkan terima kasih. .

............................................. (15)
Diterima oleh N O g
Jabatan . D rrrereererersrenes (18)
Tanggal . L (19)
Tandatangan/cap ..o 200 | e, e
‘ NIP. i eeere e . (16)
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN LAPANGAN

Nomor (1)
Nomor (2}
Nomor (3)

Nomor (4) -

Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor {9)

Nomor (10}
Nomor {11}
Nomor (12)
Nomor (13}

Nomor (14)

Nomor (19)
Nomor (16)
Nomaor {17)
Nomor (18}
Nomor (19)

Nomor (20)

Diisi. dengan kepala surat.
Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.

Diisi dengan tempat dan tanggal dikeluarkannya Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajals yang diperiksa.
Diisi dengan nomor dan tanggal SP2.

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan nama dan NIP Pemerzksa Pajak.

Diisi dengan Pangkat dan Golongan Pemeriksa Pajak.

Dns1 dengan Jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak, yaitu
“supervisor’, “ketua tim”, atau-“anggota tim”,

Diisi dengan nama Wa_ub Pajak yang akan diperiksa.,

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diperiksa.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yvang akan diperiksa.

Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang akan diperiksa.

Contch:

1. Pemeriksaan dilakukan untuk Masa Pajak Januari s.d. Mei
Tahun 2011, maka diisi:

ofefijr] [ofs]1]1]

2. Pemeriksaan dilakukan untuk Tahun Pajak 2011 dan tahun
bukunya sama dengan tahun kalender, maka diisi:

lofajafu] [af2]r[1]

3. Pemeriksaan dilakukan untuk Tahun Pajak 2011, namun tahun
bukunya mulai tanggal 1 April 2011 sampail dengan 31
Maret 2012, maka diist ‘

o fafuf1] [ofs]1]2]

Diisi dengan tujuan Pemeriksaan, yaitu:

a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; atau

b. tujuan lain dalam rnomor melaksanakan kéteniuan peraturan
perundang-undangan perpajakan

Diisi dengan nama Jabatan dari pejabat yang menandatangani

Surat.

Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari

pejabat yang menandatangani surat.

Dijsi dengan nama penerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

Lapangan.

Diisi dengan jabatan penerlma Surat Pemberitahuan Pemenksaan

Lapangan.

Diisi dengan tanggal terima Surat Pemberitahuan Pernenksaan

Lapangan.

_Diisi dengan tanda tangan penerima dan cap perusahaan penerima

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.

O
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- B, FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN KANTOR:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................................................... (1)

Nomor ¢ e % (3
Lampiran ! .o 4)
Hal Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan
Yth. v,

............................... {5)

Sehubungan dengan SP2 nomor ............... tanggal ............ {6) bersama ini

diberitahukan bahwa:

No. Narna/NIP Pangkat/Gol. _ Jabatan

{7) (8) (9 , (10)

Diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan Kantor di bidang perpajakan
terhadap perusahaan/pekerjaan Saudara di bawah ini:

Nama PN (11)
NPWP I T O O T )
Alamat L ererrrrrerreresresaretttie b e srn st ven s ran i trrenananranss {13)
Masa & TahunPajak : [ [ [ [ | (T T 1] (14)
Tujuan PemeriKsaan @ ..ccooviriseercisicieinns eveerrtrterbrrar b raaaeeetesranan (15)

Untuk kelancaran jalannya Pemeriksaan, diharapkan kedatangan Saudara ke
kantor kami dengan membawa buku, catatan, dan dokumen pendukung
sebagaimana terlampir, memberikan bantuan sepenuhnya, serta memberikan
keterangan yang diperlukan pada:

Harl/Tanggal D vveessensenns erean ertbeseaberee e vt ee et e raeererneannens (16)
Tempat PP (17)
Waktu Do beareereerrrens Nreesriaenrera e ae et e s erane s ee (18)

Menolak untuls dilakukan Pemeriksaan atan tidak membantu kelancaran
jalannya Pemeriksaan, dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Neomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata,
Cara Perpajakan sebagaimeana telah bebérapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nemor 16 Tahun 2009. . '
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Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerja samanya
diucapkan terima kasih.

[

......................................



Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor {4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor [8)
Notnor (9)
Nomor (10}

Nomor (11)
Nomeor (12)
Nomor (13}
Nomor (14)

Nomor (15)

Nomor (16}
Nomor (17)

MENTER! KEUANGAN
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA
PEMERIKSAAN KANTOR

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor Surat Panggilan Dalam Rengka Pemeriksaan
Kantor.

Diisi dengan tempat dan tanggal dikeluarkannya Surat Panggxlan
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.
Diisi dengan nomor dan tanggal SP2.

Dus1 dengan nomor urut.

Diisi dengan nama dan NIF Pemerlksa Pajak.

DllSI dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak.

Dl!.Sl dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak yaitu
“superwsor”, “ketua tim”, atau anggota tim”.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan diperiksa.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diperiksa.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang.aka.n diperiksa.

Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang akan diperiksa.

Contoh:

1. Pemeriksaan dilakukan untuk Masa Pajak Januari s.d Mei
Tahun 2011, maka diisi:

O[] P

9. Pemeriksaan dilakukan untuk Tahun Pajak 2011 dan tahun
bukunya sama dengan tahun kalender, maka diisi:

[Opifeye) [rf2]t]1]
8 Pemeriksaan dilakukan untuk Tahun Pajak 2011, namun

tahun bukunya mulai tanggal 1 April 2011 sampai dengan. 31
Maret 2012, maka diisi

[oT«Tr]] [ofe]*]?]
Diisi dengan tujuan Pemeriksaan, yaitu;
a. menguji kepatuhan pemenuhan kewapban perpaj akan, atau

b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan

Diisi dengan hari dan tanggal Wajib Paj ak diminta hadir.

Diisi dengan tempat perternuan.

e N




" Nomor (18)
Nomor (19)

Nomor (20)
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Diisi dengan waktu pertemuan.
Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang menandatangani
surat. '

Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari
pejabat yang menandatangani surat.
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C FORMAT BERITA ACARA HASIL PERTEMUAN DENGAN WAJIB PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAI PAJAK

......................................................................... (1)
BERITA ACARA HASIL PERTEMUAN DENGAN WAJIR PAJAK
Pada hari ini .............. tanggal ......... bulan ............. tahun ........... @) |
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor .........ccccevivveinennes tanggal
..................... (8), kamiyang tersebut di bawah ini:
No. Nama/NIP . : Pangkat/Gol. " Jabatan
{4) (5} : (©) - (7}

telah melalukan pertemuan dengan:

Nama L LU (8)
PEKEIIBaTL | iiiiiiearrccnirsrsirrrirsiarsssirnresrmrtnrnrseessnirannyes {9)
Alamat ST feerrerarraraeanae (10)

dalam hal ini bertindak selaku:

[] Wajib Pajakk [ Wakil [ _|Kuasa (1)

dari Wajib Pajak:
Nama © .o ereareasrasraetane e e - {12)

Npwp [T T I as

Alamat @ .eevceveieinns o teeetea e ein—eeiatr bt easraree (14)
untuk:

1.
2.

3.

menjelaskan alasan dan tujuan dilakukan pemeriksaan;

menjelaskan hak dan kewajlban Wajib Pajak sclama dan setelah pclaksaaan
pemeriksaan;

hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dﬂakukan pembahasan
dengan Tim Quality Assurance” Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil
pemeriksaan yang belum disepakati antara tim Pemeriksa Pajak dengan
Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;

menjelaskan’ buku, catfatan, dan/ atau dokumen yang akan dipinjam dari
Wajib Pajak; dan

"menyampaikan dan menjelaskan Kuesioner Pemeriksaan.
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Demikian berita acara hasil pertemuan dengan Wajib Pajak ini dibuat

dengan schenarnya dan ditandatangani oleh:

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa/ Tim Pemeriksa Pajak:
Pihak Yang Mewakili *) Supervisor,
...................................... {15)

NIP (oot eeeenes {16)

---------------------------------------

NIP ovrvviiereeesionaennensreenas (17)
Anggota,
NIP ooooooerioreneeeeeeeseesnessone (18)
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PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA HASIL PERTEMUAN

Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)

Nomor (8)
Nomor (9]
Nomeor {10)

Nomor {11)
Nomor {12)
Nomor (13)
Nomor (14}
Nomor (15)

Keterangan *)
Nomor {16)
Nomaor (17)

Nomor (18]

DENGAN WAJIB PAJAK

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya
berita acara hasil pertemuan dengan Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor dan tanggal SF2.

Diisi dengan nomeor urut.

Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak.

Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak.

Diisi dengen jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak yaitu
“supervisor”, “ketua tim”, atan “anggota tim”.

Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib
Pajak, atau pihak yang mewakili dari Wajib Pajak.

Diisi dengan pekerjaan Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa
Wajib Pajalk, atau pihak yang mewakili dari Wajib Pajak.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib
Pajak, atau pihak yang mewalkili dari Wajib Pajalc.

Diisi dengan tanda ¥ pada kotak yang diperiukan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak, walkil Wajib
Pajak, kuasa Wajib Pajak, atau pihak yang dapat mewalkili Wajib
Pajalk.

Diisi dengan yang sesuai.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP supervisor tim
Pemeriksa Pajak.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim Pemeriksa
Pajak.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota tim
Pemeriksa Pajak.

NIP 1959042098402 101
e 055

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO




LAMPIRAN IH .

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REFUBLIX INDONESIA
NOMOR

TENTANG ,

TATA CARA PEMERIKSAAN

“MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DAN
DOKUMEN: :

P

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................................................... (1)
Nomor D eerveerreearerenn e 2) e pererenrreaenns (3)
Sifat . Segera . ,
Lampiran @ e 4) .
Hal ¢ Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen
)45 < VPPN

-------------------------------

Schubungan dengan pelaksanaan Surat Perintah Pemeriksaan nomor
............................. tanggal .....cvieen. (6), dengan ini diminta kepada Saudara
untuk meminjarmkan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas Saudara sebagaimana daftar terlampir. ’

Buku atau catatan dan dokumen yang diperlukan dalam Pemeriksaan
tersebut ‘diharapkan sudah kami terima paling lama 7 (tujuh) hari kerja sctelah
surat ini Saudara terima. Buku atau catatan dan dokumen tersebut di atas akan
dikembalikan kepada Saudara setelah Pemeriksaan selesai dilaksanakan,

Demikiaﬁ untuk menjadi perhatian Saudara dan atas - kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

" Supervisor, .
Diterima oleh PP (8 :
Jabatan D {9)
Tanggal ' § reevr b, (10)
Tandatangan/cap & o {11)
NIP oivvieeei e enennicianes {7)

e

Q.
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMINJAMAN BUKU, CATATAN,

Nomor (1}
Nomor {2)

Nomor (3)

Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)

Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)

Nomor (11)

DAN DOKUMEN

Diisi dengah kepala surat.

Diisi dengan nomor surat permintaan peminjaman buku, catatan,
dan dokumen.

Diisi dengan tempat dan tanggal surat permintaan peminjaman
buku, catdtan, dan dokumen diterbitkan.

Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan.
Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

: + Diisi dengan nomor dan tanggal SP2.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Supervisor serta cap
Unit Pelaksana Pemeriksaan. ' :

Diisi dengan nama penerima surat permintaan peminjaman buku,
catatan, dan dokumen. )

Diisi dengan jabatan penerima surat permintaan peminjaman
buku, catatan, dan dokumen. )

Diisi dengan tanggal terima surat permintaan peminjaman buku,
catatan, dan dolkumen. .

Diisi dengan tanda tangan penerima dan cap perusahaan penerima,
surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen.
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B. FORMAT DAFTAR BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN YANG WAJIB

DIPINJAMKAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.........................................................................

DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG WAJIB DIPINJAMKAN

DALAM RANGKA PEMERIKSAAN

- Bupervisor

..........................................

Nama Wajib Pajak ... T [ e s {2}
NPWP O PP PP (3)
Alamat Wajib Pajak = I i (4)
No. Jenis/Nama Buku, Catatan dan Dokumen Keterangan
(S} (6) {7)
.................... G s (8)
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PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN YANG WAJIB

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor {4)
Nomor (5)
Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

DIFINJAMEKAN

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak vang diperiksa.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan nomor urut. . _
Diisi dengan jenis/nama buku, catatan, dan/atan dokumen
lainnya yang wajib dipinjamkan serta tahun pajaknya.

Diisi dengan kondisi dokumen yang dipinjam.

Diisi dengan tempat dan tanggal daftar buku, catatan, dan
dokumen yang wajib dipinjamkan diterbitkan.

Diisi dengan tands tangan, nama dan NIP Supervisor serta cap
Unit Pelaksana Pemeriksaarn. '

PO

O




el
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© ’C. FORMAT BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU, CATATAN, DAN

DOKUMERN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................................................... {1)
BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN
BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN
Nama Wajib Pajalk R U SO PP PP PPPP PP ]
NPWP O eIt (3)
Alamat Wajib Pajak ST PIUPPRPPRIN PP (4)
Nomor dan Tanggal . : : (5)
apo RO PPT PRSPPI PPIS
: Dipinjamkan | Dikembalikan
Jenis/Nama : .
No. | Keterangan | lengkap/tidak | lengkap/tidak
B'_uku, Catatan, dan Dokumen lengkap fengkap
(6) @ (8) ©) (10)
Diterima oleh: | I Diserahkan oleh:
' " | Tanggal: ..o s SR
Tanggall civvienr e JRTTPTTes (11) (13)gg A
.............................................................................................................. (14)
NIP tuviiivrerarsessrsassisarenessiissncaesnes (12)
|Fiterima oleh: . | Dikembalikan oleh:
TANEEAL +vvvreerresenrinnrrisrrrrrsisisianiarna
TANEEAL cvrreeerereiversreegrareriersassares (15) . {17_)gg
.................................................. (16) | vrverrerreereeen e rieresssessa b
NIP L..iviveiierernessenssnsssinrnniruneieseeanis (18
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PETUNJUK PENGISIAN BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor {4)
Nomor (5)
Nomor {6)
Nomor (7)

Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)

Nomor (11)
Nomor (12}

Nomor (13}
Nomor {14)

Normor {15)

Nomor (16}

Nomor {17)
Nomor {18}

4
Catatan:

BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nama WajiB Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan nomor dan tanggal SP2,

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan buku, catatan, dan dokumen yang ldipinjam, baik
dalam bentuk manual maupun data elektronik.

Diisi dengan jumlah dan satuan buku, catatan, dan dokumen
yang dipinjam, misalnya 1 odner, 2 set, 3 compact disct, dan

'sebagainya.

Diisi dengan "Lengkap” atau “Tidak Lengkap” atas kéberadaaan
buku, catatan, dan dokumen yang dipinjamm pada saat
peminjaman, )

Diisi dengan "Lengkap® atau *Tidak Lengkap” atas keberadaaan
buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam pada saat
pengembalian.

Diisi dengan tanggal peminjaman buku, catatan, dan dokumen.

. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Supervisor yang

menerima buku, catatan, den dokumen yang dipinjam.

Diisi deﬁgan tanggal penyerahan buku, catatan, dan dokumen.
Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan Wajib Pajak, wakil
Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, atau pihak yang mewakili Wajib
Pajak, yang menyerahkan buku, catatan, dan dokumen yang
dipinjam. R . _ .
Diisi dengan tanggal terima pengembalian buku, catatan, dan
dolcumen. ‘ )
Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan Wajib Pajak, Wakil
Wajib Pajak, atau Kuasa Wajib Pajak yang menerima buku,
catatan, dan dokumen yang dipinjarh. Dalam hal Wakil Wajib
Pajak diisi juga dengan jabatannya. . ‘
Diisi dengan tanggal pengembalian buku, catatan, dan dokumen,

Diisi  dengan tanda tangan, nama, dan NIP Supervisor yang
mengembalikan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam.

Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen, dibuat pada

saai:

1. Peminjaman buku, catatan, dan dokumen dilakukan di tempat Wajib Pajak;
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.Q.Wajib Pajak menyerahkan buku, catatan, dan dokumen dalam rangka
memenuhi lampiran Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;

3. Wajib Pajak menyerahkan buku, catatan, dan dokumen dalam rangka
memenuhi Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen
(Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor).

.
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D. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN DAN/ATAU DATA YANG
DIBERIKAN: '

. SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama - § ererterterarieeerereerrte ettt ———abae st aatabanas (1)
Pekerjaan/Jabatan ... 2)

Alamat U TS eveenerenne (3)

dalam hal ini bertindak selaku:

[ ) wajib Pajak; [ |Wakil [ ]| Kuasa; 4)
dari Wajib Pajak : .
Nama Do TP PP OTPPPPP P (5)
NPWP OOty e
Alamat OO U PRSPPSO POTOCU PSS Mevereens {7)

dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Perin'tah
Pemeriksaan: ‘

Nomor S evtersessesrenseneeesstorersseessaseratatebareras s ea s _ (8)
Tanggal O PP e (9)
telah menyerahkan kepada tim Pemeriksa Pajak berupa fotokopi dan/atau data

yang dikelola secara elekironik atas buku, catatan, dan dokumen yang dibuat dari
dan sesuai dengan aslinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh
kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk
bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

...................... pereereennens (10)
. Yang membuat pernyataan,
meterai
Rp6.000,00
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN DAN/ ATAU l

Nomor (1)
Nomor (2)
~ Nomor (3)-

Nomor (4)
Nomor (3)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9}
Nomor (10)

Nomuor {11)

- DATA YANG DIBERIKAN

Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa

' Wajib Pgjak yang menandatangani surat pernyataan.
Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak,

atau kuasa Wajib Pajak yang mehandatangani surat pernyataan.
Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa

'Wajib Pajak yang menandatangam surat pernyataan

Diisi dengan tanda v pada kotak yang diperlukan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa. '

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan nomor SP2.

Diisi dengan tanggal SP2.

Diisi ‘dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat pemyataén
dibuat.

Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakll Wajib Pajak, atau kuasa
Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan.
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E, FORMAT SURAT PERINGATAN PERTAMA/KEDUA:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
" DIREKTORAT JENDERAL PAJAK -

..................... {4)

...............................

Sebagai pelaksanaan Pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan
NOMAOT  wvvurrreseeerarsvrsrnnes tanggal .o, {6), Saudara telah diminta untuk
meminjamkan buku atau catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas Saudara dengan Surat Permintaan Peminjaman Buku,
Catatan, dan DoKUumen NOMIOL ...iviveivererirerreorienns tanggal .....ccoennns e (7), namun
sampai dengan tanggal surat ini dibuat, Saudara: .

D sama sekali tidak meminjamkan
] merninjamkan sebagian (8)’
buku atau catatan dan dokumen yang kami perlukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar segera menyerahkan
buku atau catatan dan dokumen seperti dalam daftar terlampir paling lambat pada

tanggal (i (9).

Perlu kami ingatkan bahwa terhadap Saudara-dapat dilakuken Pemeriksaan
Bukti Permulaan atau pajak yang terutang dihitung secara j abatan apabila Saudara
tidak memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen tersebut di-

atas.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Diterima oleh oo (11) Supervisor,
Jabatan L eeerirenrrenaen {12}
Tanggal L e (13)
Tandatangan/cap ... (18) 1 e
: NIP 1eeeeereeriinriernsennennes (10)
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINGATAN PERTAMA/KEDUAY)

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor- (2) : Diisi dengan nomor surat peringatan pertama atau surat
peringatan kedua. ‘

Nomor (3) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat peringatan pertama atau

. surat peringatan kedua dibuat.

Nomor (4) : Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan.,

Keterangan *} : Diisi dengan pilihan yang sesuai. :

Nomor (S} . Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang diberikan surat

*  peringatan pertama atau surat peringatan kedua.

Nomor (6) :  Diisi dengan nomor dan tanggal SP2.

Nomor (7) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat permintaan peminjaman
buku, catatan, dan dokumen.

Nomor (8) . Diisi dengan menandai ¥ pada kotak yang diperlukan. '

Nomor {9} . Diisi dengan batas waktu yang harus diserahkannya buku,
catatan, dan dokumen yang dipinjam.

Nomor (10} : Diisi dengan tanda tangan, nama, da.n NIP Supervisor serta cap
Unit Pelaksana Pemeriksaan,

Nomor (11} : Diisi dengan nama penerima surat penngatan pertama atau

. . surat peringatan kedua.’
Nomor (12) 1 Diisi dengan jabatan penerima surat peringatan pertama atau
' surat peringatan kedua.

Nomor (13) . Diisi dengan tanggal terima surat peringatan pertama atau surat
peringatan kedua, .

Nomor (14) . Diisi dengan tanda tangan penerima dan cap perusahaan

penerima surat peringatan pertama atau surat peringatan kedua

O,
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F. FORMAT DAFTAR BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN YANG BELUM
DIPINJAMKAN: :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL . PAJAK

DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG BELUM DIPINJAMKAN
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN

‘Nama Wajib Pajak D e Cerrrereesenes reansreans eereeseeenrernrnseenene (2)
NPWP TR TO et (3)
Alamat S AU 4)
No, Jenis/Nama Buku, Catatan dan Dokumen Keterangaﬁ
(5) | (6) @)
..................... y erereserenearnes (8)

. Bupervisor

..........................................
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| PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR BURU, CATATAN DAN DOKUMEN YANG BELUM

Nomuor (1)
Nomaor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor {5)

Nomor (6)

Nomor (7}
Nomor (8)

Nomor (9)

DIPINJAMKAN

Diisi dengan kepala surat. .

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dii::eriksa.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.
Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan nomor urut. E

Diisi dengan jenis/nama buku, catatan, dan/atau dokumen
lainnya yang belum dipinjamkan serta tahun paJalmya

Diisi dengan keterangan yang diperlukann.

Diisi dengan tempat dan ‘tanggal diterbitkan daftar bukuy,
catatan, dan dokumen yang belum dipinjamkan.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Supervisor serta cap
Unit Pelaksana Pemeriksaan.
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G. FORMAT BERITA ACARA TIDAK DIPENUHINYA PEMINJAMAN BUKU,
CATATAN, DAN DOKUMEN: ‘

Py - '
p KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BERITA ACARA TIDAK DIPENUHINYA PEMINJAMAN
BUKU, CATATAN DAN DOKUMEN '

Pada hariini ......ccee.. tanggal ... ... bulan ... tahun ...ooeeeeen (2}
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: ........... [ {3)
tanggal ..., (4), maka kami yang tersebut di bawah ini selaku tim
Pemeriksa Pajak yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib
Pajak:

Nama LU PP PP PRI PPIP PR PPRY: [5.)
NPWP L] [TT 30T T ©)
Alamat RO O PP UPPPPS PP RP PP (7)

dengan ini menyatakan bahwa seluruh/ sebagian*) buku, catatan, dan/atau
dokumen scbagaimana dimaksud dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku,
Catatan dan Dolkumen Nomor: ... coovvviiimieninin (8) tidak dipenuhi peminjamannya
oleh Wajib Pajak kepada tim Pemeriksa Pajak. '

Demikian Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan dan
Dokumen ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian
ditutup dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak. .

: Tim Pemeriksa Pajak:

Supervisor, -

NIP.tiiirerninirrecnssnsnnennns {9)
Mengetahui: Ketua Tim,
...................................... (12)
...................................... NIP ovveeieerireeeinrnneeennss(10)
NIP ooovenvrreeeneerennesseressens (13)

# Anggota,
NIP oiieereriveninsnaneens (11)
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PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA TIDAK DIPENUHINYA PEMINJAMAN

Nomor (1}
Nomuor {2)

Nomor (3)
Nomor {4)
Nomor (3)
Nomor () -
Nomwor (7)
Keterangan *)
Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11}

Nomor (12)

Nomor (13 )

BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun berita acara tidak
dipenuhinya peminjaman bulku, catatan dan dokumen
ditandatangani.

Diisi dengan nomor SP2,

Diisi dengan tanggal SP2. .

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan pilih yang sesuai. .

Diisi dengan nomor surat permintaan peminjaman buku, catatan

dan dokumen,

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Superviso‘r Tim

Pemeriksa Pajak.

Ellsall«: dengan tanda tangan, nama, dan NIP Ketua Tim Pemerilsa
ajak.

Diisi dengan tenda tangan, nama, -dan NIP Anggota Tim
Pemeriksa Pajalk. .

Diisi dengan nama jabatan dari kepala Unit Pelaksana
Pemeriksaan. ’

Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan.

G-
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H. -FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN SELURUH PEMINJAMAN BUKU,
CATATAN, DAN DOKUMEN: ‘ ' '

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................................................... (1)
BERITA ACARA PEMENUHAN SELURUH FEMINJAMAN
BUKU, CATATAN DAN DOKUMEN
Pada hari ini cceceeeoeeeeenns tanggal ..o bulan ... tahun
.................. (2) berdasarkan  Surat Perintah Pemeriksaan  Nomor:
................................... (3) tanggal ..........ccceurin.n.(4), maka kami yang tersebut di

bawah ini selaku tim Pemeriksa Pajak yang ditugaskan untuk melakukan
Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:

Nama  ereehirerrerertreseeterarrer it iebaetra e e rss s ' (5)
NPWP D (OO OO OOl (6)
Alamat i rerrereeerreanrs e s reeraarares ' (7)

dengan ini menyatakan bahwa sehuruh buku atau catatan dan dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan
Dokumen NOMOYT covviiriorarnininiees (8) telah dipenuhi peminjamannya oleh
Wajib Pajak kepada tim Pemeriksa Pajak. :

Derikian Berita Acara Pemenuhan Seluruh Permninjaman Buku, Catatan dan
Dokumen ini dibuat dengan sebenarnya atas keluatan sumpah jabatan, kemudian
ditutup dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Tim Pemeriksa Pajak:

Supervisor,

NIP «vveeevesreeensenseerieanes (9)
Mengetahui: Ketua Tim,
......................................... (1:2)

NIP oovveoveeeesierensenensens (10)
S ¢ Anggota,

.................................
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PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA
PEMENUHAN SELURUH PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN

Nomor (1) :  Diisi dengan kepala surat.

Nomeor (2] . Diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun berita acara
pemenuhan seluruh peminjaman buku, catatan dan dokumen
ditandatangani.

Nomor (3) . Diisi dengan nomor SP2.

Nomor (4) . Diisi dengan tanggal SP2.

Nomor (5) . Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Nomor (0) . Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajalk yang diperiksa.

Nomor (7) . Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan peininjaman bulku, catatan
dan dolkumen.

Nommor (9) . Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP supervisor tim
Pemerilcsa Pajals.

Nomor (10) . Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim Pemeriksa
Pajalk.

Nomor {11} . Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota tim Pemeriksa
Pajak,

Nomor (12) . Diisi dengan jabatan dari kepala unit pelaksana Pemeriksaan
yang hersangkutan.

Nomor (13) . Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan.

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BIREGTUMUNS

DRI
U s o .
KEPAL, A_GIAmKE ENTERIAN

BIRO URUM 12

4@( 19840 '@0
AT
it

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO




LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDGNESIA
NOMOR

TENTANG

TATA CARA PEM ERIKSAAN

Sk

MENTERI KEUANGAN
AEPUBLIK INDONESIA

A, FORMAT TANDA SEGEL:
Atas kuasa Pasal 30 Undang—Und N "‘-'A._‘ 6 Tahun 1983 tentang lcetentuan'

at  {3) Undang-
dan Tata Cara
lengan Undang-

8 (delapan) hulan.

\I ___________.____IJ

ll ini diancam dengan pidana penjara selamé—laménya 2 (dua) tahun
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PETUNJUK PENGISIAN TANDA SEGEL

Bentuk dan ulkuran

Warha kertas ' -

Kata "DISEGEL"

Tulisan lain dan garis tepi
Logo Kementerian Keuangan

Jenis segel

Memanjang ukuran 30 x 10 cm.
Putih

Berwarna tnerah

Berwarna hitam/biru tua

Membayang dengan warna tipis ukuran
besarnya disesuaikan dengan ukuran kertas.

Stiker dengan perforasi, dengan maksud
apabila kertas segel telah ditempel pada
tempat/ruangan yang disegel, pada waktr
dibuka segelnya akan rusak dan robek.
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B. FORMAT BERITA ACARA PENYEGELAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................................................... (1)
BERITA ACARA PFENYEGELAN
Padla hari ind...e.voveeeienes tangpal.....cevveerns bulan........... tahUL e @),

kami :

No. Nama,/NIP : Pangkat]Gol. . Jabatan

3} o (4) {5) 6)
Pemeriksa Pajak pada ... (7) berdasarkan Surat
Perintah Pemeriksaan Nomor ... tanggal ..o (8) dalam rangka

Pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 6
Tghun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomer 16
Tahun 2009, telah melakukan Penyegelan tempat atau ruangan, barang bergerak
atau tidak bergerak berupa:

No. Tempat/Ruangan atau Barang

1,
dst. 9

Yang dimiliki dan/atau dikiasai oleh:
Nama ST T T TU T oDV U O VROV SO ORI O PRSPPI TRINe (10)

Alamat @ ereereeneneeenne e reeteverasetesteseesressianvas RS sETsareiEs RS PR RAAS {12)
yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk
menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen, termasuk hasil
pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara
program aplikasi on-line yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas Wajib Pajak. _ .
Demikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya sesual
dengan sumpah jabatan.

................... reerrerereeererene(13)
Pemeriksa, .
NIP, . eiiiieinierrnncenisrerranssens {14)
Saksi-saksi : (15)
No. Nama Tanda tangan Catatan
- 1.

dst.
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PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENYEGELAN

Nomor {1) . Diisi dengan kepala surat..

Notmor (2) : Diisi dengan hari, tanggal,' bulan, dan tahun berita acara
o Penyegelan ditandatangani,

Nomor (3) :  Diisi dengan nomor urut.

Nomor (4) : Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak.

Nomor (5) . Diisi dengan pangkat/ gdlongan Pemeriksa Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak.

Nomor (7) . Diisi dengan nama unit pelaksana Pemeriksaari.

Nomor (8) . Diisi dengan nomor dan tanggal SP2 dan surat yang berisi

perubahan tim Pemeriksa Pajak dalam hal terdapat perubahan
tim Pemeriksa Pajak.

Nomor (9} . Diisi dengan nama dan jenis tempat/ruangan atau barang yang
disegel. :

Nomor{10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.

Nomor [12) . Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Nomor (13) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya berita acara
Penyegelan.

Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Pemeriksa Pajalk,

Nomor{15) : Diisi dengan nama dan tanda tangan para saksi yang

menyaksikan Penyegelan atau catatan penolakan dan alasannya.
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C. FORMAT BERITA ACARA TANDA SEGEL RUSAK/HILANG:

- KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |

Pada hari ind....ccoceviivennnn tanggal......ooovenen bulan....c.co... tahum..ereennen 2),
kami :
No. Nama/NIP Pangkat/Gol. Jabatan
(3) - (4} G (6)
Pemeriksa Pajak pada ... (7) berdasarkan Surat
Perintah Pemeriksaan NOmMOr ... tanggal.......coceeeeerenns (8) dalam rangka

Pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomer 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009, menyatakan bahwa segel telah rusak/hilang*} pada tempat atau ruangan,
barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

No. Tempat / Ruangan atau Barang

1,

dst. )

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh:

Alamat T e e T T TP R R P L LT TEREEELRR LA A
yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk
menyimpan buku-bulu, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen, termasuk hasil
pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara
program aplikasi on-line yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas Wajib Pajak.

Demikian Berita Acara Segel Rusak ini dibuat dengan sebenarnya sesuai

dengan sumpah jabatan.
e eeerreereeenierirein (13)
Pemeriksa,
......................................... (14)
INIE . v rienesresnieeinmasnbsens
Salsi-saksi : (15)
No. Nama Tanda tangan Catatan
1. ‘
dst.
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PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA SEGEL RUSAK/HILANG .

Nomor-(l)

Nomor (2)

Nomor {3)
Nomor (4}
Nomor (5}
Nomor (6)
Nomor (7}
Nomor (8}

Keterangan *)
Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (1 1)
Nomor (12)
Nomor {13)

Nomor (14)

Nomor {15)

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun berita acéra segel
rusak/hilang ditandatangani.

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak.
Diisi dengan pangkat/ golongan Pemeriksa Pajak.
Diisi dengan jabatan Pemeriksa Pajak.

Diisi dengan nama unit pelaksana Pemeriksaan.

Diisi dengan nomor, dan tanggal SP2 dan surat tugas yang berisi
perubahan susunan tim Pemeriksa Pajak dalam hal terdapat
perubahan tim Pemeriksa Pajak.

Diisi dengan pilihan yang scsuai.

Diisi dengan nama dan jenis tempat/ruangan atau barang yang
akan dibuka segel.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya berita acara segel
rusak/hilang.

Diisi dengari tanda tangan, nama, dan NIP Pemeriksa Pajak.

Diisi dengan nama dan tanda tangan para saksi yang

‘menyaksikan Penyegelan atau catatan penolakan dan alasannya.
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D. FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................................................... (1)
B BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL
Pada hari ini....ceeemeneann. tanggal. ..o bulan.......... tahun....ooeeerenen (2), kami :
No. | . Nama/NIP Pangkat/Gol. Jabatan
(3) ) ) (6)
Pemeriksa Pajak PAda e (7) berdasarkan Surat
Perintah - Pemeriksaan nomor ... tanggal...cccoonererienn (8) dalam rangka

Pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009, telah membuka segel pada tempat atau ruangan, barang bergerak
atau tidak bergerak berupa :

No. Tempat / Ruangan atau Barang
1.
dst. (9

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh:
NEITIE eevresreessnransresseerarsemsinssanissianpsarnesbssnssian s tarisannssasse s ssees (10)

Alamat @ eeeeeerrrinnnine TSRO P P PTPRPRPROCLY (12)

yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk
menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen, termasuk hasil
pengolaban data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara
program aplikasi on-line yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas Wajib Pajak. .

Demikian berita acara pembukaan segel ini dibuat dengan sebenarnya sesuai
dengan sumpah jabatan. .

................... sereeeressreranrees(13)
Pemeriksa, '
NIP..ovsvevernererssseensssresessesss (14)
Saksi-saksi : (15)
No. Nama Tanda tangan Catatan
1,
dst.
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PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL

Nomeor (1) + Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) . Diisi dengan bhari, tanggal, bulan, dan tahun berita acara
pembukaan segel ditandatangani. «

Nomor (3] : Diisi dengan nomor urut.

Nomor (4) . Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak.

Nomor (5) . Diisi dengan pangkat/golongan Pemeriksa Pajak.

Nomor (6)  : Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Pajals.

Nomor (7) . Diisi dengan nama unit pelaksana Pemeriksaan.

Nomar (8) . Diisi dengan nomor dan tanggal SP2 dan surat yang berisi

perubahan susunan tim Pemeriksa Pajak dalam hal terdapat
perubahan tim Pemeriksa Pajak.

Nomor (9} . Diisi dengan nama dan jenis tempat/ruangan atau barang yang
akan dibuka segel.

Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Nomor (11} : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.

Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Nomor (13) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Dberita acara
pembukaan segel.

Nomor (14} : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Pemeriksa Pajak

Nomor (15) : Diisi dengan nama dan tanda tangan para saksi yang

menyaksikan Penyegelan atau catatan penolakan dan alasannya.

Salinan sesuai dengan astinya MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BIRE-GMUM

ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
plen Ulatha
GlaRFO\
NIP 1959042015849

S oy
NS o




LAMPIRAN V

NOMQR .
TENTANG ’
TATA CARA PEMBERIKSAAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT SURAT FPERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN:

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

- Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama TP PIP PP PSP (1)
Pekerjaan/Jabatan : .......... Eevreeeciirererennas VRO (2)
Alamat TSRO OTOPIRPPPPPP PSP (3)

dalam hal ini bertindak selalau:

[] wajib Pajak; [ Iwakir, [Ruasa: (4)
dari Wajib Pajak:
Nama S TP PPPPSPPPPP PP PP PP RR PYEPITIPLD (5}
NPWP - [ OO O OO ©
Alamat . Do OO PRI PPIPPPPP TPIPREY (7)

Sehubungan dengan Pemeriksaan oleh tim Pemeriksa Pajak dari Direktorat
Jenderal Pajak:

No. Nama/NIP Pangkat/Golongan Jabatan

@ | ©) S (10) (11)
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan TOIIOL ....covvvves:cversussssnnes (12} tanggal
.............. {(13) dengan ini menyatakan menolak Pemeriksaan dengan alasan
................................................. (14) '

Demikian surat pernyataan penolakan Pemeriksaan ini dibuat dan
ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta
kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari

periyataan ini.

............ ) cenrsnrrenssireennans (15)
Yang membuat pernyataan,
Materai
Rp6.000

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PEN OLAKAN PEMERIKSAAN

Nomor (1}

e

Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)
Nomor (5)
" Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8}
Nomor (9)

Nomor {10}

Nomuor (11}

Nomor (12)
Nomor (1.3)
Nomor (14)
Nomor (15)

Nomor (16)

Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa
Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan

" Pemeriksaan.

Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak,
atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan
penolakan Pemeriksaan.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa
Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan
Pemeriksaan.

Diisi dengan tanda ¥ pada kotak yang sesuai.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang ciiperiksa.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang diperiksa.
Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan nomor urut. .

Diisi dengan nama dan NIP tim Pemeriksa Pajak.

Diisi dengan pangkat/golongan tim Pemeriksa. Pajak.

Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak, yaitu
"supervisor”, "ketua tim”, atau "anggota tim”.

Diisi dengan nomor SP2.
Diisi dengan tanggal SP2.
Diisi dengan alasan penolakan Pemeriksaan.

Disii dengan tempat dan tanggal surét pernyataan penolakan
Pemeriksaan dibuat. :

Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak, walkil Wajib
Pajak, atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat
pernyataan penolakan. Pemeriksaan.




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

B. FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................................................... (1)
BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN
Pada hari ind ......... (2) tanggal .......... (3) bulan ......... (4) tahun .......e.. (5)
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor ......cccoeieeie. (6) tanggal ..........(7)

maka kami yang terscbut di bawah ini selaku tim Pemeriksa Pajak yang ditugaskan
untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:

Nama R PP PR PP T (8)
NPWP s (OO Ol ©)
Alamat R I E TP ETITIITD {10)

yang sehubungan dengan Pemeriksaan tersebut, Wajib Pajak yang dalam hal ini
diwakili:

Nama ) ORI OIPTPPTSPPPPPIPIY (Lt
Pekerjaan/Jabatam @ ... s (12)
Alamat OO PP PP Y PP PP 13)

telah menolak membuat dan menandatangani surat pernyataan penolakan
Permeriksaan. :

Demikian berita acara peﬁolakan Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya
atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh tim
Pemeriksa Pajak.

Tim Pemeriksa Pajak:

Supervisor,

NIP .o (14}
Mengetahui: . Ketua Tim,
...................................... (17)

NIP ovvooveoeveeresssnsnansens (15)
...................................... Anggota,
NIP covvvevceiinriiisrennnnrannin (18)

....................................




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor {3)
Nomor (4)..
Nomor (5)

Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11}

Normor (12}
Nomor (13)
Nomor (14}
Nomor {15)
Nomor (16)
Nomor (17)

Nomor (18)

Diisi dengan kepala surat. '

3 ’Diisi dengan hari ditandatanganinya berita acara penclakan

Pemeriksaan.

Diisi dengan tanggal ditandatangéninya berita acara penolakan
Pemeriksaan. )

Diisi dengan bulan ditandatanganinya berita acara penolakan
Pemeriksaan.

Diisi dengan tahun ditandatanganinya berita acara penolakan
Pemeriksaan.

Diisi dengan nomor SP2.

Diisi dengan tanggal SP2.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang
diperiksa.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan nama Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak atau
kuasa Wajib Pajak.

Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak atau wakil Wajib
Pajak atau kuasa Wajib Pajak. :
Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak atau
kuasa Wajib Pajak. '

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP supervisor tim
Pemeriksa Pajak. :

Diisi dengan tanda tangar, nama, dan NIP ketua tim Pemeriksa
Pajalk.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota tim Pemeriksa
Pajak. : _ '
Diisi dengan nama jabatan dari kepala unit pelaksana
Pemeriksaan. .

Diisi dengan tanda tangan, nama, NiPF, dan cap jabatan kepala
unit pelaksana Pemeriksaan.




MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN
PEMERIKSAAN:

: SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN
% . MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN -

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama Dreneeeenns SPUUPTPPTR B TS IR T TR (1}
PEKETiAan [ JADALAIL : 1vevusrsessreeesessssicsininsrmmmisnssstssasensessbss s (2)
Alamat P TS P PPPN PUUPURTUP (3)
dalam hal ini bertindak selakul ,....cciviviiinniinnen (4) dari Wajib Pajak:
Nama U PP PP SPR TP (5)
NPWP OO e L (6)
Alamat D rerreenerenrtehee e F PR (7)

Schubungan dengan Pemeriksaan oleh tim Pemeriksa Pajak dari Direktorat
Jenderal Pajak:

No. Nama/NIP Pangkat/ Golongan Jabatan

(8) ©) - {(10) (11)
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan NOMOT ... (12) tanggal
.............. (13) dengan ini menyatakan menolak membantu kelancaran Pemeriksaan
dengan alasan ... {14)

Demikian surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan
ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari
siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum

yang timbul dari pernyataan ini.

(15)
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp6.000




MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-6 -

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN

Nemor ()
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor {4}

Nomor {5)
Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)

Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14}

Nomor (15)

Nomor (16)

Diisi dengan nama pegawai/keluarga dari Wajib Pajak atau pihak

-yang mewakili ‘Wajib Pajak " yang menandatangani surat

pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan.

. Diisi dengan pekerjaan/jabatan pegawai dari Wajib Pajak atau

pihek yang mewakili Wajib Pajak yang menandatangani surat
pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan.
Diisi dengan alamat pegawai/keluarga dari Wajib Pajak atau

pihak yang mewakili Wajib Pajak yang menandatangani surat
pernyataan penolakan membantu kelancaran Pémeriksaan.

. . Diisi dengan kedudukan pegawai/keluarga dari Wajib Pajak atau

pihak yang mewakili Wajib Pajak yang menandatangani surat
pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang
diperiksa. '

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.
Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan nama dan NIP tim Pemeriksa Pajak,
Diisi dengan pangkat/golongan tim Pemeriksa Pajak.

Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak, yaitu
"supervisor’, “ketua tim”, atau “anggota tim?”,

:  Diisi dengan nomor SP2.

Diisi dengan tanggal SP2.

Diisi dengan alasan penolakan membantu  kelancaran
Pemeriksaan. .

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat pernyataan
dibuat. ' .

Diisi dengan tanda tangan dan nama pegawai/keluarga dari
Wajib Pajak atau pihak yang mewakili Wajib Pajak yan
menandatangani surat pernyataarn. ' .




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

D. BERITA ACARA PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT- JENDERAL PAJAK

BERITA ACARA PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN .

Pada hari ini ......coviiviennnn (2) tangga.l ............. (3) bulan ......ccoeeiviinns (4)
tahun e (5) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor
................................... (6) tanggal .......... (7) maka kami yang tersebut di bawah
ini selaku tim Pemeriksa Pajak yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan
terhadap Wajib Pajak:

Nama © e rererereeee eietrseeeseesnrreseateseriasterseter it eneateae e (8)
NPWP oo e L )
Alamat PP PP PPP PP PEPP R {10)

yang sehubungan dengan Pemeriksaan tersebut, pegawai/anggota keluarga Wajib
Pajak yang dalam hal ini diwakili:

Nama TP PP PP (11)
Jabatan/Hubungan KeKerabatan @ ...t (12)
Alamat T eereeeeeneene R (13)

telah menolak membuat dan’ menandatangam surat pernyataan penolakan
membantu kelancaran Pemeriksaan.

Demikian berita acara penolaken membantu kelancaran Pemeriksaan ini
dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan -sumpah jabatan, kemudian ditutup dan
ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Tim Pemeriksa Pajak:

Supervisor,
NIP «vveeriereverernasseseens (14)
Mengetahui: ) » Ketua Tim,
.................................... (17)
NIP oooooseeeeereeensraesenines (15)
..................................... Anggota,
NIP. covervenrevevesessessseens (18)

....................................




Nomor ( 1)
Noriiof (2)

Nomor (3)
Nomor (4)"-
Nomor (5)

Nomor (&)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor {9)

Nomeor (10},

Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomuor (17)

Nomor (18)

MENTER! KEUANGAN
REPUBLJK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENOLAKAN

MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan hari d1tandatangamnya berlta ‘acara penolakan

membantu kelancaran Pemeriksaan.

Diisi dengan tanggal ditandatanganinya berita acara penolakan
membantu kelancaran Pemeriksaan.

Diisi dengan bulan ditandatanganinya berita acara penolakan
membantu kelancaran Pemeriksaan.

Diisi dengan tahun ditandatanganinya berita acara penolakan

membantu kelancaran Pemeriksaan.

Diisi dengan nomor SP2,

Diisi dengan tanggal SP2.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak vang
diperiksa.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan nama pegawai/anggota keluarga yang menolak
membantu kelancaran Pemeriksaan.

Diisi dengan jabatan pegawai/anggota keluarga yang menolak
membantu kelancaran Pemeriksaan.

Diisi dengan alamat pegawai/anggota keluarga yang menolak
membantu kelancaran Pemeriksaan.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP supervisor tim
Pemeriksa Pajak.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim Pemenksa
Pajak.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota t1m Pemeriksa
Pajak.

Diisi dengan nama jabatan dari kepala unit pelaksana
Pemeriksaan.

Diisi .dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari
kepala unit pelaksana Pemeriksaan.




MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

E. FORMAT BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI PANGGILAN DALAM RANGKA
PEMERIKSAAN KANTOR:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................................................... (1)
BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI PANGGILAN
" DALAM RANGKA PEMERIKSAAN KANTOR
Pada hari ini ... ... (2) tanggal ........ (3) bulan ........ (4) tahun ......... (5),
tempat ...oooeenin (6), berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaarn nomoT e (7)
tanggal ....vveeeerenes (8), kami: | :
No. - NAMA/NIP PANGKAT/GOL JABATAN
(©) (10) (11 (12)
yang ditugaskan melakukan Pemeriksaan Kantor terhadap Wajib Pajak:
Nama SO U O U PP PP PO P TSP (13)
NPWP 3 Ot (14)
. Alamat s ———— ettt nans (15)
Masa dan Tahun Pajak L 1L L 1T L[ 1 || C o (18)
telah mengirimkan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor kepada
Wajib Pajak nomor............ (17) tanggal......... (18}, namun Wajib Pajak tidak hadir

untuk memenuhi panggilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Demikian berita acara tidak memenuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan
ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup
dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.

Tim Pemeriksa Pajak:

Mengetahui: Supervisor,
............................. (22)
NIP tvvvvereneeenarninnrns {19)
................................ (23) Ketua Tim,
NIP
NIP veeerrevsrrersesersasnnss (20}
Anggota,
NIP ooovorooroviseeresssee (21)




MENTER! KEUANGAN
REPUB&%( INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI PANGGILAN

Nomor (1)
Noriot (2)

Nomor (3)
Nomor (4]"“
Nomor (5)
Nomor (©)

Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor {9)

Nomeor (10).

Nomor (11}
Nomor (12)
Nomeor (13)
Nomor {14)

Nomor (15)
Nomor (16)

DALAM RANGKA PEMERIKSAAN KANTOR

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan hari ditandataﬁganinya berita acara tidak
memenuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor.

Diisi dengan tanggal ditandatanganinya berita acara ‘tidak
memenuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor.

Diisi dengan bulan ditandatanganinya berita acara tidak
memenuhi panggilan dalam ranglka Pemeriksaan Kantor. :

Diisi dengan tahun ditandatanganinya berita acara tidak
memenuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor.

Diisi dengan tempat ditandatanganinya berita acara tidak
memenuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor.

Diisi dengan nomor SP2.

Diisi dengan tanggal SP2.

Diisi dengan nomeor urut.

Diisi dengan nama dan NIP tim Pemeriksa Pajak.

Diisi dengén pangkat dan golongan tim Pemeriksa Pajak.
Diisi dengan jabatan dalam fim Pemeriksa Pajak.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan . Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang
diperiksa.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.
Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang akan diperiksa.
Contoh: .

1. Pemeriksaan dilakukan untuk Masa Pajak Januari s.d. Mei

Tahun 2011, maka diisi:

T ) [eIs[r]!]

9 Pemeriksaan dilakukan untuk Tahun Pajak 2011 dan tahun

bukunya sama dengan tahun kalender, maka diisi:

O] [

3 Pemeriksaan dilakukan untuk Tahun Pajak 2011, namun tahumn-

bukunya mulai tanggal 1 April 2011 sampai dengan 31 Maret
2012, maka diisi:

EREAE R CAENINER




MENTERI KEUANGAN
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Nomor (17) . Diisi dengan nomor Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan
Kantor,

Nomor (18} . Diisi dengan tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan
Kantor.

Nomor {19) . Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP supervisor tim
Pemeriksa Pajak.

Nomor {20) . Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim Pemeriksa
Pajak.

Nomor (21) . Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota tim Pemeriksa
Pajalk.

Nomor {22) . Diisi dengan nama jabatan dari kepala unit pelaksana
Pemeriksaan.

Nomor {23) . Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari

kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BIRQ.UMUM

KEPAYABAGIAN-CIKEMENTERIAN
e %, AGUS D.W. MARTOWARDOJO
A




%= LAMPIRAN VI :
. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
. NomMoR :
L X TENTANG
TATA CARA PEMERH(SAAN

" MENTER} KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Hal Panggilan Pertama/Panggilan Kedua¥)
' Untuk Memberikan Keterangan

B4 1 PP
...................................... (4)
Sebagai pekaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan N_ombr
/PMK.03/ tentang Tata Cara Pemeriksaan dan sehubungan dengan
bulku, catatan, dan dokumen yang telah dipinjamkan kepada tim Pemeriksa Pajak
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor .......oceeeeen (5) tanggal
....... sevnrer (6), dengan ini diminta kedatangan Saudara pada: :
Hari/Tanggal @ ceevieiiemneess IRPTIRp e tbeetarreseaee ety (7)
Pukul SR PO PPN rrreenrerrera (8)
Tempat UV PPTPRTTPPPP R PR TP 9

untuk memberikan keterangan/penjelasan kepada tim Pemeriksa Pajak.

Demikian untuk dimaklumi.

.................................... (10} .
" NIP oo oeeeeeeeneresneens (1)
Diterima olch b rernenienns T (12)
Jabatan D aerereeaeineianene (13}
Tanggal IR PR (14) ; ‘ o
Tanda tangan/cap ..o (15} . i




MENTER| KEUANGAN
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN-KETERANGAN

Nomor (1.)
Nom&r (2)
Nomor {3}
Nomor (4)

Nomor (5-)“
Nomor (6)
Noror (7)

Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11)

Nomor (12)
Nomor {13)
Nomor (14)

Nomor (15)

Keterangan *)

Diisi dengan kepala surat.

- Diisi dengan nomor surat.

Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatanganinya surat.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang akan dimintai
keterangan.

Diisi dengan nomor SP2.
Diisi dengan tanggal SP2.

Diisi dengan hari/tanggal Wajib Pajak diminta datang untuk

memberikan keterangan.

Diisi dengan pukul Wajib Pajak diminta datang untuk
memberikan keterangan.

Diisi dengan tempat pertemuan dimana Wajib Pajak diminta
datang untuk memberikan keterangan.

Diisi dengan nama jabatan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP dan cap jabatan dari
kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Diisi dengan nama penerima surat panggilan pertama atau
surat panggilan kedua untuk memberikan keterangan. ‘

Diisi dengan jabatan penerima surat panggilan pertama atau
surat panggilan kedua untuk memberikan keterangan.

Diisi dengan tanggal terima- surat panggilan pertama atau surat
panggilan kedua untuk memberikan keterangari.

Diisi dengan tanda tangan penerima dan cap perusahaan
penerima surat panggilan pertama atau surat panggilan kedua
untuk memberikan keterangan.

Diisi dengan pilihan yang sesuai.
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B. FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN KETERANGAN WAJIB PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BERITA ACARA PEMBERIAN KETERANGAN WAJIB PAJAK

Pada hari ini .......... tanggal .....vo0n bulan ... tahun ........ (2) bertempat di
......................... (3), kami tim Pemeriksa Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak:
. Nama/NIP Pangkat/ ‘Golongan Jabatan
(4) () 6)
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan NOMOTT ...ovivmirmrirniresnnnnen (7} tanggal
............... (8) telah meminta keterangan sesuai dengan surat panggilan nomor:
.......................... ..(9) tanggal ceerereinreesrnannnns(10), kepada:
Nama D reverearneeanes ST TTOR USRS PPPPPP PP (11)
Pekerjaan/Jabatan ! .o (12)
Alamat - PP PP SRR PPRPR PR PP (13)
dalam hal ini bertindak selaku:
[] wajib Pajal; [ wassil; [ Kuasa; (14)
dari Wajib Pajak:
Nama T PP PP OTSPTS PP RS PEF RIS PRI SRR (15)
NPWP :|1|||]|||]|:|||||[|[|_ (16)
Alamat P T U OO PP AP PT S LU PP ERTLEEC IR (17)

dengan keterangan/penjelasan sebagai berikut:

............................................................................................................................
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Demikian berita acara pemberian keterangan Wajib Pajak ini dibuat dengan
sebenarnya dan ditandatangani oleh: .

Tim Pemeriksa Pajak:

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *) Supervisor,
1311 (19)

......... v (22) Ketua Tim,

Mengetahui:

..................................... (23)
NIP  cveeereeeneesranssisenens (20)
Anggota,

NIP oovooveesisissreseseescesens (24)
NIP  coooeersecernessenins 21)
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PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMBERIAN KETERANGAN WAJIB PAJAK

Nomor (1)
Nomdr (2)

Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (53‘
Nomor (6)

Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor {10}
Nomor (11)

Nomor (12)
Nomor (13}

Nomor {14)
Nomor (15}
Nomor {16)
Nomor (17)
Nomor (18)

Nomor {19)
Nomor (20)
Nomor {21)
Nomor (22)

Keterangan ¥):
. Diisi dengan nama jabatan dari kepala unit pelaksana

Nomor (23)

: Diisi dengan kepala surat, ‘
. -Diisi dengan hari, ‘tanggal, bulari dan tahun- ditandatanganinya

berita acara.

Diisi dengan tempat berita acara ditandatangani.
Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak.

Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak.

. Diisi dengan jabatan dalam- tim Pemeriksa Pajak, yaitw

“supervisor”, “ketua tim”, atau “anggota tim”.

: Diisi dengan nomor SP2.
; -Diisi dengan tanggat SP2.

Diisi dengan nomor surat panggilan.

. Diisi dengan tanggal surat panggilan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa

Wajib Pajak yang menandatangani berita acara ini.

Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak,
atau kuasa Wajib Pajak yang diperiksa.

. Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wekil Wajib Pajak, atau kuasa

Wajib Pajak yang diperiksa.

: Diisi dengan menandai [ e '] pada kotak yang sesuai.
. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.
: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan alamat Waj ib. Pajak yang diperiksa.

. Diisi dengan Kketerangan/penjelasan yang telah diberikan oleh
Wajib Pajalk/Wakil/Kuasa. Dalam hal isian ini tidak mencukupi

agar dibuatkan lampiran tersendiri dengan ditandatangani -oleh
pihak-pihak yang tercantum dalam berita acara ini.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP supervisor Pemeriksa.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim Pemefiksa.

. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota tim Pemeriksa,
. Diisi dengan tanda tangan, dan nama Wajib Pajak/wakil /kuasa.

Diisi dengan pilihan yang sesuai.

Pemeriksaan.
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Nomor (24) : Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari kepala
unit pelaksana Pemeriksaan,

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

LR
w.pA, S,
KEPAL, ,AbrTAN‘I‘U K

C/— )
5“ HRD UM =
#*

NIP 19580420198403 100
NS

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO




LAMPIRAN VII !

E%I;AggRAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG .
TATA CARA PEMERIKSAAN

MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN  HASIL PEMERIKSAAN,. SURAT
PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN DALAM HAL PENGHASILAN KENA
PAJAK DIHITUNG SECARA JABATAN DAN DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN:

Al FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................................................... 1)

NOIIOT 1 veerrerecnrirnenins (2 e yrerarienens (3)
Sifat Sangat Segera
Lampiran .o 4
Hal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
' 5 PSR
.......... {5)

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan NOomor ..o {6)
tanggal «....... (7), bersama ini disampaikan hasil Pemeriksaan sebagaimana
terlampir.

Mengingat hasil Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kewajiban
perpajakan yang harus Saudara penuhi, maka kepada Saudara akan disampaikan
undangan untuk melakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan.

Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan tertulis atas hasil Pemeriksaan
dan tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan sesuai dengan jangka
waktu yang ditentukan maka hasil Pemerikisaan dianggap telah Saudara setujui
seluruhnya dan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan
serta kewajiban perpajakan Saudara akan dihitung sesuai dengan hasil
Pemeriksaan. .

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan
terima kasih.

.............................. {8

NIP wovoreesecserecine ©)
Diterima oleh § reveerasersenssirnnrnaans (10)
Jabatan OO PP PP (in
Tanggal D eereernereeriarerraeerans (12)
Tandatangan/cap @ -...... erevieerrsensianes (13)




Noﬁéor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)

Nomor (4
Nomuor (5)

Nomor (6)
" Nomor {7)
Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor.( 10)
Nomor (11)
Nomor (12)

Nomor (13)

MENTER! KEUANGAN
REPUBLHIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN

" Diisi dengan kepalé surat.

Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatanganinya Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang diperiksa,
Dijsi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan.

Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang menandatangani
surat.

Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap Jabatan ‘pejabat
yang menandatangani surat,

Diisi dengan nama penerima Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan.

Diisi dengan jabatan penerima Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan.

Diisi dengan tanggal terima Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan.

Diisi dengan tandatangan penerima dan cap perusahaan
penerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
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AZ, FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN DALAM HAL
PENGHASILAN KENA PAJAK DIHITUNG SECARA JABATAN: '

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOmMOr | ceeveevnveenireenans (20 s prenrerens (3)
Bifat Sangat Segera

Lampiran @ .o {4)

Hal :  Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

(dalam hal penghasilan kena pajak dihitung secara jabatan)

Yeh, i,
............................... (5)

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan nomor ... ()
tanggal .......... (7), bersama ini disampaikan hasil Pemeriksaan sebagaimana
terlampir. Hasil Pemeriksaan tersebut dihitung secara jabatan karena .............. {8)

sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung.

Saudara dapat memberikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu paling
lama 7 (tujuh) hari ketja sejak diterimanya surat ini, dalam bentuk:
a. Lembar Pernyatasn Persetujuan Hasil Pemeriksaan, dalam hal Saudara
menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau
b, Surat Sanggahan yang disertai dengan alasan yang mendukung sanggahan,
dalam hal Saudara tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.

Dalam hal Saudara tidak dapat menyampaikan tanggapan tertulis dalam
jangka waktu tersebut di atas: o .

8, Saudara dapat melakukan perpanjangan penyampaian tanggapan untuk jangka
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya jangksa waktu 7 (tujuhy)
hari kerja tersebut; dan '

b. perpanjangan jangka waktu dimaksud dilakukan dengan terlebih dahulu
menyampaikari Surat Pemberitahuan Perpanjangan J angka  Waktu

 Penyampaian Tangapan Hasil Pemeriksaan sebelum berakhirnya jangka waltu
7 (tujuhb) hari kerja tersebut. :

Mengingat hasil Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kewajiban
perpajakan yang harus Saudara.penuhi, setelah Saudara memberikan tanggapan
terfulis maka kepada Saudara akan disampaikan undangan untuk melakukan
pembahasan akhir hasil Pemeriksaan.

Karena dalam Pemeriksaan dilakuken penghitungan secara jabatan, maka
dokumen yang dapat dipertimbangkan pada saat pembahasan akhir terbatas pada:
a. dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha atau penghasilan

bruto dalam rangka penghitungan penghasilan neto secara jabatan; dan
b. dokumen kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan,
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Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan tertulis atas hasil Pemeriksaan
dan tidak hadir dalam pembahasan. akhir hasil Pemeriksaan sesuai dengan jangka
waktu yang ditentuken maka hasil Pemeriksaan dianggap telah Saudara setujui
selurubnya dan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan
serta kewsjiban perpajakan Saudara akan dihitung sesuai dengan hasil
Pemeriksaan,

. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan
terima kasih.

-----------------------------

Diterima oleh D e (11)
Jabatan D eeeereeirer e {12)
Tanggal L UUTUTN (13)
Tandatangan/cap ! .ioeniiniennennn. (14)




bl
“?’W A
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN

{(DALAM HAL PENGHASILAN KENA PAJAK DIHITUNG SECARA JABATAN)

Nomor (1)
Nomuor (2}

Nomor (3) -

Nomeor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)

Nomor {9)

Nomor (10)
Nomaor (11)
Nomor (12)
Nomor {13)

Nomuor (14)

Diisi dengan kepala surat.
Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
Dijsi dengan tempat dan tanggal ditandatanganinya Surat

-Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan,

Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang diperiksa,
Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan,

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan.

Diisi dengan alasan dilakukan penghitungan penghasilan kena
pajak secara jabatan. Misal: karena Wajib Pajak tidak
memberikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang diminta
atau Wajib Pajak menolak untuk diperiksa yang dibuktikan
dengan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan. :

Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang menandatangani
surat.

Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP dan cap jabatan dari
pejabat yang menandatangani surat.

Diisi dengan nama penerima Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan.

Diisi dengan jabatan penerlma Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan.

Diisi dengan tanggal terima Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan.

Diisi dengan tanda tangan penerima dan cap perusahaan
penerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan,
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A3. FORMAT DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Masa dan Tahun Pajak:.........ccceeenns
Jumlah ;
No. Urut | Pos-Pos yang Dikoreksi Koreksi Dasaé Ellglqlkan
(Rp) oreksi
(3} (4) () (6)

........................ RN v

Mengetahui, Tim Pemeriksa Pajak

............................. (8) Supervisor,

NIP oooroooosresmerirriees (9) NIP orvvoeeeereseeommersssenrecere (10)
Ketua Tim,
NIP ovvooooveceeensissnmssssssseses (11)
Anggota Tim,
NIP covemmrsemsemmmmrensieesmensers (12)




Nomor (1)
Nomor (2)

. Nomor (3) -
Nomor (4)

Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)

Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11)

Nomor (12)

MENTERI KEUANGAN
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PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan Masa dan Tahun Pajak sesuai Surat Perintah
Pemeriksaan.

Diisi dengan nomor urut,

Diisi dengan pos-pos yang dikoreksi sesual dalam laporan
keuangan/SPT Wajib Pajak yang diperiksa termasuk didalamnya
koreksi atas penghitungan kekurangan pembayaran pajak yang
terutang.

Diisi dengan jumlah koreksi yang ditermukan.
Diisi dengan dasar dilakukan koreksi serta penjelasannya.

Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun Daftar
Temuan Pemeriksaan dibuat,

Diisi dengan nama jabatan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Diisi dengan tandatangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari
kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Diisi dengan tandatangan, nama, dan NIP supervisor tim
Pemeriksa Pajak.,

Diisi dengan tandatangan, nama, dan NIP ketua tim Pemeriksa
Pajak. .

Diisi dengan tandatangan, nama, dan NIP anggota tin Pemeriksa
Pajak.
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B. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MENERIMA SPHP DAN BERITA
. ACARA PENOLAKAN MENERIMA SPHP:

Bl. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MENERIMA SPHP:

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MENERIMA
SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN/
UNDANGAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN/
SURAT PANGGILAN PENANDATANGANAN
BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN *)

Ysing bertanda tangan di bawah ini:

Nama e OO (1)
Pekerjaan/Jabatan :© ... e e 2)
Alamat E O PPN PUUTRUIUTRR (3)

dalam hal ini bertindak selaku:
|:| Wajib Pajak; I:] Wakil; D Kuasa; (4)

dari Wajib Pajak:

Nama D vvereeaen J TP TSRO (5)
NPWP OO g0t (6)
Alamat T TR VPP TP PP (7)
yang diperiksa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor .......... (8) tanggal
....... (9) dengan ini menyatakan menolak menerima ....,........ {10) dengan alasan

.....................

Demikian surat pernyataan penolakan ini dibuat dan ditandatang'anli dengan
penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedl_a.untuk
bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan in1.

...................... ) eeeeen [12)
Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp6000,-
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MENERIMA SURAT PEMBERITAHUAN HASIL
PEMERIKSAAN/UNDANGAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN/

" Nomor (1) '

Nomor {2)

Nomer (3)

Nomeor (4)
Nomor ()
Nomor (6)

Nomor (7)
Nomor {8}
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomeor (12)

Nomor (13)

Keterangan®)

SURAT PANGGILAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA -

PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN

Diisi dengan nama Wajib Pajak, Wakil Wajib Pajak, atau Kuasa
Wajib Pajek yang menandatangani surat pernyataan penolakan.

Diisi dengan pekerjean/jabatan Wajib Pajak, Wakil Wajib Pajalk,
atau Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan.
penolakan.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak, Wakil Wajib Pajak, atau Kuasa
Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan.,

Diisi dengan tanda [V] pada kotak yang diperlukan,
Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang
diperiksa. :

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa,

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan.

Diisi denéan jenis surat yang ditolak diterima oleh Wajib Pajak.
Diisi dengan alasan penoclakan menerima surat.

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat
pernyataan penolakan,

Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak, Wakil Wajib
Pajak, atau Kuasa Wajib. Pajak yang menandatangani Surat
Pernyataan Penolakan Menerima Surat.

Diisi dengan mencoret yang tidak diperlukan

Q.
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. B2, FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN MENERIMA SPHP:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................................................... (1)
BERITA ACARA PENOLAKAN MENERIMA
SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN (SPHP)

Pada hari ini .......coocoviiniee (2) tanggal ..o (3) bulan ... {4) tahun
................. (5} berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor ... (6)
tanggal ........... (7), kami yang tersebut di bawah ini:

No. Nama/NIP Pangket/Gol. Jabatan

(8) (9) (19 . (11)

telah bertemu dengan:

Nama PP SN (12)
Pekerjaan O SO PP PP (13)
Alamat P U P (14)

dalam hal ini bertindak selaku:

[ JWajib Pajak; [] wakil [] Kuasa; (15)
dari Wajib Pajak: '
Nama TP PP PP (16)
NPWP P I O I A Y R U
Alamat L ieveerereereeeeteieetie e bt erana e r gy r ey (18)

untuk menyampaikan secara langsung SPHP. Dalam hal ini Wajib Pajak/
Wakil/Kuasa*} menolak untuk menerima SPHP dan menolak ugtuk
menandatangani surat penolakan menerima SPHP.




‘\x—“‘{/ "'ﬂi !{"\ }-w”" . ‘
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Demiliian berita acara penolakan menerima SPHP ini dibuat dengan
sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian chtutup dan ditandatangani
oleh tim Pemeriksa Pajak.

Tim Pemeriksa Pajalk:

Supervisor,

NIP ovviiivinvrvevncincrrreerrras 21)°
Mengetahui: : Ketua Tim,

© ereesnrreereterertenterentradaensarans (19)

NIP corivruiiireenrerisereenereenns (22)
........ Anggota, ‘
[1110 berreranerhernaaaenan (20}

NIP oriiiirivivereciornieeeeaee (23)




Nomor (1)

Nomor (2)

Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)

Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor {9)
Nomor {10)
Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13)

Nomor (14)

Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)

Nomor (18)
Nomor (19)

Nomor (20)
Nomor (21)

Nomor {22)
Nomor (23}

MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA PENOLAKAN MENERIMA
SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan hari ditandatanganinya berita acara penolakan
menerima, SPHP,

Diisi dengan tanggal ditandatanganinya berita acara penolakan
menerima SPHP,
Diisi dengan bulan ditandatanganinya berita acara penolakan
menerima SPHP.

Diisi dengan tahun ditandatanganinya berita acara penolakan
menerima SPHP.

Diisi dengan nomor SP2.

Diisi dengan tanggal SP2.

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak.,

Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak.

Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak yaitu
"supervisor”, "ketua tim” atau "anggota”,

Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib
Pajak atau pihak lain yang ditemui saat penyampaian SPHP.

Diisi dengan pekerjaan Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa
Wajib Pajak atau pihak lain yang ditemui saat penyampaian
SPHP.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib
Pajak atau pihak lain yang ditemui saat penyampaian SPHP.
Diisi dengan tanda [{] pada kotak yang diperlukan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang
diperiksa.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang dlpenksa

Diisi dengan nama jabatan kepala unit pelaksanaan
Pemeriksaan.

‘Diisi dengan tanda tangan, name, NIP, dan cap jabatan clarl

kepala unit pelaksanaan Pemeriksaan.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP supervisor tim
Pemeriksa.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim Pemeriksa.
Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota tim
Pemeriksa. .
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C. FORMAT LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN:

PERNYATAAN PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor

.................. (1) tanggal ........... {2), dengan ini saya:
Nama ' T et erdetatieeiaeerastreeetresies s bhr R R vt a e raaaras (3)
Pekerjaan/Jabatarl ..o s 4)
Alamat D reerteseanraarran Cererrer et N e et eas e a b rer {(5)
dalam hal ini bertindak selaku:

[Jwajib Pajak; L] Wakil; [xuasa: (6)
dari Wajib Pajak:
Nama L tsereareserarenseeraateaTEreeear e T r et e s e et st ae s e anas {(7)
NPWP (OO O (8)
Alamat AP PI PO TOPIU P PP PP 9)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, menyetujui  seluruh  hasil

Pemeriksaan.

Demikian lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan ini dibuat dan

ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp6000

Q.




Nomor {1}
Nomor (2}

Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor (5)

Nomor ()
Nomeor (7)
Nomeor (8)

Nomor (9}
Nomor (10)

Nomor (11)

MENTER! KEUANGAN
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PETUNJUK PENGISIAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN

Diisi'dengan nomor Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.,

Diisi dengan nama Wajib Pajak, Wakil Wajib Pajak, atau Kuasa
Wajib Pajak yang menandatangani Lembar Pernyataan

‘Persetujuan Hasil Pemeriksaan.

Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, Wakil Wajib Pajalk,
atau Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Lembar
Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan., '

Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa
Wajib Pajak yang menandatangani Lembar Pernyataan
Persetujuan Hasil Pemeriksaan.

Diisi dengan menandai [ ¥ | pada kotak yang diperlukan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang
diperiksa.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat pernyataan
dibuat.

Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa.
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D. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PENYAMPAIAN TANGGAPAN HASIL PEMERIKSAAN:

Yth. Kepala ..coovvvnniieniinniennnine
.............................................. (1)

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor
SRR (2) tanggal ......ooeireniinirnnennes (3), dengan ini saya: '
Nama '  vereereetereree e e etat e sty e eaere s e be b nne (4)
Pekerjaan/Jabatan ... {3
Alamat U U DR USSP 5)
dalam hal ini bertindak selaku:

[ wajib Pajak; ] waxkil; [ JKuasa @ .
dari Wajib Pajak: ’

Nama S O ST ITITIIORR (8)
NPWP N I O B R &
Alamat LIRS UPPPPSPPOUS TOTPPRS (10)

dengan mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan hasil
Pemeriksaan sampai batas waktu yang ditentukan sesual dengan ketentuan yang
berlaku. ' :

Demikian surat permochonan ini disampaikan, dan atas perhatiannya
diucapkan terima kasih. '
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN

Nomor (1)
Nomor (2)

_ Nomor (3) -

Nomor (4)

Nomor (5)

Nomor (6)

Nomuor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)

Nomeor (10)
Nomor {11)

Nomor (12)

TANGGAPAN HASIL PEMERIKSAAN

Diisi dengan nama dan alamat unit pelaksana Pemeriksaan.
Diisi dengan nomor SPHP.
Diisi dengan tanggal SPHP.

Diisi dengan nama Wajib Pajak, walkil Wajib Pajak, atau kuasa
Wajib Pajak yang menandatangani lembar pernyataan
persetujuan hasil Pemeriksaan.

Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak,
atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani lembar
pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil Wajib Pajalk, atau kuasa
Wajib Pajak vyang menandatangani lémbar pernyataan
persetujuan hasil Pemeriksaan.

Diisi dengan menandai [ ¥ ] pada kotak yang sesuai.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yvang diperiksa.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang
diperiksa.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat
permohonan dibuat.

Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/ Wakﬂ/ kuasa.
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. E., FORMAT BERITA ACARA TIDAK DISAMPAIKANNYA TANGGAPAN TERTULIS
ATAS SPHF: .

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BERITA ACARA TIDAK DISAMPAIKANNYA TANGGAPAN TERTULLS ATAS SPHP

Pada hari ini .....cccceeceeeee (2) tanggal .....c...... (3) bulan .....oveverennnns (4) tahun
................. (5}, bertempat di..............{(6} berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan
NOIMOL vvvvirvenernens (7) tanggal «..ooovie. (8), kami yang tersebut di bawah ini:

No. Nama/NIP Pangkat/Gol. Jabatan

©) (10) (1] | (12)

yang ditugaskan melakukan Pemcriksaah terhadap Wajib Pajal:

Nama D ereerieriensarrasnann bersirsrrerbtstbrbater st rsseas {13)
NPWP S o (14)
Alamat g P P PP {15
Masa dan Tahun Pajak: [ [ | | | [TTT] (18)

telah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan
tanggapan tertulis sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
AOMOr. ..uvu. (17) tanggal........... (18), namun Wajib Pajak tidak memberikan
tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Demikian berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP
ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup
dan ditandatangani.oleh tim Pemeriksa Pajak.

Tim Pemeriksa Pajak:

Supervisor,
) NIP  viivrerreneennisiriasniansannnes (21}

Mengetahui: . Ketua, Tim,
............................................. (19)

NIP ioiireermraiansaresnaseninninen (22)

Anggota,
NIP oo s ivesereesvvessaranes (20) e

NIP  covveeriereemsnrscrssnenannesrees (23)




Nomor (1}
Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)

Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)

Nomor (13)
Nomor (14)

Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19}
Nomor (20}

Nomor (21)

Nomor (22}
Nomor (23)

"'.r‘
WL
TN
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PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA TIDAK DISAMPAIKANNYA
TANGGAPAN TERTULIS ATAS SPHP

Diisi dengan kepala surat,
Diisi dengan hari ditandatanganinya berita acara tidak
disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP, ‘

Diisi dengan tanggal ditandatanganinya berita acara tidak
disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP.

Diisi dengan bulan ditandatanganinya berita acara tidak
disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP. .

Diisi dengan tahun ditandatanganinya berita acara tidak
disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP,

Diisi dengan tempat ditandatanganinya berita acara tidak
disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP.

Diisi dengan nomor SP2, '

Diisi dengan tanggal SP2.

Diisi dengan nomor urut., .

Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak.

Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak.

Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Pajak yaitu
*supervisor”, "ketua tim” atau "anggota”.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa,

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang
diperiksa.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan Masa dan Tahun Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan nomor SPHP.

Diisi dengan tanggal SPHP.

Diisi dengan nama jabatan kepala unit pelaksana Pemeriksa.
Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari
pejabat yang menandatangani berita acara.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP supervisor tim
Pemeriksa. ,

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim Pemeriksta.
Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota tim
Pemeriksa,
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F. FORMAT UNDANGAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................................................... (1)

Nomor P P (Z) e s verenrarerenaens (3)
Sifat : Segera . :
Lampiran @ -
Hal . : Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
Yih, vvevveeierrr e
|||||| frsasraaatdraa IR bnbiiian [4)

Sehubungan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor ...... (5} tanggal
..... (6) yang telah disampaikan kepada Saudara pada tanggal ......... {7), dengan ini
kami mengundang Saudara pada: .

Hari/Tanggal : et e e er s srersrennrennassnenes (8)

Pukul T ILLr 1))

Tempat U PO P PSPPI T PRPPS: {10)

untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atas hasil Pemerilksaan
yang telah disampaikan kepada Saudara. . .

Apabila' Saudara tidak hadir dalam. pembahasan akhir hasil Pemeriksaan
sesuai dengan hari dan tanggal tersebut di atas maka pembahasan akhir hasil
Pemeriksaan dianggap telah dilakukan. :

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan
terima: kasih. :

.................................. (11)
NIP orerecereinitirnraenn (12)
Diterima oleh D e (13)
J abataii CDTOTUP (14)
Tanggal Daeenn reerrene s (15)
Tandatangan/cap & e e (16)
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PETUNJUK PENGISIAN '
UNDANGAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor undangan Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan:

Nomor (3) © : Diisi dengan tempat dan tanggal undangan Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan. '

Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan nomor SPHP.

Nomor {6) : Diisi dengan tanggal SPHP,

Nomor {7) : Diisi dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajalk.

Nomor (8) : Diisi dengan hari dan tanggal Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan,

Nomor (9) : Diisi dengan waktu dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan.

Nomor (10) : Diisi dengan tempat dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan.

Nomor {11) : Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang menandatangani
surat.

Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan pejabat
yang menandatangani surat.

Nomor {13) : Diisi dengan nama penerima undangan Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan. .

Nomor {14) : Diisi dengen jabatan penerima undangan Pembahasan Akhir

Hasil Pemeriksaan.
Nomor (15) : Diisi dengan tanggal terima Undangan Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan.

Nomor {16) : Diisi dengan tanda tangan penerima dan. cap perusahaan
penerima undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
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G. FORMAT RISALAH PEMBAHASAN:

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

......................................................................... (1)
RISALAH PEMBAHASAN
SP2 Nomor D herrererre et a b eba s AREEAL i e (@)
Nama Wajib PAJAK @ ..c.ivriiiirmriiirmieineeieis bt s (3)
NPWP O A O N O A B ¢
Alamat TP PPPPI PP PPN (5)
Masa & Tahun PaJak I l | I | I- | ] | I (6)
1. Pokok Masalah Koreksi
.............................................................................................................. (7
a Dasar Koreks1 Pemeriksa Pajak yang tercantum dalam SPHP
....................... (8)
b Tangpapan Wajib Pajak atas SPHP
....................................................................................................... 9
¢ Pendapat Pemenksa Pajak dalam Pcmbahasan Alghir
00000000000 o VOO SO (10)
d Pendapat Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir
s (11)
2. Pokok Masalah Koreksi
................................................................................................................ (7}
a Dasar Koreksi Pemeriksa Pajak Berdasarkan SPHP
.......................................................................................................... (8)
b Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP '
.......................................................................................................... ©)
¢ Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir
00200 (10)
d Pendapat Wapb Pajak dalam Perhbahasan Akhir
B (11)
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4. Simpulan Hasil Pembahasan;

-20 .

) Koreksi - Koreksi
. . Koreksi cfm Cfm Pembahasan
No | Pos-Posyang Dikoreksi | o) appp |Tanggapan | Cfmm. Cfm,
WP Pemeriksaan WP
(12) {13) (14) (15) (16) (17)

Berdasarkan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan sebagaimana tercantum
dalam risalah pembahasan ini, Wajib Pajak mengagjukan/tidak mengajukan®)
pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan.

Waiib Pajak/Wakil/Kuasa*)

........................................... (19)
Mengetahui:

........................................... {20)
NIP ooooooooeesesmssseeserssssnssssnien 21)

*) Coret yang tidak perlu.

............... yreveresrnssersrnnaneens (18)
Tim Pemeriksa Pajak:

Supervisor,

NIP i resnniaas i (22)
Ketua Tim,

NIP oivirinrensrinninsnrsasesananies (23)
Anggota,

NIP vovvvoeseseeseneseeeeenesseneseans (24)




Nomor (1)
Nomor (2}
Nomor {3)
Nomor {4} .

Nomor (5)
Nomor {6)
Nomor (7)

Nomor {8)

Nomor (9)

Nomor {10}

() ‘ \‘;/’%‘;‘: '
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PETUNJUK PENGISIAN RISALAH PEMBAHASAN

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor dan tanggal SP2.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa,

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang
diperiksa.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan Masa dan Tahun Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan pos yang dikoreksi, jumlah menurut Surat

Pemberitahuan, jumlah menurut Pemeriksa Pajak dan nilai
koreksinya.

Diisi dengan dasar/penjelasan dilakukannya koreksi menurut
Pemeriksa Pajak termasuk dasar hukumnya sebagaimana
tercantum dalam SPHP.

. 1. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan tanggapan tertulis atas

SPHP, diisi sesuai dengan tanggapan Wajib Pajak sebagaimana
tercantum dalam tanggapan tertulis tersebut.

5. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan
tertulis atas SPHP namun hadir dalam Pembahasan Akhir,
diisi dengan tanggapan yang disampaikan oleh Wajib Pajak
pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

3. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan
tertulis atas SPHP serta tidak hadir dalam Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan, diisi dengan keterangan bahwa Wajib
Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis dan tidak hadir
dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. '

. 1. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan tanggapan tertulis baik

hadir atau tidak hadir dalam Pernbahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, diisi dengan pendapat Pemeriksa Pajak atas
tanggapan tertulis maupun tanggaparn yang disampaikan oleh
Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir.

5. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaiken tanggapan
tertulis atas SPHP namun hadir dalam Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan, diisi dengan pendapat Pemeriksa Pajak
atas tanggapan yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada saat
pembahasan akhir. .

3. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan
tertulis dan tidak badir dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, diisi dengan pendapat Pemeriksa Pajak scsuai
dengan SPHP. :




Normor (11)

Nomor (12)
Nomor (13)

Nomor (14)

Nomor (15)
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: 1. Dalam hal Wajib Pajak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan, diisi dengan pendapat Wajib Pajak dalam
Fembahasan Akhir, :

2. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir

Hasil Pemeriksaan, diisi dengan keterangan mengenai
ketidakhadiran Wajib Pajalk,

Diist dengan nomor urut.

Diisi dengan pos-pos yang dikoreksi scbagaimana terdapat dalam
daftar temuan Pemeriksaan yang merupakan lampiran Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, ‘

Contoh:
Pos yang dikoreksi adalah pos peredaran usaha maka diisi
dengan Peredaran Usaha.

Diisi dengan jumlah. koreksi sebagaimana terdapat dalam daftar
temuan pemeriksaan yang merupakan lampiran SPHP.

Contoh:

Jumlah koreksi atas pos peredaran usaha menurut Pemeriksa
dalam daftar temuan Pemeriksaan adalah 400.000 maka diisi
dengan 400.000.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan tanggapan tertulis atas
SPHP, diisi dengan milai yang disetujui Wajib Pajak
sebagaimana tercantum dalam tanggapan tertulisnya.

Contoh: .

Tehadap pos peredaran usaha yang dikoreksi Pemeriksa
Pajak, Wajib Pajak dalam tanggapan tertulisnya menyatakan
hanya menyetujui sebesar 250.000 maka diisi dengan nilai
250.000, .

5 Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan

tertulis atas SPHP namun hadir dalam Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan, diisi dengan nilai yang disetujui oleh Wajib
Pajak pada saat pembahasan akhir.

Contoh:

Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas
SPHP namun hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, dan menyampaikan bahwa terhadap pos
peredaran usaha yang dikoreksi Pemeriksa Pajak hanya
menyetujui sebesar 250,000 maka diisi dengan nilai 250.000.

3. Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan tertulis

dan tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,
diisi dengan jumlah koreksi menurut Pemeriksa Pajak sesuai
dengan daftar temuan Pemeriksaan yang menjadi lampiran
SPHP. ’




Nomor {16)

Nomor (17)

Nomor (18) -

1.
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Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan tanggapan tertulis
serta hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, atau
tidak menyampaikan tanggapan tertulis namun hadir dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, diisi dengan jumlah
koreksi menurut Pemeriksa Pajak sesuai dengan hasil
pembahasan akhir.

Contoh: '

Setelah dilakukan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak,
Pemeriksa Pajak berkesimpulan bahwa nilai koreksi
peredaran wussha yang semula dalam Daftar Temuan
Pemeriksaan 400.000 menjadi 350.000 maka diisi dengan
nilai 350.000, '

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan tanggapan tertulis atas
SPHP namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, diisi dengan jumlah koreksi menurut Pemeriksa
Pajak sesuai dengan daftar temuan - Pemeriksaan dengan
memperhatikan tanggapan tertulis Wajib Pajak tersebut.

Contohu

Wajib Pajak menyampaikan tanggaparn tertulis atas SPHP dan
meriyatakan bahwa terhadap koreksi peredaran usaha
sebesar 400.000 yang disampaikan oleh Pemeriksa Pajak,
Wajib Pajak hanya menyetujui sebesar 250,000, Berdasarkan
tanggapan tertulis serta dengan memperhatikan alasan yang
disampaikan  oleh  Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak
berkesimpulan bahwa bahwa nilai koreksi peredaran usaha
yang semula 400.000 menjadi 375.000 maka diisi dengan
375.000.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan
tertulis atas SPHP serta tidak hadir dalam Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan, diisi dengan jumlah koreksi menurut
Pemeriksa Pajak sesuai dengan Daftar Temuan Pemeriksaan
yang menjadi lampiran SPHP.

Dalam hal Wajib Pajak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, diisi dengan nilai yang disetujui oleh Wajib
Pajak sesuai Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan tanggapan tertulis
namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, diisi dengan jumlah yang disetujui oleh Wajib
Pajak sebagaimana tercantum dalam tanggapannya.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan
tertulis dan tidek hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, diisi dengan jumlah koreksi menurut Pemeriksa
Pajak sesuai dengan daftar temuan Pemeriksaan yang
menjadi lampiran SPHP. .

Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya risalah pembahasan.

Q




Nomuor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)
Nomor (22)
Nomor (23)
Nomor (24)

Keterangan®)
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Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak, wakil Wajib
Pajak, atau kuasa. Wajib Pajak.

Diisi dengan nama jabatan kepala uhit pelaksana Pemeriksaan
yang menandatangani risalah.

Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP dan cap jabatan pejabat
kepala unit pelaksana Pemeriksaan.,

‘Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP supervisor tim

Pemeriksa Pajak.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim Pemeriksa
Pajak.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota tim Pemenksa
Pajak.

Diisi dengan mencoret yang tidak diperlukan.
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H. PERMOHONAN PEMBAHASAN. DENGAN TIM QUALITY - ASSURANCE
PEMERIKSAAN: .

Sehubungan dengan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dengan tim
. Pemeriksa’  Pajak atas Surat  Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

TIOITION Leovensernnniin Ceerees (2) tanggal ..covveeiinenne (3), dengan ini saya.:
Nama S RO PP P PP TPIOT P EPPRI (4)
Pekerjaan/Jabatan RO U P PSP PRSP PP P PTPEN (5)
Alamat OO P PP PP PP SPTSPI R ()
dalam hal ini bertindak selaku: :

[ wWajib Pajak; L[] Wakil; ] Ruase; 7)
dari Wajib Pajak: _ '
Nama TSP PP PRSP PYPPRIDSPPSPEIIY {8)
NPWP O OO oo de
Alamat PP PP PITTI P TI T PYPTL TERPTPLLLLE (10)

mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemerilcsaan
atas perbedaan pendapat yang masih terjadi dengan tim Pemeriksa Pajak dalam
proses pembahasan akhir hasil Pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Risalah
Pembahasan.

Adapun pos-pos koreksi yang diminta untuk dibahas dengan Tim Quality
Assurance Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Pos-Pos Koreksi Yang - Koreksi cfm Hasil Pernbahasan
P Koreksi ofm ofm
No Dimintakan cfm SPHP : 5 .
Pembahasan Pemeriksa Wajib Pajak
‘ Pajak
(11} {12) . (13) (14) (15}

Dalam rangka untuk membahas perbedaan tersebut, dengan ini kami
sampaikan nomor yang dapat dihubungi oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan:

Nomor TEIEPon 1 vvvvvvirmmiimannenee (16)
Nomor HP LTI SO (17)
Nomor Faksimili 3 ..o, weees (18)

Demikian surat permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance
Pemeriksaan ini disampaikan, atas perhatiannya diucaplkan terima kasih.

................... (19)

-------------------- )




Nomor (1)

Nomor (2)
Nomor (3)
Nomuor (4)

Nomor {5)
Nomor (6)

Nomor (7)
Noror (8)
Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)

Nomor {13}

Nomor (14}

Nomor (15)

Nomor (16)
Nomor (17)
Nomuor (18}

Nomor (19)

MENTER| KEUANGAN
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PEMBAHASAN
DENGAN TIM QUALITY ASSURANCE PEMERIKSAAN

Diisi dengan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dalam hal
Pemeriksaan dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan dan
Penagihan atau Kepala Kanwil DJP yang membawahi unit
pelaksana Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan dilakukan oleh
Kantor Pelayanan Pajak.

Diisi dengan nomor SPHP.
Diisi dengan tanggal SPHP.
Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajalk, atau kuasa )

. Wajib Pajak yang mengajukan permohonar.

Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak,
atau kuasa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa
Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.,

Diisi dengan menandai { ] pada bagian/kotak yang sesuai,

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan Nomor Pokeck Wajib Pajak Wajib Pajak yang
diperiksa.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan nomeor urut.

Diisi dengan pos-pos yang oleh Wajib Pajak diminta untuk
dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance
Pemeriksaan,

Diisi dengan nilai koreksi sesuai dengan Daftar Temuan
Pemeriksaan yang menjadi lampiran Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan.

Diisi dengan nilai koreksi menurut Pemeriksa Pajak sesuai
dengan hasil Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang
tercantum dalam risalah pembahasan.

Diisi dengan nilai koreksi yang disetujui menurut Wajib Pajak
sesuai dengan hasil Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang
tercantum dalam risalah pembahasan. .
Diisi dengan nomeor telepon pihak dari Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor handphone pihak dari Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor faksimili pihak dari Wajib Pajak yang dapat
digunakan.

Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan dibuat.
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Nomor {20) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak, Wakil Wajib
Pajak, atau Kuasa Wajib Pajak.

Nomor (21) : Diisi dengan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.
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I. UNDANGAN PEMBAHASAN DENGAN TIM QUALITY ASSURANCE PEMERIKSAAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................................................... (1)
Nomor e, ) N e @)
Sifat : Segera
Lampirar @ .oereesiine (4)
Hal :  Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan

Dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan

Sehubungan Surat Permohonan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
Dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang Saudara disampaikan pada

tanggal ......... {6), dengan ini kami mengundang Saudara pada:
‘Hari JTangal [ .oooiernrei (7
Pukul S SO PU PSPPI PTOPPPPEP (8)
Tempat P TP PSPPI PP PETT PEPYRY {9)

untuk melakukan pembahasan atas perbedaan pendapat antara Saudara dengan
tim Pemeriksa Pajak sebagaimana tercantum dalem surat permohonan Saudara.

Apabila Saudara tidak hadir dalam pembahasan sesuai dengan hari dan
tanggal tersebut di atas maka pembahasan dengan Tim Quality Assurance
Pemeriksaan dianggap telah dilakukan.

Demikian disampaikan, dan atas kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

................................. (10)
NIP orrvrrrirrinsinnrennsennns (11)

Tembusan

............................. (12)

Diterima oleh " @ e (13)

Jabatan D eeerrsranrsisraniiesns (14)

Tanggal D viierserernresarenrres {15)

Tandatangan/Cap | ..o {16}




Nomor (1}
Nomor {2)

Nomor (3) .

Nomor (4}
Nomor (53)
Nomor ()
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor {10)

Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)

Nomor (14)

Nomaor (195)

Nomor (16)
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PETUNJUK PENGISIAN
UNDANGAN UNTUK MENGHADIRI PEMBAHASAN
DENGAN TIM QUALITY ASSURANCE PEMERIKSAAN

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan
Oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan. '

Diist dengan tanggal Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan
Oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan.

Diisi dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang diundang.

Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan Wajib Pajak.
Diisi dengan hari dan tanggal p.claksanaan pembahasan.

Diisi dengan waktu pellaksanaan pembahasan.

Diisi dengan tempat pelaksanaan pembahasan.

Diisi dengan nama jabatan pejabat kepala unit pelaksana
Pemeriksaan.

Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan pejabat
yang menandatangani undangan.

Diisi dengan unit vertikal yang membawahi unit pelaksana
Pemeriksaan.

Diisi dengan nama penerima Undangan Untul Menghadiri
Pembahasan Oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan.

Diisi dengan jabatan penerima Undangan Undangan Untuk
Mengbadiri Pembahasan Oleh Tim Quality Assurance
Pemeriksaan.

Diisi dengan tanggal terima Undangan Untuk Menghadiri
Pembahasan Oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaarn.

Diisi dengan tanda tangan penerima dan. cap- perusahaan
penerima Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan Oleh Tim

‘Quality Assurance Pemeriksaan.
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J. FORMAT RISALAH TIM QUALITY ASSURANCE PEMERIKSAAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................................................... (1)
RISALAH TIM QUALITY ASSURANCE PEMERIKSAAN
SP2 Nomor D eeriierrestesranr s rgerasaans tANELAl v {2)
Nama Wajih Pajak | oo rrss st ssnassabs s eianssesssnscanasrnny (3)
NPWP OO T T icrry @
Alamat SO PSNN (5)
Masa&TahunPajak:] l ' ' |r| I IJ (6)
1. Pokok Masalah Yang Belum Disepalkati
s ()

a. Pendapat Wajib Pajak pada saat Pembahasan dengan Tim Quality
Assurance Pemeriksaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

........................................................................................................ (8)
b. Pendapat Pemeriksa Pajak pada saat Pembahasan dengan Tim

Quality Assurance Pemeriksaan

...................................................... e 9
¢. Simpulan dan Keputusan Tim Quality Assurance Pemeriksaan

........................................................................................................ (10)
d. Tanggapan Wajib Pajak atas Simpulan dan Keputusan Tim Quality

Assurance Pemeriksaan -

e ———e et e 1 (11)
e. Tanggapan Pemeriksa Pajak atas Simpulan dan Keputusan Tim

Quality Assurance Pemeriksaan

3000000000000 0000000 OSSOSO PO RSOSSN (12)

..............................................................................................................

.............................................................................................................. (7)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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b. Pendapat Pemeriksa Pajak pada saat Pembahasan dengah Tim
Quality Assurance Pemeriksaan

.........................................................................................................

......................................................................................................... (9)
c. Simpulan dan Keputusan Tim Quality Assurance Pemeriksaan
..... e bbbt ena et assssanartesesessnsnenesersssnnsssnnssesnsnres {10
d. Tanggapan Wajib Pajak atas Simpulan dan Keputusan Tim Quality
Assurance Pemeriksaan
......................................................................................................... (11)
Tanggapan Pemeriksa Pajak atas Simpulan dan Keputusan Tim
Quality Assurance Pemeriksaan
......................................................................................................... (12)

3. dst
4. Simpulan Hasil Pembahasan:

. Koreksi Cfin Keputusan
Roreksi Cfm Tim Quality Assurance
Pos-Pos Yang Hasil Pembahasan Akhir ‘Pemerilksaan
No Dimintakan Cfm Cim
Pembahasan’ Pemeriksa Cim Tim Quality Cfm
; Wajib Pajak | Assurance | Wajib Pajak
Pajak .
Pemeriksaan
(13) (14) (15) (16) (17) (18)
............... reevereiraerereneinneiene (19)
Waijib Pajak/Wakil/Kuasa*) Tim Pemeriksa Pajak
........................................ (20)
70T (21)

Tim Quality Assurance Pemeriksaan

Ketua .. Anggota

NIP vrrererisrinnnirnnaenninnsiion, (22) NIP  trrrrineinnsvarensneen (24)
Sekretaris

NIP  covivvrreeeseenrcorensrensens (23) Q
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PETUNJUK PENGISIAN '

RISALAH PEMBAHASAN TIM QUALITY ASSURANCE PEMERIKSAAN

Nomor (1)
Normor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)

Nomor {5}
Nomor (5)
Nomor (7)

Nomor {8}
Nomor (9)
Nomor (10)

Nomor (11)
Nomor (12)

Nomeor (13)
Nomor (14)

Nomor (15)
Nomor (18]

Nomor (17)

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor dan tanggal Suraft Perintah Pemeriksaan,
Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang
diperiksa.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan Masa dan Tahun Pajek yang diperiksa.

Diisi dengan pos yang dikoreksi dan jumlah koreksi menurut
Pemeriksa Pajak dan tanggapan Wajib Pajak sesuai dengan
Pembahasan  Akhir FHasil Pemeriksaan  scbagaimana
tercantum dalam Risalah Pembahasan.

Diisi dengan penjelasan atau pendapat yang disampaikan
Wajib Pajak pada saat pembahasan dengan Tim Quality
Assurance Pemeriksaan.

Diisi dengan penjelasan atau pendapat yang disampaikan

Pemeriksa Pajak pada saat pembahasan dengan Tim Quality

Assurance Pemeriksaan,

Diisi dengan simpulan dan keputusan Tim Quality Assurance
Pemeriksaan atas perbedaan pendapat antara Pemeriksa
Pajak dengan Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggapan Wajib Pajak atas simpulan dan
keputusan Tim Quality Assurance Pemeriksaarn.

Diisi dengan tanggapan tim Pemeriksa Pajak atas simpulan
dan keputusan Tim Quality Assurance Pemeriksaan.

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan pos-pos koreksi yang dimintakan oleh Wajib
Pajak wuntuk dibahas dengan Tim Quality Assurance
Pemeriksaan.

‘Diisi dengan jumlah koreksi menurut Pemeriksa Pajak sesuai

dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana
tercantum dalam risalah pembahasan,
Diisi dengan jumlah koreksi yang disetujui Wajib Pajak sesuai
dengan Permnbahasan Akhir Hasil Pemecriksaan sebagaimana
tercantum dalam risalah pembahasan.

Diisi dengan jumlah koreksi yang diputuskan oleh Tim
Quality Assurance Peme}"ﬂ{saan dalam pembahasan tersebut.




Nemor (18)

Nomor {19}
Nomor (20)

Nomor (21)

Nomor {22)

Nomor (23) |

Nomor (24)
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1. Dalam hal Wajib Pajak hadir dalam pembahasan dengan
Tim Quality Assurance Pemeriksaan, diisi dengan jumlah
koreksi yang disetujui oleh Wajib Pajak dalam
pembahasan tersebut.

2. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan

dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, dilsi dengan
jumiah koreksi yang disetujui oleh Wajib Pajak dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Pemeriksa
Pajak sebagaimana tercantum dalam risalah pembahasan.

Diisi dengan tempat . dan tanggal dibuatnya risalah
pembahasarn. ‘ '

Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak, wakil
Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak.

Diisi dengan jabatan, tanda tangan, nama, dan NIP, dan
Pemeriksa Pajak (disesuaikan dengan jumlah tim Pemerika
Pajak yang hadir).

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim Quality

" Assurance Pemeriksaan.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP sekretaris tim
Quality Assurance Pemeriksaan, )

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota tim
Quality Assurance Pemeriksaan (disesuaikan dengan jumlah
anggota tim yang hadir). :

—————E
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K. FORMAT BERITA ACARA FEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN YANG,
DILAMPIRI DENGAN IKHTISAR HASIL PEMBAHASAN AKHIR DAN IKHTISAR
HASIL PEMBAHASAN AKHIR:

K1. FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN YANG
DILAMPIRI DENGAN IKHTISAR HASIL PEMBAHASAN AKHIR:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................................................... (1y
BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN
Pada hari ini .......coeeviinnn (2) tanggal ....... (3) bulan ......... #) tahun
............... (5) bertermpat di .....vveceenivrnienennne.. (6), kami
' Pangkat
No. MNama/NIP angkat/ Jahatan
Golongan
(7) . (8) ' (9) (10)
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor: ..o (11) tanggal ......... {12}
telah melakukan Pemeriksaan di bidang perpajakan terhadap Wajib Pajak:
Nama - OIS RPPPRTP PP PR PP PR (13}
NPWP - OO 4am [ 1] (14)

dan memberitahuka.n serta melakukan pembahasan alkhir hasil Pemeriksaan
dengan:

DWajlb Paja_k D Wakil Wajib Pajak; I:l Kuasa Wajib Pajak: (15)
Nama PPN PP (16)
Jabatan/PeKerjBan i freene (17)

Alamat T PP PPP PP (18)

bérupa pos-pos sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Demikian Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ini dibuat
dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh:

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa®) Tim Pemeriksa Pajak:
Supervisor,
................................ (19)
NIP  cvoreerereererennersasenenenne (20}




Mengetahui:
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Ketua Tim,
NIP  oiiriierrecenniiannsrans (23}
Anggota,
NIP oooivvvneneiernrnnvssnranasnns (24]
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PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL, PEMERIKSAAN

Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3}
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)

Nomor (7}
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10}
Nomuoar {11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14}

Nomor (15)
Nomuor (16)

Nomar (17)
Nomor (18)
Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)
Nomor (22)
Nomor (23)
Nomor (24)

Keterangan®)

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan hari ditandatanganinya berita acara Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan.

Diisi dengan tanggal ditandatanganinya berlta acara Pembahasan
Alchir Hasil Pemeriksaan. )

Diisi dengan bulan ditandatanganinya berita acara Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan.

Diisi dengan tahun ditandatanganinya berita acara Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan,

Diisi dengan tempat dltandatanganmya berita acara Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan.

Diisi dengan nomeor urut,

Diisi dengan nama dan NIP tim Pemeriksa Pajak,
Diisi dengan pangkat/golongan tim Pemeriksa Pajak.
Diisi dengan jabatan dalam. tim Pemeriksa Péjak.
Diisi dengan nomor SP2,

Diisi dengan tanggal SP2.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dlpenksa

: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang

diperiksa,

Diisi dengan menandai [ ¥ ] pada kotak yang diperlukan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa
Wajib Pajak.

Diisi dengan jabatan/pekerjaan Wajib Pajak, wakil Wa_]lb Pajak,
atau Kuasa Wajib Pajak.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak, Wakil Wajib Pajak, atau kuasa
Wajib Pajak.

Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak, wakil Wajib
Pajak, atau kuasa Wajib Pajak.

Diisi dengan nama jabatan kepala unit pelaksana Pemeriksaan
yang menandatangani berita acara.

Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan pejabat
vang menandatangani surat.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP supervisor tim
Pemeriksa Pajale.

Diisi- dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim Pemeriksa
Pajak.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota tim Pemeriksa
Pajak. (disesuaikan dengan jumlah anggota tim Pemenksa Pajak)
Diisi dengan mencoret yang tidak diperlukan.

————— Ak
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K2. FORMAT IKHTISAR HASIL PEMBAHASAN AKHIR:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................................................... (1)
IKHTISAR HASIL PEMBAHASAN AKHIR
Nama WP TPt e e e (@)
NPWP LT T O T 1) 3)
Masa dan Tahun Pajak : ............ everrerrrrrerreeraaesraranens ererias SURUUUOTOPRORPT (4}
Korelsi . .
Korelsi Cfn Pembahasan Hasil Pembahasan Akhir Tt;muan
Uraian Cfm, : Yang ang
spr | S | okm. Clm. Cfm. | isetujui | dibatalkan/
emeriksaan WP Pemeriksaan WP ditambahkan
(9) {6) (7) (8 (9) (10) (11 (12)
I. PPh )
WP Badan/OP
II. PPh Pasal 21,
III. PPh Pasal 22
IV. FPh Pasal 23
V. dst.
VI. Sanksi-
Administrasi
Lainnys
IITRTIRROes praverensene SRR (13}
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa®) Tim Pemeriksa Pajak:
' Supervisor,
................................ (14)
NIP i (17)
Mengetahui: : Ketua Tim,
................................ (15)
NIP rveiersinreninineraennes (18)
................................ Anggota,
NIP  iiemiecenebeennn (18)
NIP  ooveirininvnenririranenan (19)




Nomor (1)
Nomor (2}
Nomor (3)

Nomor (4)
Nomor (5)

Nomor (6)
Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Némor (10)

Nomer (11)

Nomor (12)

Nomor (13}

Nomor {14]

W

g
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* PETUNJUK. PENGISIAN
IKHTISAR HASIL PEMBAHASAN AKHIR'

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang
diperiksa.

Diisi dengan Masa dan Tahun Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan pos-pos Surat Pemberitahuan yang dikorelsi
untuk setiap jenis pajek, termasuk didalamnya pos pajak
terutang, kredit pajak, dan paJak vang kurang dibayar serta
sanksi administrasi,

Diisi dengan angka sesuai Surat Pemberitahuan Wajib Pajak.

Diisi dengan koreksi Pemeriksa sesuai dengan daftar temuan
Pemeriksaan Pajak yang menjadi lampiran SPHP.

dalam hal tidak dilakukan pembahasan dengan Tim Quality
Assurance Pemeriksaan, diisi dengan jumlah koreksi
menurut Pemeriksa sesuai dengan “Nomor 16 risalah
pembahasan,

2. dalam hal dilakukan pembahasan dengan Tim Quality

Assurance Pemeriksaan, diisi dengan jumlah koreksi yang
diputuskan oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan sesuai
dengan “Nomor 17’ Risalah Pembahasan Tim Quality
Assurance Pemeriksaan.

1. dalam hal tidak dilakukan pembahasan dengan Tim

Quality - Assurance Pemeriksaan, diisi dengan jumlah
koreksi yang disetujui Wajib Pajak sesuai dengan “Nomor
17” Risalah Pembahasan.

2. dalam hal dilakukan pembshasan dengan Tim Quality

Assurance Pemeriksaan, diisi jumlah koreksi yang disetujui
oleh Wajib Pajak sesuai dengan “Nomor 18" Risalah
Pembahasan Tim Quality Assurance Pemeriksaan.
Diisi dengan hasil penghitungan “Nomor 6" ditambah dengan
“Nomor 87, , .
Diisi dengan hasil penghitungan “Nomor 6" ditambah dengan
*Nomor 9”,
Diisi sesuai hasil penghitungan “Nomor 6” ditambah “Nomor 7”
dikurangi “Nomor 107,
Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya ikhtisar hasil

. pembahasan akhir.

Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak, wakil Wajib
Pajak, atau kuasa Wajib Pajak.

p—————




Nomor ( 1\_5)
Noﬁor (16}
Nomor (17)
Nomor (18)

Nomor (19)
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Diisi dengan nama jabatan kepala unit pelaksana Pemeriksaan

yang menandatangani ikhtisar,

Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan
pejabat yang menandatangani surat.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP supervisor tim
Pemeriksa Pajak. ,

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim
Pemeriksa Pajak. .

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota tim
Pemeriksa Pajak,
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L. FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA MENANDATANGANI BERITA
ACARA PEMBAIASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................................................... (1)
NOIOI 1 civvecrreenreniraesnin () L e s rrereenneerrrans (3)
Sifat Segera
Lampiran @ i, {4}
Hal 1 ° Panggilan untuk Menandatangani Benta Acara

Pembahasan Akhir Hasil Pemerlksaan

......................................

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor
/PMK.03/ tentang Tata Cara Pemeriksaan, dan telah dibuatnya Risalah
Pembahasan serta diterima Risalah Pembahasan Tim Quality Assurance

Pemeriksaan®) dari berdasarkan . Surat Perintah Pemeriksaan

Nomor:.......... TR (6) tanggal ......oeoeioin (7), dengan ini diminta kehadiran

Saudara pada: )
Hari/Tanggal : oo, derrvesssauissanerenensanantiny (8)
Pukul TSI TUPIOPTPPRPISTS IS PP (9
Tempat e teiereeeeeitereesesreserarereetatrirebet ettt iaats o (10)

untuk menandatangani berita acara Pembahasan Alchir Hasil Pemeriksaan.

Demikian disampaikan dan atas kerjasama diucapkan terima kasih.

............................... (11)
R ¢ -
4
Diterima oleh D et an (13)
Jabatan Dveeeens eerereaeries {14)
Tanggal R e (18)
Tandatangan/Cap : .oe..erreeeroeerione (16) ; o
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PANGGILAN UNTUK MENANDATANGANI

BERITA ACARA -PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN

Nomor (1)
Nomor {2)

Nomor (3)

Nomor (4)
Nomor (5)
Nomior (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor {11)

Nomor (12)

Noﬁlor {13)
Nomor (14)
Nomor (15}
Nomor (16)

Keterangan *) :

: Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor surat panggilan untuk menandatangani
berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

. Diisi dengan tempat, dan . tanggal surat panggilan untuk

menandatangani berita acara Pembahasan & Akhir ' Hasil
Pemeriksaan. :

Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor SP2,

Diisi dengan tanggal SP2.

Diisi dengan hari dan tanggal Wajib Pajak diminta hadir.
Diisi dengan pukul/jam Wajib Pajak diminta hadir.

Diisi dengan alamat tempat Wajib Pajak diminta hadir.

Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang menandatangam
surat.

Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari
pejabat yang menandatangani surat, '

Diisi dengan nama penerima surat panggilan.
Diisi dengan jabatan penerima surat panggilan.
Diisi dengan tanggal penerimaan surat panggilan.

Diisi dengan tanda tangan dan cap perusahaan penerima surat
panggilan.

Ditulis apabila terdapat risalah pembahasan Tim Quality
Assurance Pemeriksaan.
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M. FORMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIE PAJAK DALAM RANGKA
PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN: ‘

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIX INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................................................... L
BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK
DALAM RANGKA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN
Padd hari ini ............ (@) tanggal ...... (3) bulan ......... (4) tahun ........ (5),
bertempat di ............ (6), berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor
...................... (7) tanggal ..........co... (8), kami: -
No. Nama/ NIP Pangkat/Golongan Jabatan
(9)- (10) (11) ' (12)
yang ditugaskan melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:
Nama PP TE P PP P (13)
NPWP Moo O er s (14)
Alamat SO O O ROTOOP PP - (15)
MasadanTahunPajak: [ [ | | | [ [ 1| (16)

telah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak wuntuk menyampaikan
tanggapan tertulis dan hadir dalam rangka pemibahasan akhir hasil Pemeriksaan

sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor........ {17)
tanggak....covut. (18), namun Wajib Pajak tidak hadir dalam jangka waktu yang telah
ditentukan. '

Demikian berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak ini dibuat -dengan
sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani
oleh tim Pemériksa Pajal. '

Tim Pemeriksa Pajak:

Mengetahui: . Supervisor,

e, e @21)
............................... NIP

NIP o (20) Ketua Tim,

.................................

---------------------------------




Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5]
Nomor (6j

Nomor {7)
Nomor (8)
Nomor (9}
Nomor (10}
Nomor (11)
Nomor {12)

Nomor (13)
Nomor (14)

Nomor (15)
Nomor {16)
Nomor (17}
Nomor (18)
Nomor {19)

Nomor (20}
Nomeor (21)
Nomor {22)

Nomor (23)
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PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan hari ditandatanganinya berita acara ketidakhadiran
Wajib Pajal.

Diisi dengan tanggal ditandatanganinya berita  acara
ketidakhadiran Wajib Pajak.

Diisi dengan bulan ditandatanganinya berita  acara
ketidalthadiran Wajib Pajak.

Diisi dengan tahun ditandatanganinya beritaa  acara
ketidakhadiran Wajib Pajak.

Dilsi dengan tempat ditandatanganinya berita  acara
ketidakhadiran Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor SP2.

Diisi dengan tanggal SP2.

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak.

Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak.

Diisi dengan jabatan Pemeriksa Pajak yaitu “supervisor”, “ketua
tim”, atau “anggata tim”.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan Nomor Pokok Wgjib Pajak Wajib Pajak yang
diperiksa.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan Masa dan Tahun Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan nomor SPHP.

Diisi dengan tanggal SPHP.

Diisi dengan nama jabatan pejabat kepala unit pelaksana
Pemeriksaan.

Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan kepala
unit pelaksana Pemeriksaan.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP supervisor tim
Pemeriksa Pajalk.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP ketua tim Pemeriksa
Pajals.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP anggota tiin Pemeriksa
Pajak.

Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

INTERIAN
AGUS D.W. MARTOWARDOJO




LAMPIRAN VIO
NOMOR

TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN

i

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN
PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN

' 2 PO
................................. (1)
Dengan ini saya:
Nama TP OO PPPPYSUPP PP {(2)
Pekerjaan/Jabatan ! .. i P (3)
Alamat - RSP YO PP VPP RPRRPTTRPEIS TR (4)
dalam hal ini bertindak selaku:

[7] wajib Pajak; [ waki; [] Kuasa . (5)
dari Wajib Pajak: '
Nama © et ievetereseeeeresebbeNaseveeeeqttnes Tesereseiiesatartesrartbireaniaas (6)
NPWP LT T OO D e
Alamat AT ST UOUUROTOPPPIO PP PP PP v (8)
dengan kesadaran sendiri mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat
Pemberitahuant .....oovvreee eeeresiriiran (9) Masa Pajak/Tahun Pajak .....c..couvennens (10)
yang telah kami laporkan dengean Bukti Penerimaan Surat nomor ..........eeieeeen (i
tanggal .o (12).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009,
kami menyampaiken laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat
Pemberitahuan ini yang mengakibatkan:

[IPajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar (13)
DPajak yang masih harus dibayar menjadi lebih kecil o (14)
DRugi berdasarkan ketcnt{.lan perpajakan menjadi lebih kecil (15)
DRugi berdasa.rkan‘ ke.tentuan perpajakan menjadi lebih besar (16)
[]Jumlah harta menjadi lebih besar (17)
Ooumlah harta menjadi lebih kecil (18)
[Jumiah modal menjadi lebih besar (19)
[Joumlah modal menjadi lebih kecil . - (20)

Adapun elemen Surat Pemberitahuan yang pengisiannya tidak sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya adalah sebagai berikut: .

. 0\

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
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REPUBLIK INDONESIA
. R
1. Formulir/Lampirat ..., O P (21)

a.’ Pengungkapan ketidakbenaran tentang.......c........ e (22)
Surat Pemberitahuan RPuuuivvensinicinassiannes e erireesensaeanrasaeens (93)
Keadaan Sebenarnya R ieiiereniiariinrernr v e anes (24)
Selisih RID tervueiriinirnnneriisitsirasieatsbarst e (25)

b. Wlraian tentang terjadinya ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan

OSSP P PP IOOS (26)
2. Formulir/ Lampiran ..., (21)

a. Pengungkapan ketidakbenaran tentang.....o.beemanimninieres (22)
Surat Pemberitahuan R cvovveeeeesiaanannanies eerneperrernneaneersrnnras (23)
Keadaan Sebenarnya F3 3 T T PP PP PPPTYY {24)
Selisih R vevorvarsniniisiiorirriineesniiriaasiians STRTTTTOTIS (25)

....................................................................................................................

...................................................................................................................

Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana’
tertulis di atas menyebabkan pajak kurang dibayar  sebesar:
RDueevrenirrecrnnnns e (27) terbilang [« o ererrriinieeniiineie 1{28)

Bersama ini, kami lampirkan:

1. Penghitungan pajak yang kurang dibayar sesual dengan keadaan yang
sebenarnya dalam format Surat Pemberitahuan. (29} - ‘

9. Surat Setoran Pajak scbagai bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar
sebesar RP...ccoivvmrviernan (30) yang telah dibayar pada tanggal .......coeee (31)
melalti coovveecnienees (32) -

3. Surat Setoran Pajak sebagai buktli pembayaran sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 50% senilai Rp ............ (33) yang telah dibayar pada tanggal
................... (34) melalui «..coceeeiienenre{35) '

4. Dokumen yang menjadi dasar pengungkepan ketidakbenaran pengisian Surat
Pemberitahuan. '

Dengan penuh kesadaran atas segala akibat hukum yang timbul, kami
menyatakan bahwa: . _ o

1. Telah mengungkapkan seluruh ketidakbenaran. sehubungan dengan Surat

Pemberitahuan sebagaimana tersebut diatas.
2. Akan melakukan pembetulan terhadap Surat Pemberitahuan Masa/Tahunan

terhadap masa-masa dan/atau tahun-tahun pajak lainnya apabila terdapat
keterkaitan .dengan Surat Pemberitahuan- vang kami ungkapkan
ketidakbenaran pengisiannya. .

G




-
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.

3. Bersedia memberikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti-bukti yang
berkaitan dengan  pengungkapan ketidakbenaran  pengisian  Surat

Pemberitahuan. ‘
4, Tidak akan mengulangi perbuatan yang sama untuk masa yang akan datang.

Demikian Japoran pengungkapan Lketidakbenaran pengié.ian Surat
Pemberitahuan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan
peraturan.perundang-undnagan yang berlaku. '

Yang menyatakan _
.................. reeeeveerreneseensnensseseneee (36}
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PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN

Nomor (1}
Nomor (2)

Nomor (3}°

Nomor {4)

Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8}
Nomor (9)
Nomor {10}
Nomor (11}
Nomor (12)
Nomor (13)

Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17}
Nomor (18)
Nomor (19)
Nomor (20)

Nomor (21)

PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN

. Diisi’ dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat

Wajib Pajak terdaftar.

1 Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa

Wajib Pajak yang menandatangani laporan pengungkapan. ‘
Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak,
atau kuasa Wajib Pajak yang ‘menandatangani laporan
pengungkapan.

. Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau

kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani laporan

pengungkapan.
Diisi dengan menandai [ ¥ | pada kotak yang sesuai.

. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang diperiksa.

. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan jenis Surat Pemberitahuan.

Dijsi dengan Masa Pajalz/Tahun Pajak dari Surat Pemberitahuan.
Diisi dengan nomor Bukti Pengiriman Surat (BPS).

Diisi dengan tanggal Bukti Pengiriman Surat (BPS).

. Diisi dengan menandai [ v ] apabila pajak yang masih harus dibayar

menjadi lebih besar.

Diisi dengan menandai | v | apabila pajak yang masih harus dibayar
menjadi lebih kecil.

Diisi dengan menandai [ v ] apabila rugi berdasarkan ketentuan

perpajakan menjadi lebih kecil.

: Diisi dengan menandai [ ¥ ] apabila rugi berdasarkan ketentuan
- perpajakan menjadi lebih besar.

: Diisi dengan menandai [ 3 '] apabila jumlah harta menjadi lebih

besar. .

. Diisi dengan menandai [ ¥ ] apabila jumiah- harta menjadi lebih

kecil.

. Diisi dengan menandai | ¥ | apabila jumlah modal menjadi lebih

besar,
Diisi dengan menandai [ Y ] apabila jumlah modal menjadi lebih

. kecil.

Diisi dengan kode Formulir atau Lampiran Surat Pemberitahuan

yang mengandutig ketidakbenaran pengisian.

Contoh: - ,

a. Dalam kasus pengkreditan Pajak Masukan Dalam Negeri yang
tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, diisi:
Formulir 1107-B .

-b, Dalam kasus.pei‘edaran usaha yang kurang dilapotkan, diisi:

Formulir 1771 Lampiran I
.0..




" Nomor (22)

Nomor (23)
Nomor (24)

Nomor (25}

Nomor (26)

Nomor (27)

Nomor (28)

Nomor (29}

Nomor (30)

Nomor (31)
Nomor (32)
Nomor (33)

Nomor (34}

Nomor (35} :
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. Diisi dengan pos atau bagian Formulir atau Lampiran Surat

Pemberitahuan yang mengandung ketidakbenaran pengisian.
Contoh: .
a, Dalam kasus pengkreditan Pajak Masukan Dalam Negeri yang

tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, diisi:
Pembelian BKP/JKP dari Dalam Negeri

b. Dalam kasus peredaran usaha yang kurang dilaporkan, diisi:
Peredaran Usaha

. Diisi dengan jumlah yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
. Diisi dengan jumlah yang seharusnya dilaporkan sesuai keadaan

yang sebenarnye. .
Diisi dengan selisih antara jumlah yang seharusnya dengan jumlah
yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

: Diisi dengan uraian dan penjelasan tentang nilai pengungkapan
ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan.

Contoh:

Dalam kasus pengkreditan Pajak Masukan Dalam Negeri yang tidak
sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, 'diisi: terdapat
pengkreditan PPN atas pembelian parang dari PT X sebanyak 20
lembar faktur pajak dengan nilai DPP Rp 3.500.000,C0 dan PPN Rp
350.000,00 yang seharusnya tidak dapat diperhitungkan terhadap
Pajak Keluaran, karena faktur pajak tersebut ternyate. tidak sesuai
dengan transaksi yang sebenarnya. '

Diisi dengan jumlah pokok pajak yang kurang dibayar apabila

pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan

menyebabkan  pajak kurang dibayar, contoh:

Rp350.000.000,00.

menjadi

. Diisi dengan jumlah pokbk pajak yang kurang dibayar akibat

pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan
dalam huruf, conttoh: Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah.

. Dibuat dengan menggunakan Formulir Surat Pemberitahuan yang

sesuai dengan memberikan  keterangan “Dalam Rangka
Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT sesuai Pasal 8
ayat (4) UU KUP® di bagian atas halaman pertama formulir yang
bersangkutan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.

Diisi dengan jumlah nominal Surat Setoran Pajalk atas pokok pajak

' yang kurang dibayar.
. Diisi dengan tanggal penyetoran pokok pajak yang kurang dibayar.

Diisi dengan tempat penyectoran pokok pajak yang kurang dibayar.

. Diisi dengan jumlah nominal Surat Setoran Pajak atas sanksi

administrasi berupa kenaikan 50%. _
Diisi ‘dengan tanggal penyetoran sanksi administrasi berupa

kenaikan 50%. .
Diisi dengan tempat penyetoran sanksi administrasi berupa

kenaikan 50%.
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Nomor (36) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan pengungkapan
ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan.

Nomor (37) : Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajalk, atau kuasa

dari Wajib Pajak yang menandatangani laporan pengungkapan
ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan.

Nomor (38) : Diisi dengan pekesjaan/jabatan Wajib Pajak, Wakil dari Wajib
Pajak, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani laporan
pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan.

Salinan sesuai dengan aslinya MENTER] KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

'KEPALA BIRO UMUM

u.b. ttd.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
ﬁ'?;\/ AGUS D.W. MARTOWARDQJO
GIARTO

NIP 195904201984021001




LAMPIRAN IX

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : .
TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN

MENTER] KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENGUJIAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT -JENDERAL PAJAK

NOmOr | .vvvrrersniiinenin 20 yoreeraniares . (3)
Sifat : Segera _
Hal ~ : Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pengujian

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan di bidang perpajakan
terhadap perusahaan/pekerjaan Saudara di bawah ini:

Nama O O T T LY S P TRRT! | (5)
NPWP OOy L (6)
Alamat et sas e (7)
Masa & Tabun Pajak : [ 1 11 [T [} (8)

Tujuan Pemeriksaan : Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan NOMmOT ...iieeriererecnees {(9) tanggal
............ (10) bersama ini diberitahukan bahwa jangka waktu pengujian
Pemeriksaan terhadap Saudara, kami perpanjang selama ......... {11) bulan
dengan alasan .........emeeienin (12)

Demikian untuk menjadi perhatian,

..................................... (13)
NIP vvvicviniiirnrnenenannase {14}
Tembusan:
........................... {15)
Diterima oleh D ierererereeraerene (16}
Jabatan D oprerrerrraeeniiaenes (17)
Tanggal Pl ererens {18)
Tandatangan/cap : ..o.eseesess (19)

0.
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGA-N

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4]
Nomor (Si_
Nomor (6)
Nomor {7)
Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11}
Nomor (12)

Nomor {13)
Nomor (14)

Nomor {15)

JANGKA WAKTU PENGUJIAN :

:' Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor surat.

Diisi dengan tanggal surat.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.
Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang akan diperiksa.
Contoh:

1. Pemeri ksaan dilakukan untuk Masa Pajak Januari s.d. Mei
Tahun 2011, maka diisi:

(o[t 2] 2] [ofs] t] 1]
5. Pemeriksaan dilakukan untuk Tahun Pajak 2011 dan tahun
bukunya sama dengan tahun kalender, maka diisi:

ST (2

3. Pemeriksaan dilakukan untuk Tahun Pajak 2011, namun

tahun bukunya mulai tanggal 1 April 2011 sampai dengan 31°

Maret 2012, maka diisi

EEREREERE

Diisi dengan nomor SP2.

Diisi dengan tanggal SP2.
Diisi dengan periode perpanjangan.

Diisi dengan alasan perpanjangan jangka waktu pengujian
Pemeriltsaan. ‘

Diisi dengan nama jabatan dari kepala unit pelaksana
Pemeriksaan.

Diisi dengan tanda téngan, nama, NIP, dan cap jabatan dari
kepalg unit pelaksana Pemeriksaan.

Diisi dengan:

i. Direktur Pemeriksaan dan  Penagihan dalanmn  hal

instruksi/persetujuan Pemeriksaan diterbitkan oleh Direktur
Jenderal Pajak atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; atau

2. Kepala Kantor Wilayah DJP dalam hal
instruksi/persetujuan/penugasan Pemeriksaan diterbitkan
oleh Kepala Kantor Wilayah DJP. -




Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18}

Nomor (19)
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Diisi dengan nama penerima surat pemberitahuan perpanjangan
jangka waktu pengujian. :

Diisi dengan jabatan penerima surat pemberitahuan

. perpanjangan jangka waktu pengujian.

Diisi dengan tanggal terima surat pemberitahuan perpanjangan
jangka waktu pengujian. .
Diisi dengan tanda tangan penerima dan cap perusahaan
penerima surat pemberitahuan perpanjangan jangka waltu
pengujian.
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B. FORMAT PEMBERITAHUAN PENANGGUHAN PEMERIKSAAN YANG
DITINGKATKAN KE PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................................................... (1)
NOIMOE v ! seevenisrarenssesenmeaens (2) e jeetrerrseraraeas 3
Sifat Segera
Lampiran - :
Hal . Pemberitahuan Penangguhan Pemeriksaan

yang Ditingkatkan ke Pemeriksaan Bukti Permulaan

--------------------------------------

Sehubungan dengan Pemeriksaan di bldang perpajakan yang kami lakukan
terhadap perusahaan/pekerjaan Saudara di bawah ini:

Na_ma : . e eeaeeredieaverreraestaiaresetenarTeerenstiseerartanans (3)
NPWP =_l|l!||||ll|l:|||l|| | (6)
AlAIMAL 1 eereseessessraressernierenninesnis e sares (7)
Masa & Tahun Pajak 11 | [ ®)
perdasarkan Surat Periritah Pemeriksaan NOMOL  veevnviirnarninins )]
tanggal...c..coivvinninnn (10), dengan ini diberitahukan bahwa Pemeriksaan tersebut

ditangguhkan penyelesaiannya karena pemeriksaannya  ditingkatkan ke
Pemeriksaan Bukti Permulaan,

Demikian disampaikan untuk menjacii perhatian Saudara.

.............................. (11
NIP coceiiiiiiriniiveniaens (12)
Tembusan
........................... {13)
Diterima, oleh D (14)
Jabatan D venrares i (15)
Tanggal D eiererseesenereranns {16)
Tandatangan/cap ... TRV (17)
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PENANGGUHAN PEMERIKSAAN
YANG DITINGKATKAN KE PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

e

Nornor (1)
Nornor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9}
Nomor (10}
Nomor {11)
Nomor (12)

Nomor (13)

Nomor (14)
Nomor (15}
Nemor (16}

Nomor (17)

: Diisi dengan kepala‘surat.

: Diisi dengan nomor surat.

: Diisi dengan tanggal surat.

. Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak

: Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajé.k yang diperiksa.

. Diisi dengan alamat Wajib Pajak diperiksa.

. Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang diperiksa.

: Diisi dengan nomor SP2, :

: Diisi dengan tanggal SF2.

: Diisi dengan nama jabatan dari kepala unit pelaksana Pemeriksaan.
: Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari kepala

unit pelaksana Pemeriksaan.

: Diisi dengan:

1. Direktur Intelijen dan Penyidikan dalam hal Pemeriksaan Bulkti
Permulaan dilakukan oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan;
atau i :

2. Kepala Kantor Wilayah DJP dalam hal Pemeriksaan Bukti
Permulaan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP.

: Diisi dengan nama penerima surat pemberitahuan penangguhan

Pemeriksaan yang ditingkatkan ke Pemeriksaan Bukti Permulaan.

: Diisi dengan jabatan penérima surat pemberitahuan penanggnhan

Pemeriksaan yang ditingkatlkan ke Pemeriksaan Bukti Permulaan,

: Diisi dengan tanggal terima surat pemberitahua:d penangguhan

Pemeriksaan yang ditingkatkan ke Pemeriksaan Bukti Permuiaan.

. Diisi dengan tanda tangan penerima dan cap- perusahaan penerima

surat pemberitahuan penangguhan Pemeriksaan yang ditingkatkan
ke Pem_eriksaan Bukti Permulaan ;
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C. FORMAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PEMERIKSAAN:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
ST PSSO PPP PO (1)

Nomor D e (2) e ) (3)
Sifat - ; Segera '

Lampiran : -

Hal :  Pemberitahuian Penghentian Pemeriksaan

......................................

Sehubungan Surat Pemberitahuan Penangguhan Pemeriksaan yang
Ditingkatkan ke Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor ............ (5) tanggal........... ),
dengan ini disampaikan - bahwa Pemeriksaan yang kami lakukan terhadap
perusahaan/pekerjaan Saudara di bawah ini:

Nama S P CIa LD {7
NPWP 0 N S g
Alamat D reeveenens evere e s rere e (9
Masa 8 Tahun Pajak : [ | | | | L1 (10)
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor .........cc.. (11) tanggal ............. (12),
dihentikan Pemeriksaan Rarena ... {13).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.

.............................. (14}
NIP o (15}
Tembusan
........................... (18)
Diterime. oleh eenenee srernesrinas {17)
Jabatan R PP (18)
Tanggal IO freenresenens (19)
Tandatangan/cap ..o {(20) o




N
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PEMERIKSAAN

Nomor (-'1)
Nomibr (2)
Nomor (3)
Nomor {4)
Nomor (3)

Nomor (6)

Nomuor {7)
Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11}
Nomor (12)
Nomor (13}

Nomor (14)
Nomor (15)

Nomor (16)

Nommor {17)
Nomor (18)
Nomor (19)

Nomor (20)

: Diisi

+ Diisi

Diisi dengan kepala surat.

. .Diisi dengan nomor ‘surat.

Diisi dengan tanggal surat.

. Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

dengan nomor - Surat Pemberitahuan Penangguhan
Pemeriksaan yang Ditingkatkan ke Pemeriksaan Bukt Permulaan.

dengan tanggal Surat Pemberitahuan Penangguhan
Pemeriksaan yang Ditingkatkan ke Pemeriksaan Bukti Permulaan.

. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.
. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.
. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang diperiksa.

: Diisi dengan nomor SP2.
1 Diisi dengan tanggat SP2.
. Diisi dengan alasan penghentian Pemeriksaan sebagaimana diatur

dalam Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 74

Tahun 2011,

12 ayat (4)

. Diisi dengan nama jabatan dari kepala unit pelaksana Pemeriksaan.
: Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari kepala

unit pelaksana Pemeriksaan.

: Diisi dengan:

1. Direktur Intelijen dan Penyidikan dalam bal Pemeriksaan Bukti
Permulaan/Penyidikan dilakukan oleh Direktorat Intelijen dan
Penyidikan; atau

2. Kepala Kantor Wilayah - DJP dalam hal Pemeriksaan Bukti
Permulaan/Penyidikan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah
DJP.

. Diisi dengan nama penerima surat pemberitahuan penghentian

Pemeriksaan.

. Diisi dengan jabatan penerima surat pemberitahuan penghentian

Pemeriksaan.

. Diisi dengan tanggal terima surat pemberitahuan penghentian

Pemeriksaan.

. Diisi dengan tanda tangan penerima dan cap perusahaan penerima

surat pemberitahuan penghentian Pemeriksaarn.
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D. KUESIONER PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN UNTUK MENGUJI
KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN:

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan diperlukan
adanya umpan balik berupa jawaban kuesioner, kami berharap Saudara dapat
bekerjasama dengan baik dalam bentuk kesediaan Saudara untuk menjawab
Daftar Kuesioner berikut. Mengingat jawaban Saudara sangat penting artinya
bagi penyempurnaan kebijakan Pemeriksaan pada masa mendatang, maka
diharapkan Saudara dapat memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya. Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami
ucapkan terima kasih. '

No.

PERTANYAAN

YA

TIDAK

1.

Apakah pada saat melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa
Pajak memperiihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan
Surat Perintah Pemeriksaan?

Apakah pada saat melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa
Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
terlebih dahulu?

Apakah Pemeriksa Pajak menjelaskan maksud dan
tujuan Pemeriksaan?

Apakah Pemeriksa Pajak memberitahukan Saudara
untiul; memasuki ruangan atau tempat yang dipandang
perlu

Apakah Pemeriksa Pajak memberikan bukti peminjaman
secara tertulis perihal peminjaman buku, catatan,

-|dokumen dan/atau data-data lain?

Apakah Pemeriksa Pajak memberitahukan secara tertulis
kepada Saudara tentang Hasil Pemeriksaan dalam
bentuk SPHP? '

Apakdh Pemeriksa Pajak memberikan kesempatan
kepada Saudara untuk memberikan tanggapan dan

penjelasan atas temuan Pemeriksaan?

Apakah Pemeriksa Pajak menjelaskan kepada Saudara
orihal Tim Quality Assurance Pemeriksaan = dan
manfaatnya bagi Saudara?

Apakah Pemeriksa Pajak memberi petunjuk kepada
Saudara tentang penyelenggaraan pembukuan yang
baik?

10

Apakah Pemeriksa Pajak mengembalikan berkas dan
dokumen paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya
Pemeriksaan dan memberikan bukti pengembalian?

11.

Apakah Pemeriksa Pajak meminta dan menjanjikan
sesuatu yang berhubungan dengan Keputusan
Pemeriksaan?

12,

Menurut Saudara apakah Pemeriksa Pajak telah
melakukan tugas Pemeriksaan dengan baik?
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13, {Hal-hal yang ingin Saudara sampa:kan
1.

............................................................

2, dst
Surat Perintah Pemeriksaan Pajalk : Wajib Pajak :
NOITIOE % ceeviiisrirnsersssssnsensrrmersrersssstesrasssmrnssenssssnonns
Tanggal .o etteeranrenr et ( )

Jawaban Saudara agar dikirimkan kepada Direktur Pemeriksaan. dan
Penagihan atau Kepala Kanwil DJP.
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. E. KUESIONER PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR UNTUK MENGUJI
: KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN:

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan diperlukan
adanya umpan balik berupa jawaban kuesioner, kami berharap Saudara dapat
bekerjasama dengan baik dalam bentuk kesediaan Saudara untuk menjawab
Daftar Kuesioner berikut. Mengingat jawaban Saudara sangat penting artinya
bagi penyempurnaan kebijakan Pemeriksaan pada masa mendatang, maka
diharapkan Saudara dapat memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya. Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami
ucapkan terima kasih.

No.

PERTANYAAN

YA

TIDAK

1.

Apakah péda saat melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak
memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat
Perintah Pemeriksaan? » |

Apakah pada saat melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak
menyampaikan Surat Panggilan terlebih dahulu?

Apakah Pemeriksa Pajak menjelaskan maksud dan tujuan
Pemeriksaan?

Apakah Pemeriksa Pajak memberikan bukti peminjaman
secara tertulis perihal peminjaman buku, catatan, dokumen
dan/atau data-data lain?

'|Apakah Pemeriksa Pajak memberitahukan secara tertulis

kepada Saudara tentang Hasil Pemeriksaan dalam bentuk
SPHP?

Apakah Pemeriksa Pajak memberikan kesempatan kepada
Saudara untuk memberikan tanggapan dan penjelasan atas
temuan Pemeriksaan?

Apakah Pemeriksa Pajak menjelaskan kepacia Saudara
perihal Tim Quality Assurance Pemeriksaan dan manfaatnya
bagi Saudara? ) A

Apakah Pemeriksa Pajak memberi petunjuk kepada Saudara
tentang penyelenggaraan pembukuan yang bailk?

Ap:akah Pemeriksa Pajak mengembalikan berkas dan
dokumen paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejal selesainya
Pemeriksaan dan memberikan bukii pengembalian?

10.

Apakah Pemeriksa Pajald memmi_:é dan menjanjiken sesuatu
vang berhubungan dengan Keputusan Pemeriksaan?

11.

Menurut Saudara apakah Pemeriksa Pajak telah melakukan
tugas Pemeriksaan dengan baik?
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12. |Hal-hal yang ingin Saudara sampaikan :

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak :
Nomor TP PP PP R PRI PP

Tanggal 1 et e lereteriessarariessenreanentorestaitiansrraainttesrsnas

Jawaban Saudara agar dikirimkan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
atau Kepala Kanwil DJP.
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F. KUESIONER PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN UNTUK TUJUAN LAIN:

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan diperlukan
adanya umpan balik berupa jawaban kuesioner, kami berharap Saudara dapat
bekerjasama dengan baik dalam bentuk kesediman Saudara untuk menjawab
Daftar Kuesioner berikut. Mengingat jawaban Saudara sangat penting artinya
bagi penyempurnaan kebijakan Pemeriksaan pada-masa mendatang, maka
diharapkan Saudara dapat memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya, Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanys yang baik kami
ucapkan terima kasih.

No. PERTANYAAN YA | TIDAK

1. |Apakah pada saat melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak
memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat
Perintah Pemeriksaan?

2. |Apakah pada saat melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan terlebih
dahulu?

3. |Apakah Pemeriksa Pajak menjelaskan maksud dan tujuan
Pemeriksaan? :

4. |Apakah Pemeriksa Pgjak memberitahukan Saudara untuk
memasuki ruangan atau tempat yang dipandang perlu?

5, |Apakah Pemeriksa Pajak memberikan bukti peminjaman
secara tertulis perihal peminjaman buku, catatan, dokumen
dan/atau data-data lain? .

"6. |Apakah Pemeriksa Pajak mengembalikan berkas dan
dokumen paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya
Pemeriksaan dan memberikan bukti pengembalian?

7. |Apakah Pemeriksa Pajak meminta dan menjanjiken sesuatu
yang berhubungan dengan Keputusan Pemeriksaan?

8. |Menurut Saudara apakah Pemeriksa Pajak telah melakukan
tugas Pemeriksaan dengan baik? '

9. |Hal-hal yang ingin Saudara sampaikan :

1. e R OO PPRPP PP
2. dst

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak : Wajib Pajak :

Nomor R errreesraarie eresrarterasiretrara s iaees

Tanggal U PPPPP P PRSP (civsnsmnerirennnnnnriens )

Jawaban Saudara agar dikirimkan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
atau Kepala Kanwil DJP. :
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G. KUESIONER PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR UNTUK TUJUAN LAIN:

Dsalam rangka meningkatkan kualitas dan -akuntabilitas Pemerilksaan
diperlukan adanya umpan balik berupa jawaban kuesioner, kami berharap
Saudara dapat bekerjasama dengan baik dalam bentuk kesediaan Saudara
untuk menjawab Daftar Kuesioner berikut. Mengingat jawaban Saudara sangat
penting artinya bagi penyempurnaan kebijakan Pemeriksaan pada masa
mendatang, maka diharapkan Saudara dapat memberikan jawaban sesuai

dengan keadaan yang

kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

sebenarnya. Demikian kami sampaikan, atas

No. PERTANYAAN YA |TIDAK
1. |Apakah pada saat melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa
Pajak memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan
Surat Perintah Pemeriksaan?
2. |Apakah pada saat melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa
. |Pajak menyampaikan Surat Panggilan terlebih dahulu?
3. |Apakah Pemeriksa Pajak menjelaskan maksud dan tujuan
Pemeriksaan? .
4. |Apakah Pemeriksa Pajak memberikan bukti peminjaman
secara tertulis perihal . peminjaman buku, catatan,
dokumen dan/atau data-data lain?
5..|Apakah Pemeriksa Pajak mengémbalikan berkas dan
dokumen paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya
Pemeriksaan dan memberikan bukti pengembalian?
6. |Apakah Pemeriksa Pajak meminta dan menjanjikan
sesuatu  yang berhubungan  dengan Keputusan
Pemeriksaan?
7. |Menurut Saudara apakah Pemeriksa Pajak telah
melalcukan tugas Pemeriksaan dengan baik?
8. |Hal-hal yang ingin Saudara sampaikan :
S TP RS PP PP PP T
2. dst
Surat Perintah Pemeriksaan Pajal : Wajib Pajak :
Nomor D eerieerestnsnnenrs eeeneetar e eaesrebesaeaarerreteaes
Tanggal LI TIS TR I LA IS (cerrrsesarermmmmrnarnnsn )
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Jawaban Saudara agar dikirimkan kepada Direktur Pemeriksaan dan
Penagihan atau Kepala Kanwil DJP.

Salinan sesuai dengan aslinya MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

T ttd.

Do i N
KEPALA BAGIAN T U KENENTERIAN
S N\B) AGUS D.W. MARTOWARDOJO




LAMPIRAN X

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPURLIK INDONESIA
NOMOR '

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN

MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

_ FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN RUGI FISKAL BERDASARKAN
PEMERIKSAAN ULANG: '

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................... (1)
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- ....ovveivereremearenns (2)
TENTANG

PENETAPAN RUGI FISKAL BERDASARKAN PEMERIKSAAN ULANG

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak ........c... (3) nomor
....... {(4) tanggal.......(5) yang diterbitkan dari Laporan Hasil
Pemeriksaan nomor........ (6) tanggal ......... (7);

b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Ulang nomor

T (8) tanggal ............ {9);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Penetapan Rugi Fiskal Berdasarkan
Pemmeriksaan Ulang;

Menimbang

P

Mengingat : 1. Undahg-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik -
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomeor 50, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
'(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4893}, i )

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan MHak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

4, Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/20 tentang
Tata Cara Pemeriksaan;




Menetapkan :

FPERTAMA

KEDUA

MENTERI KEUANGAN
REF_’UBLIK INDONESIA

"
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN
RUGI FISKAL BERDASARKAN PEMERIKSAAN ULANG.

Menetapkan jumlah rugi fiskal untuk Tahun Pajak ................. (11) atas

Wajib Pajak ..ooocveereeeenereenns (12), NPWP covoveererivernreecsnesseeeenses (13),

(14) berdasarkan Pemeriksaan Ulang

AlATAL i
menjadi sebesar Rp.....vii. (15), dengan perincian sebagai
berikut: A
Semula [ Ditambah/| Menjadi
Uraian (Rp) (Dikurangi) (Rp)’
(Rp)
{16) {(17) (18)
a. Penghasilan
b. Biaya
c. Jumlah Rugi Fiskal
T OrBIlAILEL vvuerirnrreuuairssernssiraesrasticasiuitisysrrerteierassstntiirrasatresseesasnse (19).

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai-berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

L eeereeeens
SR
30 e, dst (20)
.................... s ereverensernnsenns (21)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
...................................... , (22)
NIP ovvoovvsneeeneerereessesssseeese (23)
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN RUGI FISKAL

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)

Nomorm(4)
Nomor (5)

Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)

Nomor (9)
Nomor {10}

Nomor (11)
Nomor (12)
Normor (13)
Nomor (14)
Nomor {15}

Nomor (16)

Nomor (17)
Nomor (18}
Nomeor (19)
Nomaor (20)

Nomor (21)
Nomor {22)

BERDASARKAN PEMERIKSAAN ULANG

: Diisi dengan Kantor Pelayanaﬁ Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Diisi dengan nomor surat Keputusan.

Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan atas
Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak yang dilakukan Pemeriksaan
Ulang.

Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan
atas Pajak Penghasilan untuk Tahun ‘Pajak yang dilakukan
Pemeriksaan Ulang.

Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan
atas Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak yang dilakukan
Pemeriksaan Ulang,.

Diisi dengan nomor LHP sebagai dasar penerbitan surat ketetapan
pajak. -

Diisi dengan tanggal LHP sebagai dasar penerbitan surat ketetapan
pajak.

Diisi dengan nomor LHP Pemeriksaan Ulang.

Diisi dengan tanggal LHP Pemeriksaan Ulang.

Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan
Wewenang Direktur Jenderal Pajak XKepada Para Pejabat Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku,

Diisi dengan Tahun Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Ulang.

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan jumlah rugi fiskal yang ditetapkan berdasarkan
Pemeriksaan Ulang. ) :
Diisi dengan jumlah penghasilan, biaya, dan rugi fiskal menurut
LHP yang menjadi dasar surat ketetapan pajak yang telah
diterbitkan. ‘ )
Diisi dengan jumlah penambahan/pengurangan penghasilan, biaya,
dan rugi fiskal berdasarkan Pemeriksaan Ulang.

Diisi . dengan jumlah penghasilan, biaya, dan rugi fiskal yang
ditetapkan berdasarkan Pemeriksaan Ulang.

Diisi dengan jumlah rugi fiskal yang ditetapken dinyatakan dalam
kalimat. ’

Diisi derigan pihak-pihak yang diberikan salinan surat keputusan
penetapan rugi fiskal.

Diisi dengan nama kota dan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat
keputusan.

Q.
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Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari pejabat

Nomor (23}
yang menandatangani surat keputusan.

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AGUS D.W. MARTOQWARDOJO

Salinan sesuai dengan aslinya

RIAN

I

NT




